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Menelusuri Jejak Pembentukan
Ombudsman Daerah
Sebuah Pengantar

entuman kritik vang menghujani pemernintah

daerah rasih safa pencar terjadi. Di mana-
mana gugatan itu fidak beringsut dari menumpuk-
nya perkara korupsi, tidak adanya transparansi,
hingga rendahnya pertanggungjawaban publik. Se-
lain menyangkut kotornya birokrasi, perscalan
yang juga menyengat adalah ketidakefisienan dan
mahalnya ongkos pelayanan. Keluhan-keluhan ini
telah terakumulas: hingga membentuk stigrma bi-
rokrast kita yang mahal, berbelit-belit dan diskrimi-
natif. Sunggub satu sterotipe yang tidak mengun-
tungkan, dan karcnanya perlu dilakukan pembenah-
an secepat mungkin.

Dilemanya, watak perybahan yang reformis
ini memerlukan pembenahan yang bertahap. Pola
rekruitmen hiasanya jadi salah satu biang keladi
timbulnya kualitas birokrasi yang buruk. Kebijak-
an pemerintah yang tak jelas turut memperkeruh
kondisi birckrasi ini. Di samping itu, ada yang
beranggapan kultur yang feodalistik sangat memu-
dahkan birokrasi untuk dikendalikan, namun bu-
kan oleh kepentmgan mayoritas melainkan kepen-
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tingan elite. Hujan cercaan atas birokrasi int yang
mendorong sejumlah orang untuk torun ke jalan
menyuarakan protes. Mereka menyerang ketidak-
efisienan birckrasi hingga kepribadian beberapa
pejabat.

Semua tahu cercaan bukan jalan yang beres.
Ada diferna yang menindih jika cara itu yang dipi-
lih. Pertama, cara ini lebibh mendatangkan rmasa-
lah dan bhisa memotivasi permusuhan sengit, seper-
ti membangunkan manster vang tidur pulas dalam
waktu yang lama. Potensi kontlik yang menggun-
cang dar cara ini sudah banyak tersiar di media.
Kekerasan menjadi wamna vang kental jika peru-
bahan dilakukan melalui aksi massa vang terus-
menerus intensif, Kedua, aksi massa yang dilaku-
kan terus-menerus akan memudahkan tumpangan
kendaraan politik yang punya kepentingan mau-
pun motif yang misterius. Jika it yang terjadi,
maka upaya perbaikan berubah menjadi pertarung-
an yang keras.

Di sisi lain, ada upaya untuk membentuk ba-
dan pengawas. Seperti seekor anjing pelacak, maka
badan pengawas ini akan menguntit segala bentuk
penyelewengan jenis apapun yang dilakukan da-
lam lingkungan birokrasi. Lembaga pengawas ini
biasanya akan menyiarkan semua jenis pelanggar-
an ke publik. Tekanan cpini diharapkan dapat
membuat ‘malu’ aparat sekalipus mendorong per-
baikan. Di samping itu, badan pengawas akan
menjadi kekuatan yang secara langsung berkom-
plot untuk melakukan pembenahan tegas dan lang-
sung. Namun badan pengawas memang bukan se-
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orang wasit, bahkan lebih tepatnya pihak luar yang
memtiliki kewenangan terbatas. Tak heran, rasa cu-
riga masyarakat kadang timbul, seperti mengata-
kan badan pengawas kerapkali digunakan untuk
kendaraan kepentingan.

Manifestasi perubzhan-perubahan inilah yang
lantas mempengaruhbi upaya untuk pendiran Om-
budsman Daerah. Tertera di lernbar-lembar benkut-
nya bagaimana ldprah Komisi Ombudsman di ber-
bagai negara serta apa rujuan pendiriannya. Ada ba-
nyak hambatan dalam wacana pembentukan Om-
budsman ini, termasuk juga dasar hukurm apa yang
melandasinya. Kecurigaan maupun Kesangsian
akan efektivitas Ombudsman muncul di banyak
tempat, ramun kebutuhan untuk tampilnya peme-
rintahan yang bersih tetap menjadi kepentingan
yang utama. Karenanya, Pusat Studi HAM UII
{Pusham UII) bekerjasama dengan Partmership for
Governance Reform in Indonesia mulai mengga-
gas permbentukan Ombudsman Diacrah. Sernangat
yang melandasi kerjasarma ini sederhana, bagaima-
na membenhik pemernintaban yang bersik dengan
kinerja dan watak yang transparan serta memiliki
akuntabilitas publik. Dasar inilah yang mengge-
rakkan Pusham UlIl untuk melakukan serangkai-
an kegiatan.

Pertama, Pusham Ull menjalankan riset yang
ingin mengetahui bagaimana sebenarnya penilai-
an masyarakat atas kinerja birokrasi selama ini; bi-
rckrasi yang menjadi bagian dari pelayanan pub-
lik sekaligus birokrasi yang mengemban amanat
untuk memudahkan semma urusan publik. Tang-
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gapan ini juga menyangkut seberapa jauh sebe-
narnya masyarakat memahami dan taho tentang
Ombudsman Daerah. Apakah jika badan ini
dibentuk akan menguntungkan dan memudahkan
masyarzkat, atau jangan-jangan malah sebaliknya.
Kegiatan pertama riset ini adalah wawancara la-
pangan sekalipus penyebaran angket di kawasan
Yogyakarta. Riset inf berjalan selama 3 bulan yak-
ni bulan April hingga Juni 2003. Ada temuan-
temuan unik selama berjalannya riset yang semua
hasilnya dituliskan dalam buku ini.

Kegiatan kedua, kami melakukan survel ke
Komisi Ombudsman Nasional yang berkeduduk-
an diJakarta. Survei ini untuk melihat secara lang-
sung bapaimana kinerja, anatomi kepengurusan,
hubungan struktural, dan kendala Komisi Om-
budsman Nasicnal. Dengan melihat lebih dekat
akan ketahuan sejurnlah faktor vang menghambat
maupun menunjang kerja Komisi Ombudsman
Nasicnal. Di samping itu, akan dipercleh juga
himpunan informasi yang bersangkut-paut dengan
apa sebenarnya tugas dari Komisi Ombudsman
Nasicnal. Hasil kunjungan ini memberikan gam-
baran lebih mendaiam sekaligus tantangan pada
permbentukan Ombudsman Daerzh. Hasil kun-
jungan inilah yang kemudian dijadikan bahan
pada szlah satn bagian buku ini.

Sesudah kedua kegiatan itu dikerjakan, dila-
kukan sosialisast intensif ke masyarakat dengan
menggalang berbagal pertemuan-pertermuan. Tim
terjun ke masyarakat dan melakukan pertermuan
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untuk mendiskusikan Ombudsman, Apa yang me-
narik dari laporan lapangan, antusiasme ma-
syarakat pada kegiatan ini sangat besar. Sebagian
memang berharap keberadaan Ombudsman ini
memiliki kewenangan struktural yang jauh lebih
kuat. Di samnping itu, juga ada keinginan agar per-
sonel yang ada di dalamnya memiliki keberanian
sekaligus kemampuan untuk melakukan mediasi
pihak-pikak vang berkonflik. Ringkasnya, hasil
perternuan yang berjalan secara intensif ini me-
nyimpulkan bzhwa Ombudsman Daerah diperlu-
kan dan dibutuhkan oleh masyarakat. Perternuan
berjalan selama kurang lebih tiga bulan.

Tidak hanya pertemuan, publikasi intensif me-
ngenai pentingnya keberadaan Ombudsman Dae-
rzh juga dilakukan melalui media bioskop mau-
pun spanduk. Diharapkan dengan gencarnya pem-
beritaan, masyarakat akan tersentub dan tertan-
tang untuk mendorong pembentukan Ombuds-
man Daerah. Selain itu, pembentukan Cmbuds-
man Daerah juga dilakukan melalui serangkaian
pertemuan intensif dengan kalangan parlemen
serta eksekutif, Kedua lembaga kekuasaan ini me-
miliki antusiasme yang sama berkenaan dengan
pembentukan Komisi Ombudsman Daerah. Lem-
baga parlemen memang berharap Kemisi Om-
budsran bisa mengambil peran mediasi terhadap
sejumiah pihak yang merasa dirugikan dalam la-
yanan publik. Sedangkan pihak pemerintah mera-
sa keberadaan badan ini akan sangat membantu
dalam rugas pelayanan sekaligus pertanggungja-
waban kepada publik.
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Langiah terakhir yang kami lakukan adalah
menyelenggarakan workshop vang pada Septernber
2003 untuk mempresentasikan semua hasil perte-
muarl, Sebagian besar kalangan birckrasi diundang
dalam acara ini dan juga kalangan Ornop. Mereka
karni mintai tanggapan atas hasil yang diperoleh
dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Work-
shopjuga mengundang narasumber yang mempre-
sentasikan tentang apa itn Komisi Ombudsman
dan bagaimana implementasinya di Indonesia. Be-
berapa pakar dihadirkan untuk menyoroti bagai-
mang peran maupun kinerja ideal Komisi Om-
budsman. Sejumnlah catatan dari kegiatan itulah
yang kemudian menjadi rancang-bangun pemben-
tukan Ombudsman Daerah. Seluruh hasil work-
shopinilah yang memadi bahasan terakhir buku ini.

Ibarat sebuah album, maka buku ini menyim-
pan kenangan tentang awal perjalanan panjang
pembentukan Ombudsman Daerah. Perjalanan
yang memakan waktu & bulan ini tentu tidak ha-
rus menghasilkan sukses vang gemilang. Ada be-
berapa catatan yang rasih meliputi kegiatan ini,
pertama, ada kekuatiran menyanghut landasan ho-
kum pembentukan Ombudsman Daerah. Ke-
kuatiran yang lain menyangkut konteks hubungan
struktural antara KON (Komisi Ombudsman Na-
sional) dengan Cmbudsman Daerah, tugas mau-
pun wewenang Qmbudsman Daerah, juga siapa
yang menjadi pemrakarsa pembentukan, apakah
wewenang im berada di parlemen atau eksekaatif,
Persoalan lainnya adalah apa prasyarat dan bagai-

Pengantar

mana metode rekruitmen bagi anggota Ombuds-
man Daerah. Kemudian terakhit, bagaimana me-
ngukur keberhasilan kinerja Ombudsman Daerah.
Catatan-catatan inilah yang menyertai kendala
pembentukan Ombudsman Daerah.

Namun demikian, serangkaian hasil kegiatan
yang direkam dalam buku ini paling tidak memberi
manfaat beberapa identifikast persoalan. Pertama,
kegiatan ini dapat mengidentifikasi bagaimana ke-
rinduan masyarakat akan munculnya birckrasi
yang bersih dan memiliki pertanggungjawaban
publik yang jelas. Kedua, keragnan akan keberhasil-
an Ombudsman lebih karena belum didapatkan
gambaran mendalam mengenai mekanisme
rekrutmen anggota dan kewenangan yang ada.
Ketipa, sikap pemernintah yang masih menyoal sia-
pa yang memiliki kewenangan fupa didasari oleh
ketidaktahuan tentang mandat Ombudsman ini.
Dengan mengidentifikast kelemahan-kelemahan
inilah maka benar adanya jika Ombudsman Ia-
erah memerlukan bukan saja dukungan politik
yang kuar tapi juga tckanan masyarakat luas un-
tuk terlibat aktif dalam pembentukannya. Sekian.

Eko Prasetyo
Pusar Smdi HAM Universitas Islam Indonesia
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Menimbang Perlunya

Ombudsman di Daerah’
Sobirin Melian?

ersoalan masyarakat saat ini semakin kom-

pleks. Dari sekian persoalan itu di antaranya
terkait dengan pelayanan publik oleh pemerintah
daerah hingga ke Jewe] terendah seperti kelurahan,
aparat kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lain-
lain. Lalu kemana masyarakat harus mengadukan
berbagai keluhan itu? Dari pengalaman sehari-hari
banyak yang sekarang mengeluhkan (ngeerundel) ke
TV, radio, koran, majalah dan lain-lain dengan
harapan akan ada penanganan yang semestinya.
Akan tetapi ada juga yang berpaling langsung ke
aparat hukum, Mereka masih percaya sistem hu-
kurn dapat menyelesaikan masalah, namun sekali
lagi sistern hukum pun terkesan lamban, mahal,
dan ruwet (birokratis/ nor user friendly). Unung-
ujungnya yang muncul justru rasa ketidakpuasan
yang terus menumpuk.

1 Tulisan telah dimuat di Harian Bernas, 17 Juni 2003,
! Sobirin Melian adalah seorang angpota masyarakat,
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_ Dibeberapa negara Eropa masyarakainya ma-
sih percaya pada sistern hukum, namun sistem hu-
kum yang dipilih biasanya kepada Ombudsman,
bukan pengadilan, D negara Skandinavia misal-
nya, tempat Ombudsman lahir pertama kali, ken-
dati terjadi pasang surut ‘kepercayaan’ terhadap
lembaga ini, namun pada akhirnya (sejak awal
abad ke-20) lembaga ini dianggap memiliki ke-
khasan tersendini dalam membarntu memecahkan
keresahan masyarakat. Seperti dikemukakan Sir
Guy Powles, di negeri-negeri common law umnm-
nya Ombudsman dianggap berguna ketika mereka
berurusan dengan mesin birokrasi dan otoritas
yang sangat berkuasa.

Implikasi dari kesan positif atas Ombudsman
itu segera menyebar ke seluruh dunia. Dewasa ini
banyak negara yang mengadopsi konsep ini, bah-
kan sejumlah negara telah memasukkan Ombud-
sman ke dalam konstitusinya.

Pertanyaan yang gencar muncul di berbagai
masyarakat termasuk Indonesia adalah, apa fungsi
Ombudsman itu? Lalu apa perbedaannya dengan
lembaga lain yang hampir sejenis?

Pada dasarnya Ombudsman merupakan sebu-
ah lembaga yang secara mandiri menerima dan
menyelidiki tadrhan-tuduhan kesalahan adminis-
trasi (maladministrasi). Jelasnva fungsi Ombuds-
man adalah memeriksa: (i) keputusan, proses, re-
komendasi, tindakan kelalaian atau perbuatan
yang bertentangan dengan hukum, aturan-aturan
alau peraturan, atau pembebasan dari praktek atau

Menimbang Perlurya Ombudsman di Daerah

prosedur yang sudah ada, kecuali kalau dilakukan
dengan itikad baik dan mempunyai alasan yang
masuk akal (vafid) yang berlawanan, sewenang-we-
nang atau tidak masuk akal, tidak adil, menyim-
pang, intimidatif, atau diskriminasi; yang berlan-
daskan dasar-dasar yang tidak relevan atau yang
melibatkan pengunaan kekuasaan, atau menolak
hal serupa itu karena alasan Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KEN), atau motif yang tidak parut,
seperti penyogokan, kebobrokan, akses adminis-
tratif, {ii) keteledoran, ketiadaan perhatian, kelam-
banan, ketidakberwenangan, ketidakefisienan, dan
ketidakcakapan dalam administrasi atan pelak-
sanaan tugas dan tanggung jawab (Jeremy Pope,
1999).

Di beberapa negara, mandat Ombudsman juga
diperluas, meliput penyelidikan dan pengawasa ter-
hadap sistem administrasi guna memastikan bah-
wa sistem-sistem tersebut mernbatasi dan mence-
gah KKN hingga ke tingkat minimum. Sebagai
yang diakui oleh konstitusi di beberapa negara ma-
ju, secara potensial lembaga ini lebih marmpu me-
nahan tekanan dari jejaran eksekutif ketimbang ba-
dan lainnya. Lembaga ini dapat melakukan fungsi
kontrol dan audit guna mendorong munculnya
atrus informasi dan menjaga batas-batas KKN di
dalam pemerintahan.

Kerahasiaan prosedurnya memberikan lemba-
ga ini kelebihan dalam memberikan perlindungan
terhadap kemungkinan adanya intimidasi dan ke-
luhan-keluhan kepada informan dan pengadu.
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Lembaga ini juga dapat merekomendasikan per-
baikan terhadap prosedur dan prakeek serta bertin-
dak sebagai perangsang bagl pejabat publik supaya
memelihara performance dirinya serta berhati-hati
terhadap berkas-berkasnya.

Untuk beberapa negara yang sistem politiknya
demokratis, plural dengan perbedaan latar bela-
kang yang tajam, Ombudsman sangat efektif di-
gunakan. Sebagai contch negara Cina, adanya
Ombudsman sangat membantu program yang di-
canangkan oleh PM Zhu Rongji dalam memberan-
tas korupsi.

Jika Ombudsman di daerah Yogyakarta ini
benar-benar akan dibentuk, tmogas berat yang meng-
hadangnya adalah bagaimana agar lembaga ini
‘berbeda’ dengan lembaga yang telah ada. Jika
lembaga mni dipenuhi oleh orang-orang yang ber-
pikir jangka pendek, sarat kepentingan, tak memi-
liki komitmen dan idealisme, maka kesempatan
untuk berhasil sangat kecil,

Belajar dari pengalaman beberapa negara,
‘orang’ yang duduk di jajarap Ombudsman ha-
ruslah bebas dart partisan partai atau kepentingan
pribadi. D1 negara lain, pemilihan anggota Om-
budsman ada yang ditunjuk langsung oleh Presi-
den dan ada yang ditunjuk oleh lembaga legislatif.
Apa yang prinsip untuk Ombudsman kelak adalah
mtereka harus independen, memiliki karakter ke-
pribadian yang kuat, kompeten, jujur, dan mela-

yani kepentingan masyarakat sebaik-baiknya. Ada-
pun jangkauan tugasnya sedapat mungkin tidak

tenimbang Perlurys Ombudsman di Daerah

hanya melayani penyimpangan administrasi di
perkotaan, tetapi sedapat mungkin menjangkau ju
ga sampai ke pelosok pedesaan. Media pembangkat-
an kesadaran masyarakat perlu dilakukan di semua
lini, yang mungkin dapat ditembus mulai dari ko-
ran, TV, radio hingga pamflet-pamflet, sehingga
akses Ombudsman benar-benar mudah terjang-
Kau. Perlu dikemukakan di sini, Ombudsman ha-
rus merebut dan memenangkan keyakinan dan ke-
percayaan berbagai depariemen di dalam strukn:u
pemerintahan agar dapat beroperasi secara efekdf.
Departemen-departemen ini harus didorong ws-
ruk melihat Ombudsman sebagai rekan sinergls
yang potensial dan mempunyai akses yang sesung:
guhnya, sekaligus dapat membersinkan departemen
dan para pejabatrtya apabila mereka mendapat ke-
san negaitf arau mendapat kritk yang keras. Prin-
sipnya, departemen-departemen terscbut dapat
membuktikan bahwa mereka benar-benar bersih.

Tugas dan agenda yang dihadapi oleh Om-
budsman jika nanti beroperasi akan cukup banyzk.
Kendati Ombudsman bukan pengadilan dan tidak
mempunyi wewenang untuk memerintahkan tin-
dakan pelaksanaan atas temyannya, namun reko-
mendasi dan hasil kerjanya diharapkan valid se-
hingga akan menjadi ‘data utama’ yang menjadi
pegangan pengadilan sebagai mitra kerjanya, utt-
tuk seterusnya melakukan penuntutan.

Akhirnya Ombudsman harus dapat mem-
bedakan eksistensi kernandirian lembaganya den-
gan lembaga yang lain. Ini semua agar efektivifas
kerja dan kewibawaznnya terjaga dengan baik.

-




Ombudsman Daerah
dan Good Governance'
Suparman Marzuki, SH. MSi.2

saha membangun pemerintah yang demok-
ratis, bersih, berwibawa, taat hukum, serta
menjunjung tinggs hak asasi manusia serta norma
telah diberi landasan oleh Tap MPR Nomor X1/
MPR /1995 tentang penyelenggaraan negard yang
bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepo-
tisme (KKIN}; Tap MPR Nomor V] II/MPR/2001
tetang rekomendasi Arah Kebijakan Negara yang
bersih dan bebas dari KKN; LU Nomor 20 tahun
2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Ko-
rupsi; serta secara implisit digariskan dalam aman-
demen [, I1 dan T[T UUD 1945,
Kerangka-kerangka hukum di atas cukup ma-
ju bila diukur dengan kompleksitas masalah yang
dihadapi. Tetapi sebagaimana pengalaman nega-
ra-negara yang baru lepas dari penjara kekuasaan
otoritarian dan korup, dampak riil dari hukam be-

| Tylisan relzh dimuat di Haran Bernas, 1B Jumi 2003,
t Syparman Marzuki, SH. MSi. adalzh Direktur
Pusham ULl Yogyakarta.
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lum telihat. Nuansa KKN dan miss-management di
sermua lini birckrasi, baik di birokrasi pelayanan
publik, birckrasi pertahanan dan keamanan, mau-
pun birokrasi penegakan hukum belum menun-
jukkan perubahan yang cukup signifikan.

Dengan demikian tantangan bagi bangsa In-

donesia bukan saja bagaimana membuat segala
aturan berfungsi dengan pasti dan adil d; tangan
aparat penegak hukum yang pasti dan adil Jjuga,
tetapi juga bagaimana membangun sistem poiitik
yang kondusif bagi tumbuh-kembangnya pikiran-
pikiran dan kebijakan-kebijakan baru dj pelbagai
bidang kehidupan sosial yang luas,

Salah satu ide atau kebijakan baru yang me-
merlukan sikap responsif pemerintah dan rakyat
adalah pembentukan Cmbudsman di tingkat lokal
{daerah) sebagai alternarif mendorong dan meng-
kendisikan terbangunnya pemerintah yang baik
dan bersth.

Konseiensi hukumn dan politik dari diberla-
kukannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999
tentang Pemerintah Draerah dan Undang-undang
Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan Pusat
dan Daerah adalah schagian besar urusan unrm
yang selama 50 tahun dipegang oleh pemerintah
pusat akan menjadi urusan dan tanggung jawab
daerah.

D1 dalam pasal 1 sub h UU Nomor 22 tahun
1999 ditegaskan: “Otonomi daerah adalah kewe-
nangan daerah otonom unruk mengatur dan me-
ngurus kepentingan setempat menurut prakarsa
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sendiri berdasarkan aspirasi masyarak:it sefsuai dt-
ngan peraturan pr:rundang—unﬂang?q. Im berarti:
peran pemerintah daerah cukup tinggi untu

mengambil inisiatif ‘menangkap’ aspiras: masyara-
kat serta memfasilitasi keinginan masyarakat terse-

but.
Denpan adanya ctonomi dasrah, maka akan

membuka kesempatan bagi masyarakathulnru!c I:-er
partisipasi dalam berbagai aktivitas politik di ting:-
kat loka!. Di samping itn, pelaksanaan otonomi
daerah akan meningkatkan kemampuan pemerin-
tah daerah dalam memperhatikan hak-hak masya-
rakat schingga akan tercapai proximiify antara apa-
rat pengambil keputusan di ting%{art lokal deng_,an
para konstituennya. Dengan demikian, pembaglaq
kekuasaan akan semakin dipertimbangkan sebagal
jaminan bahwa tuntutan masyarakat akan para
pengambil keputusan, yang di masa la:du adalah pe-
merintah pusat selaku penanggung jawab urusan
umum, akan semakin kecil. Pemern qtah niaf:ral'{
yang diasumsikan lebih mengctahm‘ preferenst
urmum warganya dibandingkan pernerintah p_usat,
akan semakin mendekat pada tujuan otonomt dac-
rah tadi. -
Kegagalan yang mungkin terjadi dan penca-
paian tujuan otonomt daerah ini adalah kemampu-
an elite lokal, prosedur demokrasi, serta proses po-
litik antara warga dengan otoritas kebijakan itu da-
lam menentukan pilihan publik (public rk.?fce].
Kebijakan desentralisasi dan Dtonpm:_daerah
harus menciptakan ruang bagi partisipasi warga

1
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dan masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah
daerah. Agar masyarakat dapat berperan dengan
baik, maka pemerintah daerah harus terbuka
(trasparan) dalam berbagai hal, sehingga pertang-
gungjawaban pernerintah dacrah kepada masyara-
kat {publik) menjadi obyektif dan wajar.
Berkenaan dengan paradigma tersebut dan di-
dukung oleh tuntutan masyarakat yang semakin
kuat, merupakan tantangan bagi pemermtah dae-
rah untuk memberikan pelayanan administrasi pe-
merintaha:n dan pelayanan urmnum yang lebih efek-
tif, efisien, dan transparan. Untuk it diperlukan
inovasi baru dalam penyelenpgaraan pemerintah-
an yang meliputi reorientasi kelembagaan, sikap
aparatur, dan yang terpenting adalah kemauan po-
litik (potitical will) dari birokrasi itu sendiri,
Selama ini ada kesan antipati dari masyarakat
terhadap birokrasi di dacrah sebagai akibat kurang
baiknya kualitas pelayanan dan administrasi peme-
rintzhan vang diberikan. Nuansa praktek Kolusi,
Korupsi dan Nepotisme (KKN}dan mal-admmis-
trasi di semua lint birokrasi, serta kurang transpar-
an dan minimnya publikasi peraturan-peraturan
umum, menjadi suatu perilaku yang membudaya
dan Jini yang sangat sulit untuk diternbus,
Kenyataan lainnya adalah tidak ada wadah ba-
gi masyarakat sebagai konsumen atau pengguna
layanan umum untuk dapat mengawasi dan me-
nyampaikan keluhan-keluhan atas ketidaknya-
manan/penyelewengan dari aparat atau institusi
administratif lainnya. Dalam konteks milah keber-
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adaan dan beroperasinya sebuah lembaga yang
bernama Ombudsman Dacrah menemukan urgen-
i ignifikansinya.
il da;;ﬂeﬁfégara:: pemerintahan daerah yaog
baik (focaf good governance) adalah prasyarat mut-
lak bapi terselenggaranya pembangunan berkelan-
jutan yang bertunmpu pada masyarakat. Han*_.raf. pe-
merintahan vang baik yang dapat mcnga}crkam?can
sumberdaya dan masalah publik secara efisien,
merespon kebutuhan kritis masyarakat, d,gn men-
jalankan demokrasi secara efektif melalui PB,IT.lSl-
pasi publik, akuntabilitas, dan transparansi.
Pemerintahan yang baik juga dapat memper-
baiki kegagalan pasar (marker - failire) dzfn menyedi-
akan barang publik yang tidak disuplai ulclzh pasar.
Pemerintah mungkin juga dapat mendistribusikan
pendapatan dari pajak, mernberi kesempatan yang
sama untuk pendidikar, kesehatatl, dan_peker]aan,
serta mengurangi beban hidup dan risiko Ikecela-
kaan kerja dengan menyediakan dana peinsmn dan
asuransi pekerja. Lebih jauh lagi, pernerintah yang
baik dapat menanamkan nilai moral, agama, dan
b“dig? samping itw, suatu pemerintahan dikatakan
baik dan bersih apabila memenuhi asas umum
pemerintahan yang baik {algemene beginselen van
behoorlijk bestuur) yaiow. .

1) Asas kecermatan formal, yaitu cermat dalam
mempersiapkan serta mengelu arkan k_egu-
rusan institusi yang bersangkutan, serta jujur
dalam mempertimbangkan semua fakta yang
relevan dan kepentingan para pthak,

13
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2)

3)

4)

3}

6)

7)

Ombudsman Daerah

Asas farrplay, yaitu dalam mengeluarkan kepu-
tusan tidak berstkap menghalang-halangi ke-
sermpatan orang yang berkepentingan untuk
memperolch keputusan yang menguntung-
kan baginya;

Asas pertimbangan, yaitu bahwa keputusan
pejabat publik harus disertai dengan pertim-
bangan yang memadai. Pertimbangan
didukung oleh fakta-fakta yang benar dan re-
levan. Pertimbangan kepastian hukum putus-
antidak boleh bertentangan dengan kebiasa-
an yang telah dipublikasikan, dan tidak ber-
sifat umum namun kongkrit;

Asas kepastian hukum formal, artinya hu-
kum formal menpandung kejelasan dan tidak
SAIMAr-Samar;

Asas kepastian hukum material, artinya ke-
putusan dari pejabat publik yang bersifat
membebani tidak boleh diberlakmkan secara
surut;

Asas kepercayaan, yaitu bahwa suatu kepu-
tusan telah menimbulkan harapan-harapan
dengan janji/rencana maka janji semacam
itu tidak boleh diingkari, Kepercayaan dapat
dritimbulkan dengan pemberlakuan kebijak-
an yang sama dalam kurun waktu tertenty
yang cukup larma:

Asas persarmaan, yaitu hal atan keadaan yang
sama diperlakukan sama pula. Keadaan ter-
sebut harus sama relevansinya. Relevan dari
segl kepentingan yang akan diperhatikan

Ombudsman Daerah dan Good Govemance

dengan pengeluaran keputusan yang ber-
sangkutan;

8) Asas kecermatan material, artinya bahwa
kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi ke-
untungan/manfzat yang dipercleh dengan
adanya keputusan pejabat publik yang ber-
sanglmtan; dan

9} Asas keseimbangan, yaitu adanya keseim-
bzrngan antara sanksi vang diterapkan de-
ngan bobot pelanggaran yang dilakukan.

Tidak diragukan lagi bahwa sistem Cmbuds-
man merupakan salah satu pilar demoekrasi yang
menghormati dan memajukan asas negara hukum
sckaligus merupakan kebutuhan bagi kekuatan de-
mokrasi sipil, terutama bagi negara-negara yang
sedang dalam proses transisi menuju negara demo-
kratis. Ini seperti halnya yang dilakukan Afrika Se-
latan, segera setelzh negara tersebut lepas dar
cengkeraman kekuasaan politik perbedaan warna
kulit. Sebagaimana banyak dilaporkan dan dilan-
sir media massa internasional, Afrika Selatan rela-
tif sukses melalui tahap-tahap sulit, dan sekarang
menjadi salzh satu contoh negara yang berhasil
membangun landasan bagi pemerintahan yang
baik dan bersih.

* kW

Salah satu akar persoalan dari buruknya
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, ter-
masuk pemerintahan daerah, adalah sangat domi-
nannya birokrasi.
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Para analis politik dan pemerintahan menye-
but Indonesia—merminjam terminologi Mochtar
Mas'ud—sebagai negara birokratik {buresucratic
state) dan negara korporatif {corporate state). Dalam
tatanan ini, birokrasi sebagai instrumen pemerin-
tah merupakan kekuatan dominan yang tidak ha-
nya relatif mandiri berhadapan dengan elite poli-
tik dan masyarakat sipil, tetapi sekaligus menjadi
keknatan deminan yang mampu mengatasi kedua-
nya. Para birokrat memainkan peran sebagai po-
ros pemerintahan, yang mengatur, menginterven-
si, dan mengendalikan segala segi kehidupan
masyarakat. Untuk mewnjudkan pemerintahan
yang baik sebagai amanat reformasi maka dibu-
tuhlan terobosan dari sektor swasta, masyarakat
sipil, dan pemerintah dalam hal ini.

Fenyelenpparaan pemerintzhan yang baik
perlu didukung tiga komponen utama, yairu
hubungan baik antara berbagai komponen masya-
rakat dengan birokrasi, sistern hukum yang adil
dan dapat melindungi masyarakat, dan penyeieng-
garaan administrasi pemerintahan yang trasparan
dan akuntabel.

Dari segi kelembagaan, usaha mendorong pe-
nvelenggaraan pemerintahan yang baik perlu di-
dukung cleh turnbuhnya berbagai institusi yang da-
pat menerima dan menindaklanmjut keluban ma-
syarakat serta memediasi hak dan kepentingan ma-
syarakat terthadap pemerintah.

Salah satu institusi yang dapat mendorong pe-
nyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah
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Ombudsmarn. Kelahiran lembaga ini sangat strate-
g1s terutarma dalam situasi masih lemahnya masya-
rakat sipil sebagai konsumen dari pelayanan
urmnum dan administrast pemerintah daerah dalam
mengartikan hak dan kepentingannya.

Dengan demikian lembaga ini dapat menjadi
media bagi masyarakat sipil untuk menyampaikan
keluhan dan kepentingannyz kepada pemerintah.
Lembaga ini juga dapat bertindak secara indepen-
den untuk melindungi hak-hak warga dan perbuat-
an mal-adrministrasi yang dilakukan oleh aparat pe-
merintah daerah.

Meskipun Ombudsman merupakan komisi
yang relatif baru dikenal luas pada dekade 1980-
an, tetapi dengan cepat ia muncul sebagai komisi
penting dan strategis di beberzpa negara di kawas-
an Amerika, Eropa, Australia, Afrika Selatan dan
Asia. Tidak kurang dari 107 negara telah memililkd
Ombudsman. D1 benua Afrika saja hingga tahun
2000 telah terdapat 26 komisi yang tersebar di be-
berapa negara,

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa
kecenderungan mendirikan Cmbudsman lokal
atau daerah sernakin menguat, sebagaimana yang
telah dilakukan oleb Inggris, Australia, Meksiko,
Pakistan dan Belgia. Bahkan beberapa negara
memiliki Ombudsman daerah seperti Amerika,
Swiss, [talia, Kanada dan India.

Menilik perkembangan tersebut, pembentuk-
an Ombudsman Daerah selain tetap memperta-
hankan Ombudsman Nasional, merupakan tuntut-
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an yang amat mendesak sejalan dengan implemen-
tasi desentralisasi/otonomi daerah,

Peran pokok Ombudsman adalah menangani
keluhan masyarakat, menyangkut keputvsan atau
tindakan administrasi pemerintahan dan pelayan-
an umum, melindungi orang dari pelanggaran hak,
penyalahgunaan kekuasaan, kesalahan, pengabai-
an, keputusan yang tidak adil dan kesalahan admi-
nistratif.

Peranan Ombudsman itu diarahkan agar ki-
nerja administrasi pemerintahan dapat diperbaiki
dan ditingkatkan, tindakan-tindakan pemerintah
dapat lebih terbuka dan pemerintzh dengan biro-
krasinya bisa lebth akuntabel terhadap masyarakat
luas. Selain itn, Ombudsman mempunyai ke-
wenangan untuk melakukan penyelidikan secara
obyektif atas keluhan masyarakat umum menge-
nai pelayanan umum dan administrasi pemerintah-
an, dan dapat juga atas inisiatif sendird melakukan
penyelidikan, sekaligus mendaftarkan kelyhan
tersebut.

Ombudsman memang tidak berwenang mem-
buat keputusan yang mengikat secara hukum atas
pemerintah karenz Ombudsman merupakan Ma-
gistrature of Influence (Mahkamah Pemberi Penga-
ruh) bukan Magistrature of Sections (Mahkamah
Pemberi Sanksi), ia hanya membuat rekomendasi-
—atas dasar penyelidikannya—untuk mendorong
perubahan ke arah yang lebih baik.

Landasan yang sangat penting bapi Ombud-
sman zdalah independensinya terhadap lembaga

18
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pemerintah (birokrasi}. Supaya investigasi dan re-
komendasi Ombudsman dapat dipercaya (kredi-
bel) baik oleh pemerintah maupun rnasgrarakati
maka Ombudsmar harus menjaga dan melindungi
integritas dan imparsialitasnya.
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Kendala-Kendala Perekonomian
dan Hubungannya dengan
Fungsi Ombudsman'

H. Budi Satyagraha?

tonomi daerah sering diterjemahkan oleh se-

bagian masyarakat (termasuk pejabat) se-
bagai ajang perlombaan masing-masing daerah
(tingkat IT) untuk memasukkan pendapatan dae-
rzh sebanyak mungkin. Banyak cara yang digu-
nakan oleh pemerintah daerah untuk mening-
katkan pendapatannya. Ada yang mengunakan
cara intensifikasi pajak, ekstensifikasi pajak, penye-
waan ruang-rbang udara dan fasilitas nmurm un-
tuk iklan, dan masih banyak cara-cara lam yang
dipergunakan untuk meningkatkan pendapatan
daerah tersebut.

Dari sekian banyak cara yang diupayakan, ada
satu cara yang berdampak paling positif, yakni ta-
waran pemerintah daerah untuk memberikan ke-
mudahan-kemudahan bagi para investor yang akan
menanamkan modal di dagrah kewenangannya.

'Fukisan telah dimuat di Hartzn Bernas, 1% Juni 2003,
*H. Budi Satyagraha adalah scorang pengusaha.
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Kemudahan yang ditawarkan tersebut teruta-
ma rada]ah kemudaban-kemudahan dalam penye-
!aa:an perizinan untuk izin usaha dan izin-izin la-
in yang diperlukan sehubungan dengan uszha yang
akan dijalankan calon investor, Tawaran inj seha-
rusnya akan banyak mendapat tanggapan positif
dari masyarakat investor yang sejak dul: selaly
meiujlambakan adanya kemudahan-kemudahan
perizinan dan pelayanan dari pemerintah daerah,

Dalam kenyataannya, kemudahan yang dita-
warkan tersebut tidak selalu menjadi realita kare-
na banyak sekali wako: dan energi (serta biaya)
yang harus dikeluarkan oleh calon investor untuk
mendapatkan izin yang diperlukan hingga ia da-
pat memulai uszhanya.

_ Perbedaan antara tawaran dan kenyataan ini
se:nng membuat calon investor tidak percayva pada
keseriusan pemerintah daerah dalam menggarap
potensi-potensi daerah untuk memajukan pere-
konemian daerahnya. Ketidakpercayaan investor
pada keseriusan tawaran tersebut dapat berdam-
pak pada sedikitnya investor yang menanamkan
modal/investasinya pada daerah.

Dari pengamatan kami, ada beberapa faktor
yang masih menjadi kendala bagi investor untuk
menanamkan modalnya di Daerah Istimewa Yop-
yakarta, antara lain

}.MasaIah perizinan dalam kenyataannya
masth memerlukan waktu yang cukup panjang
u:}mk penyelesaiannya. Lamanya waktu penyele-
salan tersebut nampak dilatarbelakangi oleh ba-
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nyaknya instansi yang terlibat untuk memberikan
rekomendasi kepada bupati/walikota dalam
penyelesaian pemberian izin. Misalnya dalam
penyelesaian permohonan izin prinsip. Untuk izin
lokasi bagt sebuah perusahaan (investor) yang
ingin membeli sebidang tanah sebagai tempat
kegiatan usahanya saja, membutuhkan tidak
kurang dari 8 instansi yang harus membetikan re-
komendasi kepada bupati/walikota dalam penen-
tuan memberi izin/tidak. Dalam hal terjadinya ke-
terlarnbatan dari salah satu instansi saja, secara
gtomatis akan menghambat penyelesaian pem-
berian izin. Bayangkan berapa lama wakiu yang
diperlukan bila banyak instansi yang terlambat
memberikan rekomendasi. Dalam kenyataannya,
calon investor harus aktif mengejar masing-ma-
sing instansi agar memberikan rekomendasi.

2 Masalah menta! beberapa pejabat yang ma-
sih menggunakan ‘aji mumpung’ dalam memberi-
kan izin atan rekomendasi. Semakin banyak in-
stansi yang terlibat biasanya berarti semakin ba-
nyak biaya siluman yang harus dikeluarkan. Dise-
but biaya siluman karena biaya-biaya tersebut me-
mang tidak dapat dibuktikan pengeluarannya, ka-
rena si penerima tidak memberi tanda terima. Su-
dah menjadi rahasia umum bahwa hingga saat ini
unruk menyelesaikan suatv urusan dengan sebuakh
instansi hampir dapat dipastikan selalu harus
memberi uang pelicin. Kalau tidak diberikan, ma-
ka urusan menjadi panjang dan lama, atau mung-
kin saja urusan itu akan selesai tetapi lamanya
minta ampun.
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3.Masalah mahalnya harga lahan (tanah),
Banyak calon investor yang mengeluhkan tinggi-
nya harga tanah (termasuk harga sewa bangunan}
dibanyak tempat strategis bila dibandingkan de-
ngan harga tanah di daerah lain di lyar DIY.
4.Adanya kebijakan pembedaan yang dilaku-
kan oleh pemerintah DIY dalam pemberian hak
atas tanzh, dimana ada golongan-gelongan terten-
tu dart Warga Negara Indonesia yang tidak diizin-
kan untuk memiliki jenis hak atas tanah yang be-
rupa hak milik. Pembedaan yang dilakukan inj di-
khawatirkan oleh calon investor akan berkelanjut-
an pada sektor-sektor lain.. Dikhawatirkan juga
akan muncul tekanan lain selama menjalankan
uszhanya.

Dari 4 faktor penghambat tersebut, hanya fak-
tor mahalnya harga lahan (tanah) yang merupa-
kan faktor di Inar campur tangan aparat pemetin-
tah, sedangkan tiga faktor lain jelasjelas berhy-
bungan erat dengan unsur-unsur pemerintahan,

Cara yang paling efekif untuk menanggulangi
kendala-kendaia vang berhubungan dengan aparat
pemerintah tentunyz dengan pernbuatan kebijakan
dan sekaligus pengawasan oleh atasan. Namun da-
lam kenyataannya hal ini sulit dilaksanakan, kare-
na bukti di lapangan menunjuikan bahwa kendala-
kendaia tersebut tetap be rlangsung. Untuk me-
nanggulangi hal ini mungkin diperlukan adanya

suatu lembaga/institusi lain yang dapat menga-
wasi, menegur, dan memberi rekomendasi kepa-
da pemerinzah atas kinerja aparat-aparatnya yang
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menyalahgunakan kekuasan dalam menjalatkan
fungsi dan kedudukannya.

Lembaga tersebut diharapkan dapat mermper-
inpatkan suatu instansi {oknumnya) agar men-
jalankan aturan sesuai aturan yang sudah ada, se-
hingga ia tidak menafsirkan aturan dengan seke-
hendak hatinya saja. Selain i, dengan adarn_}ra:
lembaga ini diharapkan juga masyarakﬂrt merniliki
suatu saluran yang tepat untuk memberikan lapor-
an-laporan tentang penyalahgunaan atau penye.le-
wengan kekuasan yang dilakukan aparat pemeria-
tah. Oleh karenanya, tepatlah bila di Daera%] Isti-
mewa Yogyakarta ini dibentuk komisi seperti Cm-
budsman yang telah ada di tingkat nasional,

Tentu saja komisi tersebut harus dijalankan
oleh tangan dan pikiran dari orang-orang yang
tulus mengabdikan diri pada kepc.nt.mgan ha.ngsia

dan negara; jauh dari sikap picik, Iml_t, dan digkri-
minatif. Syarat non-diskriminatif bagi anggota }Fn:
misi ini sangat perlu ditonjolkan, karena saat inl
sebagian besar pelaku usaha di DIIY ad:ﬂah War-
g2 Negara Indonesia yang sering dmejnut m?rarga ke-
turunar’. “Warga keturunan’ ini masih sering men-
dapat perlakuan diskriminatif (diperlﬁuht altaur di-
minta syarat macam-macam yang tidak diminta
pada pemohon kategori ‘bumi putra'}_dalam meng-
urus banyak hal pada instansi pemenntah_. UJPn‘gf
ujung dari ‘penyulitan’ itu menjadi beres bila diberi
vang Harapan besar digantungkan pada Ombuds-
man untuk dapat menghapus kendala-kend_al:a
tersebut, atau setidak-tidaknya menekan semii-
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mal mungkin, sehingga rambuhlah situasi kon-
dusif bagi calon investor untuk menanamkan in-
vestasi di DIY, yang pada akhirnya dapat mening-
katkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kemak-
muran rakyat.

Signifikansi Ombudsman’
Dadang Juliantara?

pa guna reformasi? Eebanyakan pengamat
yang mengakn menyuarakan apa yang dika-
takan massa rakyat, mengatakan bahwa reforma-
si tidak memberikan hasit apapun. Likat saja har-
ga-harga melambung tinggi, lapangan kerja tidak
terbuka, keamanan pada titik terendakh, dan lain-
lam. Kesemuanya segera dibandingkan dengan za-
man Orde Baru yang serba aman dan terkendali.
Kebanyakan pengamat, atas nama suara massa
rakyat, mengatakan bahwa rakyat sudah bosan de-
ngan reformasi, dan kini mereka sernua rindu un-
tuk pulang pada masa lalu. Benarkah dermkian?
Masalah ini sangat penting menjadi bahan
perhatian kita semuna, terutama karena reformasi
sudah berusia lima tzhun; usiz yang seharusnya su-
dah menunjukkan awal yang baik, dan hasil yang

t Tulisan telah dimuat di Harian Bernas, 20 Juni 2003,
? Dadang Juliantara adalah seorang peminat masalah
sogial-politik.
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sudah mulai bisa dirasakan. Kita berkepentingan
untuk meninjau lebih dalam, untuk dzpat menguy-
ji, apakah benar massa rakyat telah rindu pada
masa lalu? Ataukah sebetulnya kita kelirn menang-
kap apa yang diinginkan oleh massa rakyat. Ka-
lau kita gagal menrangkap apa yang diinginkan
imassa raicyat, makakita akan gagal pula membuat
rumusan yang baik mengenai apa yang sebaiknya
dikembangkan di masa depan.

Nasi dan Politik

Baiklah kita ambi! ungkapan yang paling se-
derhana, dan sekaligus yang paling mendasar,
bahwa massa rakyat menghendaki pangan yang
murah, mudah dan bermutu. Massa rakyar tidak
pedulisiapa yang memimpin, yang penting, mere-
ka bisa mendapatkan makan dengan murah, mu-
dah dan bermutu. Demikian ungkapan yang pa-
ling nyaring terdengar.

Lantas bagaimana masalah tersebut ditang-
£api? Apakah suara tuntutan massa rakyat terse-
but hanyz dibaca apa adanya? Tentu saja tidak.
Kita justru melihat bagaimana kearifan ¥ang ter-
sembunyi dan ungkapan temsebut. Apa yang dapat
dibaca dari tuntutan tersebut adalzh bahwa mas-
sa rakyat mengharapkan suatu hasil yang konkrit
terhadap proses pembarvan. Massa rakyat ingin
melthat goa! akhir dari suatu proses panjang. De-
ngan demikian, pernyataan tuntutan tersebut da-

pat dibaca sebagai sebuah rumus yang jitu: jalan-
kan politik dengan baik, agar kami bisa segera me-
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nikmati hasilnya. Atau: jalankan amanat rakyat,
agar kebutuhan hidup rakyat dapat dipenuhi secara
raurah, mudah dan mutu. |
Jika logika tersebut diterima, maka dapat di-
tafsirkan bahwa mengikuti tontutan itu, terdapat
pula tuntutan untsk menjalankan roda pemerin-
rahan secara baik. Antara nasi dan politik sesung-
guhnya memiliki kaitan yang sangat erat. J jka nasi
tidak tersedia, maka politik bisa mengalami gon-
cangan, sebaliknya jika politik dapat ditata dengar!
baik, sesuai dengan kehendak rakyat, maka nasi
akan tersedia dengan cukup: murah, mudah dan
bermutu, Tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup,
sama artinya dengan tustutan bagi proses demo-
kratisasi. Dengan demikian, tuntutan rakyat yang
berkembang sesungguhnya bukan suaru kckenewa?
an pada proses reformasi, melainkan suatu refleksi
bahwa proses reformasi masih belum sepenuhnya

dijalankan.

Melanjutkan Reformasi

Salah satu segi penting datam proses refor-
masi adalah direbutnya tempat bagi penyelengga-
raan kontrol oleh massa rakyat. Kekuasaan yang
semula dimitoskan tidak bisa disentuh, akhirnya
dapat diturunkan. Kemampuan kuntml_ rakyat,
bahkan sampai pada suksesi kepemimpinan na-
sional, harus dibaca sebagai sebuah prcrsesf dina-
na pada akhirnya rakyat dapat mengambil kem-
bali kedaulatannya, dan mewnjudkannya dalam
bentuk kontrol yang efektif.
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. Konirol dibutuhkan dan bernilai sangat pen-
ting bagi proses penyelenggaraan pemerintahan
k,?{'cna dalam pengalaman selama inj sangat bisa:
dlﬂfhat bahwa pemegang mandat senantiasa memi-
lﬂg kecenderungan mengabaikan pemberi mandat,
D)i masa lzlu, penyelenggara kekuasaan bersifat in-
dependen terhadap rakyat. Ia menganggap bahwa
kekuasaan bukan datang dari rakyar. Malahan da-
lam proses penyelenggaraan kekuasaan, ia juga ti-
dak merasa perlu bertanya pada rakyat—sehingga
proses penyelengparaan pemerintzhan berjalan se-
suai dengan kemauan penguasa.

Kenyataan itulah yang menempatkan konirol
sebagai sesuatu yang sangat strategis. Pertarna,
kontrol memungkinkan partisipasi langsung rak-
yat dalam setiap tahap penyelenggaraan kekuasa-
an. Kedua, kontrol memungkinkan rakyat untuk
mr.:ncegah segala kemungkinan buruk, yang me-
nyimpang dari aspirasi. Ketiga, kontrol memung-
kmkanl rakyat untuk memastikan bahwa jalannya
pemerintahan, sesuai dengan prinsip dan akan
mencapai maksud {(tujuan} sebagaimana yang di-
kehendaki cleh rakyat. Tanpa adanyz kontrol, ma-
ka penguasa akan cenderung lalai dan akan korup,

Dalam demokrasi perwakiian, maka kontrol
furm_al berada pada parlemen, yang bertindak se-
bi}gal wakil rakyat. Menguamya posisi parlemen
di msa reformasi im, sesungguhnya merupakan
cermminan bahwa posisi rakyat sesungguhnya se-
dang menguat. Namun yang menjadi masalah ada-
lah bahwa posisi parlemen yang menguat tidak di-
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ikuti cleh peningkatan kualitas dan kapasitas darni
anggota parlemen. Akibatnya, kita justra menyak-
sikan berbagai kasus, yang sedikit demi sedikit
menggerogoti posisi patlemen. Kini kita menyaksi-
kan bagaimana parlemen berada pada posisi legi-
timast yang terendah, setelah anggotanya terjebak
berbagai kasus yang tidak sejalan dengan posisinya
yang terthormat.

Apakah dengan berbagai kondisi ini, maka
kita menjadi layak untuk tidak melanjutkan proses
reformasi, dan memilib untuk pulang ke masa la-
lu? Tentu saja tidak. Kita harus akui bahwa proses
reformasi memang tidak serulus yang dibayang-
kar. Berbagai kasus yang justru memperlemah po-
sisi rakyat, harus dilthat sebagai tantangan yang ha-
rus diselesaikan. Reformasi harus menghasitkan
sistem dimana kekuasaan terbatas dan dibatasi.
Oleh sebab itu, pelembagaan kontrel menjadi
agenda penting dari proses reformasi, selain agen-
da perbaikan taraf kehidupan rakyat.

Kontral dan Penegakan Hukum

Dalam alam dernokrasi modern, kita tentu
menghindari sgjauh mungkin apa yang dilukiskan
sebagai pengadilan massa. Mengapa demikian?
Karena model pengadilan tersebut mencerminkan
tidak berjalannya sistem. Sebagai masyarakat yang
beradab, kita menghendaki agar proses kemasyara-
katan, termasuk penyelesalan masalah-masalah
yang berkembang di kalangan masyarakat dapat
diselesaikan dengan mekanisme hukum dalam
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bingkai sistemn yang ada. Di sinilzh tantangan yang
paling berat dari proses reformasi, yakni mengajak
semua elemen untuk bersedia taat pada hukum, di
tengah kemerosotan legitimasi atas hukum yang
ada,

Seberat apapun tantangan tersebut, tentu saja
harus tetap diusahakan. Proses yang berlangsung
pastilah tidak akan menparah pada konsolidas
demokrasi, manakala proses yang ada tidak mren-
jadikan sistem berjalan dengan baik. Kontrol me-
rupzkan salah satu elemen nnwk mencegah dan
sekaligus mendorong perbaikan. Namun demiki-
an, suatu kontrol terhadap penyelenggaraan peme-
rintahan pada gilirannva akan sangat bergantung
pada proses penyelesaiannya. Tanpa proses penye-
lesaian yang baik, yang memperlihatkan adanya
itikad penegak hukum, maka kontrol hanya akan
sekedar sebagai wacana yang tidak bermakna.

Kontrol yang dilakukan oleh berbagai kelom-
pok masyarakat di luar kelembagaan formal, seper-
11 oleh perguruan tinggi, Ornop, atau kelompok in-
dependen lainnya, tentu tidak bermakna bila tidak
ditindaklanjuti melalui proses hukum yang ada,
Hal yang menjadi masalah adalah bahwa proses
hulurm masih diliputi banyak tantangan. Ada ba-
nyak kasus yang sudah berhasil diungkapkan, na-
mun akhirnya hanya menjadi dokumen. Tanpa
formalisasi lembaga kontrol, yang tanpa diikuti
petbaikan menycluruh rerhadap aparat penegak
hukum, tidak akan memberikan sumbangan yang
besar bagi perbaikan kehidupan masyarakat.
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Meski dermikian kita berharap bahwa pe-
ningkatan kapasitas kontrol masyarakat, yang di-
ikuti oleh proses formalisasi lmnbagg kontrol, akan
semakin membuka mata semua pihak tr:rhadgp!
berbagai persoalan yang ada. chErada_lan Kun-‘ns:
Ombudsman di daerah merupakan bagian penting
untuk meningkatkan kapasitas kontrol masya-
rakat. Desakan yang menguat diharapkan akan
menjadi energi bagi pebaikan yang mcn}.rglunfh.
Jika semua ini dapat berlangsung denpgan baﬂc: ldta

boleh berharap menatap masa depan yang 1e_b1h ce-
rah. Reformasi berlanjut, dan perbaikan kehidupan
masyarakat akan segera berlangsung.



Ombudsman Dacrah:
Menyandarkan Harapan pada
Pemerintahan yang Bersih'

Eko Prasetyo?

Kaﬂca, pernah melukiskan birokrasi dengan
perumpamaan sebagai sarang laba-laba. Ber-
urusan dengan birokrasi yang akan dihadapi ada-
lzh kerepotan, berbelit-belit, dan yang paling me-
nyebalkan, keluar biaya ekstra. Meski demikian,
sama sekali tak berarti birckrasi kemudian harus
dilenyapkan. Birokrasi diperiukan bukan sekedar
untuk urusan kelahiran atau kematian, akan tetapi
untuk melayani masyarakat dengan cepat, efisien
dan biaya murah. Dengan keberadaannya, birokra-
si menunjukkan pada kita, betapa knasa negara itu
ada dan berlaku.

Sayangnya, sejak Indonesia masuk dalam era
transisi, birokrasi semakin berwajah pongah dan
kadang serakah, hingga terus-menerus dijadikan

! Tulisan telah dimuoat 3i Radar Yogya, 11 Agustus
2003.

! Eko Prasetyo adalah anggota Dewan Redaksi Jurnal
Wacana IN3IST.
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tempat hujatan. Sering sekali terjadi dalam sistem
birckrasiI ndonesia—yang entah mengapa sulit di-
bf:nahi-—melangsungkan kerja yang selalu berak-
hir pada kesimpulan Yang sama: urusan tak bisa
selesai di satu meja,

SEFidaknya halini terbukti dari riset lapangan
yang dilakukan Pusham UTI, yakni bertemn ang-
gota masyarakat untuk dimintai pendapat akan pe-
ngalamannya berurusan dengan birokrasi, Mere-
ka semu_a mengeluh, khususnya jika menyangkut
soal perizinan apapun maupun izin pendirian ba-
ngunan. Seperti dikatakan salah $20rang respon-
fien, mereka hars menghabiskan waldu yang pan-
Jang untuk mengurus permohonan zin Mendiri-
kan Bangunan (IMB), Dalam Proses panjang itu,
terkesan ada hal-hal yang dipermainkan, hingga
sampai pada pemikiran bahwa urusan-urusan ini
tak bisa ditangani sendiri. Responden itu kemudi-
an memutuskan untuk menggunakan jasa notaris
guna _mr:ngatasi permasaiahan yang ia hadapi. Di
hotans pun pada kenyataannya tidak j uga mudah.
Seorang responden {ain ¥ang juga secrang notaris
mengeluhkan biaya yang selaly harus dicadang-

kanya untuk Mmempercepat urusarn.

Dengan menilik semua hal ini, sebenarnya
yang jadi masalah tetap sama, urusan izin tidak bi-
sa sclesal dengan mudah. Bahkan urusan me-
nyajngkut Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja bisa
lebih susah. Sejumlah anak-anak panti asuhan dan
anak-anak jalanan acapkali mengeluh jika me-
fhyangkut urusan identitas diri ini. Kesulitan berkuy-
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tat dari pertanyaan menyangkut asal-usul hingga

persoalan tempat tinggal. Padahal, tak memilild

KTPF akan terbentur banyak soal, mulai dari seko-

lah hingga rumnah sakit. Walaupun sekarang perju-

angan untuk mendapatkan kartu pengenal ini seha-

gian sudah berhasil, patut diingat bahwa hasil ini
tercapai setelah melewat: jenjang yang panjang
dan berliku-like. Dalam proses itu dilangsungkan
tekanan vang arnat kuat, termasuk menyiarkannya
ke banyak media dan menyajikan berita mengenai-
nya dalam porsi yang cukup besar, Begitulah, ter-
wujudnya perubahan tampaknya harus melalui se-
buah tekanan publik yang keras dan kuat, serta te-
kanan jaringan mediz yang terus-menerus.

Tapi mestikah perubahan senantiasa bersan-
dar pada ancaman dan pengawasan melulu? Ada
yang mencaba mengungkit kesalahan pribadi de-
ngan mengatakan secara berulang-ulang bahwa ke-
knasaan itu adalah armanah. Bunyi pesan yang se-
ting dikemukakan sejumlah pemuka keagamaan
ini memang terdengar merdu dan tepat. Bahkan
di beberapa kantor jawatan pemerintah, pendekat-
an begrmian dilakukan dengan merah. Mengun-
dang scorang pemuka agama untuk memberikan
khotbah mengenai apa itu sesungguhnya amanah.
Apa vang diomongkan di depan mimbar memang
akan mengetuk perasaan dan jiwa pendengarnya,
akan tetapi ‘struktur’ ternyata jauh febih kuat. Hal

yang membuat urusan berbelit-belit ternyata bu-
kan perilaku pribadi crang per orang, melainkan
sumbangan struktur yang cukup besar. Strulttur ini
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ternyata jauh lebih berakar dan knat dalam meng-
gerakkan orang per orang untuk bertindak mele-
bihi ‘batas’ pelayanan publik, Artinya, pendekatan
pribad1 itu ternyata tidak juga tepat untuk menyele-
saikan setumpuk masalah laten dalam instimusi bi-
rokrasi. Oleh karenanya, butuh pendekatan mau-
pun solusi yang lebih cermat,

Salah sam penyelesaian yang patut dicoba
adalah pendirian Ombudsmag, yang memang ber-
tujuan untuk menampung pengaduan dan me-
meriksa pelayanan administrasi publik yang buruk.
Lembaga ini tentu sangat berbeda dengan peng-
adilan, karena Ombudsman tidak memiliki we-
wenang untuk memeriksa dengan kerangka
‘pemeriksaan’ sebagaimana institusi-instirusi per-
adilan bekerja. Ombudsman hanya memitliki we-
wenang untuk memeriksa keputusan, proses,
saran, tindakan yang seharusnya dilakykan akan
tetapi tidak dilakukan, kelalaian, sikap tidak pedu-
li, dan memperlambat dalam melaksanakan tugas
di bidang administrasi atau dalam melaksanakan
tugas dan tanggung jawab. Dalam istilzh lain ‘Om-
budsman dapat membawa cahaya pemeriksaan ke
tempat-tempat yang gelap walau ditentang oleh
Orang-orang yang menginginkan tempat itu gelap’.
Keberadaan Ombudsman akan membuka kesem-
patan bagi perorangan untuk mengajukan penga-
duan atas tindak-tanduk pemerintah kepada se-
buah badan yang independen dan ahii. [Mmana
kekvatan badan inj sebenarnya? Ombudsman
dibentuk berdasar Undan g-undang, maka diharap-
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kan Ombudsman memiliki kredibilitas yang ting-
gi, baik di hadapan publik maupun di antara lem-
baga pemerintah. o
gasidah banyak negara yang memang memﬂlk%
Ombudsman. Kebutuhan akan Ctmbudsman bagi
satn negara yang sedang berada dalam proses tran-
sisi politik menuju demokrasi sangatlzh Itr:pat.
Namun kemudian sisa pertanyaannya, bagaimana
dengan badan-badan swasta yang juga terl.:ad.ang
melakukan kecurangan atau membebani biaya
pada masyarakat tanpa kontrol? Apakah {meuds?
man juga punya wewenang untuk mencampuri
urusan badan swasta ini? Dengan demikian, man-
dat Ombudsman karenanya harus disesuaikan de-
ngan kondisi setempat. Mengingat pemhangunaq
berjiwa nec-liberalisme, dimana negara dilucuti
perannya untuk diberikan pada sektor sxalrasta,
maka terhadap sektor terakhir ini pun perlu dilaku-
kan pengawasan. Sebab membuang peran peme-
rintah untuk kemudian diserahkan pada swasta ti-
dak akan menvyelesaikan persoalan, bahkan bisa
jadi menambah runyam keadaan. Dmhgdsman
karenanya bukan saja mendukung pemerintahan
yang bersth, melainkan juga sektor swasta yang ber-
tanggung jawab pada publik.
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bagi Daerah Kabupaten dan Kota'
Hidayat?

enempatan titik berat Otonomi Daerah di ka-

bupaten dan kota secara umurm banyak keun-
tungannya. Salah satu di antaranya adalah dalam
perencanaan pembangunan, daerah lebih cabu ke-
butuhan dan prioritasnya dibanding pemerintah
pusat. Pada tahap pelaksanaan pembangunar, da-
erah lebih memahami masyarakatnya ketimbang
pemerintah pusat, terutama yang menyangkut
pembangunan non-fisik (pemberdayaan masyara-
kat) atau aspek non-fisik dari pembanguan non-fi-
sik {negosiasi dengan masyarakat dalam proses
pembebasan tanah misainya).

Mamun demikian, pemnberian wewenang yang
dilakukan secara mendadak dan begitu luas (UU
No. 22/ 1999 dan PP No. 25/2000) memunculkan
dampak negatif dan kelemahan yang perlu segera

! Tulisan telah dimuat di Harian Radar Yogya, 12
Aguztus 20103

: Hidayat adalah alumni Fakultas Hukum Ul dan NS
yang beketja di Gunungkidul.
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dipecahkan. Pertama, tidak adanya hubungan hi-

rarkis antara daerah otonom kabupaten/kota de-
ngan daerak otonom propinsi, telah melemahkan
fungsi pengawasan dan pembinaan oleh gubernur
(selaku wakil pemerintah pusat di daerah) terha-
dap pemerintah kabupaten/kota. Perlu diketahuj
bahwa gubernur dalam kedudukan tersebut meru-
pakan aparat pengawasan fungsional. Karena Ba-
dan Pengawas(an) Daerah (Bawasda) propinsi me-
rupakan perangkat daerah otonom propinsi yang
oleh karenanya tidak berwenang mengawasi peme-

rintah kabupaten/kota. Pemeriksaan oleh Bawas-

da propinsi terhadap kabupaten/kota dapat diar-

tikan atau dianggap sebagai campur tangan daerah
otonom satu terhadap urusan rumah tangga dae-
rah lainnya.

Kedua, fungsi pengawasan DPRD yang dite-
gaskan olett UU No. 22/1999 dap kewenangan
DPRD} unmk mejatuhkan kepala daerah (apabila
pertanggungiawaban ditolak), telah menentpatkan
kedudukan DPRD lebih tinggi daripada kepala da-
erah. Kewenangan politis ini cenderung dimanfa-
atkan untuk memperbesar penghasilan anggota de-
wan yang terhormat tersebut, baik dengan legal
(membengkaknya angpgaran belanja DPRD) mau-
pun dengan cara lainnya. Dajam perspektif ini,
fungsi pengawasan legislatif secara materiil/sub-
stansial tidak munpkin berjalan efektif. Lebih-Jebih
keahiian di bidang pengawasan tidak banyak dimni-
iiki anggora legislatif, sementara tenaga ahli yang
diperbantukan kepada mereka juga tidak ada.
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Ketiga, Aparat Pengawasan Intern Pernerin-
tah (APIP) di kabupaten/kota, (pada umumnya
bernama Bawasda) mempunyai keterbatasan inde-
pendensi. Kedudukannya yang scpf:nuhn},ra bcr-l
tanggung jawab kepada hupatlfwal]kota melalui
sekretaris daerah, sangat membatasl pelaksan?an
fungsi-fungsi lembaga tersebut. Adanya penyim-
pangan [berupa adminstratf/prosedur dan/atau
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (K‘KN}] yang
ditemut dalam pemeriksaan, dapat dimentahkan
karena pelakunya dilindungi kepala daerah aFau
sekretaris daerah. Apalagi jika pelaku pgnymr
pangan justru kepala daerah atau sekretaris dae-
rah sendiri, jelas pemeriksaan sepenuhnya lum-
et Keempat, intensitas pemeriksaan oleh aparat
pengawasan eksternal sangat rendah. BPKP
{Badan Pengawasan Keuangan dan ?embangm-
an) saat ini hanya melakukan pemcnksaaq terha-
dap kasus-kasus KKN atau atas permintaan
pemerintah kabupaten/kota. Insgkturat Jendral
sudah direpotkan dengan pemcnksagn ter‘l?af;iap
kegiatan departemennya masing—fnasmg (di ting-
kat pusat) dan paling danter pemetiksaan terhadap
beberapa proyek yang dibiayai dengan dana de!mn-
sentrasi. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) biasa-
nya hanya memeriksa perhitungan anggaran. |

Kelima, kritik masyarakat baik secara tertulis
maupun dengan unjuk rasa sangat ba_nyak yang
tidak terjawab tuntas, atau tidak dapat diselesaikan

sesuai dengan aspirasi rakyat.
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Keenam, pemberian otonomi yang luas kepa-

da kabupaten/kota lebih menonjol dari sist mem-
besamya kelkuasaan, baik kekuasaan legislatif [da-
lam penetapan Peraturan Daerah (Perda) dan peng-
awasan terbadap kepala dagrah] maupun kekuasa-
an kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintah-
an dan pembangunan. Menurut Lord Action seba-
gaimana dikutip Muchsan ‘power fends to corrupt,
absolite power corrupt absolutely’ (kekuasaan cende-
rung korupsi, kekuasaan absolut pasti korupsi). Pe-
nyakit ini tidalk hanya di lingkaran pernerintah pu-
sat, namun telah menjalar ke daerah dengan berba-
pai variasinya.

Keenam hal tersebut memerlukan pemecahan
agar tujuan reformas: dapat tercapai lebih cepat.
Akhir triwulan ketiga 2002 ada wacana untuk
memperbaiki UU No. 22/1999. Dalam draf peru-
bahan tersebut disebutkan anrara lain kekuatan
DPRD akan dikurangi agar agak seimbang dengan
kepala dacrah dan menambah kewenangan peme-
rintak propinsi sehingga dapat melaksanakan fung-
si pengawasan dan pembinaannya terhadap kabu-
paten/kota. Namun sampai saat ini draf tersebut
tidak jelas kabarnya. Secara logis dapat diperhi-
tungkan bahwa draf tersebut tidak akan mudah di-
terima DPRD karena mereka tentu berkepenting-
an ‘melindungi’ orang-orangnya di daerah.

Idealnya UU No. 22/1999 perlu diperbaiki,
beberapa petbaikan yang dapat digagas antara fain:
pertama, jika daerah telah diserahkan seluruhnya
kepada kabupaten/kota, sebenarnya otonomi dae-
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rzh propinsi telah kehilangan makna. Oleh kare-
na itu mengapa tidak dihilangkan saja? Dengan
hilangnya otonomi propinsi, maka perangkat
propinsi menjadi perangkat pemerintah pusat, Te-
tapi konsekuensinya, DPRD propinsi akan hilang
pula. Dan hal ini tentu tidak dikehendaki oleh ba-
nyak pihak.

Eedua, kedudukan propinsi seharusnya tetap
di atas kabupaten/kota (hirarkis) schingga kewe-
nangan-kewenangan melakukan pembinaan dan
pengawasan oleh pemerintah propinsi menjadi ln.-
gis dan dapat diterima. Bahkan, kewenangan dibi-
dang pengawasan lebih baik seandainya tidak dise-
rahkan sebagai kewenangan daerah otonom.
Fungsi pengawasan internal, cukup dilakukan dc
ngan mempertegas sistem pengendalian manaje-
men intern daerah otonom yang bersanghkutan.

Tetapi hal-hal ideal tersebut beium dapat di-
raih dalam waktu dekat ini. Sehingga keberadaan
Ombudsraan di daerah kabupaten/kota, tampak-
nya merupakan alternatif yang perlu dipr:rtit:n-
bangkan dalam rangka perbaikan kinerja pemernn-
tah daerah kabupaten/kota.

Lembaga yang disebut Ombudsman im, akan
menjadi mitra permerintah dalam peramusan kebi-
jakan daerah sehingga benar-benar sesual dengan
aspirasi masyarakat. Institusi baru i dapat me-
lakukan pengawasan ternadap DPRD sehingga
akan mengurangi pemanfaatan berlebihan atas ke-
wenangan yang dimiliki lembaga legislatif daerah
tersebut. Atau sebaliknya, kongkalibong alias kolu-
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si antara DPRD dengan kepala daerah dapat sege-
ra tercium oleh Ombudsman dan kemudiag ditin-
daklanjuti dengan proses pembuktian. Rekomeri-
dast Ombudsman nantinya dapat pula disam-
paikan kepada lembaga lain yang mempunyai ke-
w;ie;angan mengambil tindakan yang tepat dan
adil.

Belajar Ombudsman
dari Australia’
Sheila Sabena?

i Australia, privast setiap warga negara be-

nar-benar dijamin oleh hukum. Hak privasi
ini langsung di bawah pengawasan lembaga Om-
budsman. Jika kita tidak biasa dengan iklim jamin-
an demikian, tentu agak repot. Berikut beberapa
cerita warga Indonesiz di Australia yang pernah
merasa ‘heran’ dengan perlindungan privasi war-
ganya.

Secrang pengusaha Indonesiz yang tinggal di
Australia, sebut saja Joni, suatu ketika ingin meim-
bangun kolam renang di belakang rumahnya.
MNamun kemudian miat ity tidak kesampaian kare-
a2 tetangpanya yang asli Australia keberatan atas
pembangunan kolam renang itu. Joni lalu bertanya
kepada si tetangga apa alasan keberatannya, pada-
hal dia sendiri memiliki kolam renang. Si tetangga
menjawab, “Karena jika Anda punya kolam re-

! Tulisan telah dimuat di Harian Radar Yogyakarta,
13 Agustus 2003.
? Shetda Sabena adalah seorang pengusaha kecil.
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nang, pasti akan banyak sanak kelnarga yang akan
berenang di situ, dan 1tu bising. Jelas akan meng-
ganggu kamt.” Izin membangun kolam renang itu
pun akhirnya kandas.

Di Sydney, New South Wales, dan daerah lain
Australia pada umumnya, hak individu sangat di-
hargai, meskipun menurut ukuran orang Indonesia
kadangterasa keterlaluan. *Untuk menentukan cat
warna rumah pun kita mesti tanya kiri-kanan.
Meeck mungkin mengecat ramah semau kita,” wjar
seorang bisnisman Indonesia yang punya rumah
di Sydney.

Guna menghormati hak individu itu, pemerin-
tah Australia maupun pemenntah negara bagian,
mewujudkan heberapa Undang-undang (L),
Contoh UU yang dalam ukuran orang Indonesia
sedikit berlebihan, adalah apa vang dibuat peme-
rintah New South Wales Protection of The Envi-
ronment Operation (POEQC) Act 1997, UU ita
mengathur denda kepada pemilik anjing yang an-
jingnya mengonggong seenaknya, sehingga mem-
buat orang lain terganggu. Menurut UU itu, para
pemilik anjing harus melaksanakan beberapa ke-
wijiban mereka, seperti menjamin anjingnya tidak

menyerang dan melukai orang lain dan sesama he-
wan, dan menjaga anpng dalam rantai di bawah
pengawasan pemiliknya. Kewajiban i diatur da-
Jam Companion Animals Act 1998; ada sanksi
denda bagi mereka yang lalai.

Pejabat publik dan pemerintah pun menyadari
hak dan kewajibannya. Sebagai contoh, ketika pen-
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duduk sekitar Bandara Sydney mengadu karena bi-
sing akibat naik-turunnya pesawat, pemerintah se-
tempat mengeluarkan 75 ribu dolar Australia per
rumah vntuk memasang seaf (penyekat dan pere-
dam suara) yang berguna untuk mengurangi bising
yang terasa. Kewajiban itu harus dilaksanakan pe-
metintah, karena masyarakat yang mengajukan ke-
betatan adalzh para pembayar pajak. Dana yang
dikeluarkan ity kemudian ditagihkan pada setiap
pesawat yang akan mendarat di Bandara Sydney,
yang discbut noise fee. Garuda Indonesia pun tak
luput harus membayar noise off fee sebesar 150 do-
lar Australia.

Melihat beberapa contoh tersebut, dapat kita
simpulkan bahwa hanya dalam kultur dan kebia-
saan masyarakat yang disiplinlah lembaga Om-
budsman dapat tumbuh dan berjalan afektif. Di be-
berapa negara Eropa, lembaga Ombudsman terus
mendapat ternpat sejak 1960-an. Di beberapa nepa-
ra As‘ia, lembaga ini pun sudah masuk dalam kon-
siumsi.

Konsep Ombudsman memang ditujukan untuk
melindungi hak warga negara ketika berthubungan
dengan pejabat publik. Dalam hal ini, yang akan
dicapai adalah pejabat publik dan mas yarakat
sama-sama menyadati hak dan kewajibannya. Ber-
kaca dari pelaksanaan Qmbudsman di Austalia,
terlihat jelas bahwa lembaga ini sangar dibutuh-
kan. Sebagai tarnbahan informasi, Comenwealth
Ombudsman setiap tahun memberikan laporan
{annual report) kepada parlemen. Laporan tahunan
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mencakup kondisi umum internal kelembagaan,
jumlzh pengaduan yang ditangani, sampai alokasi
penggunaan keuangan yang diaudit cleh anditor
independen. Untuk 1999-2000 total pengaduan
mencapai 20.499 kasus. Hal yang mengejutkan, le-
bih dari 50% pengaduan it diselesaikan hanya da-
lam tempo schari saja.

Mengapa mereka sanggup menyelesaikan ka-
sus dalam satu hari saja? Salah satu jawabannya,
karena mereka membuka akses pengaduan 24 jam
melalui telepon, faksimili, internet, ataupun surat.
Bahkan untuk yang tak mampu berbabasa Inggris
diberi fasilitas penerjemah. Lalu setiap masalah
langsung diinvestigasi dan dicarikan solusi.

Untuk !ndonesia, khususnya daerah propin-
si, jika Ombudsman didirikan maka kata kunci
pertama adalah kita harus banyak belajar dari ne-
gara-negara yang telah lebih dulu ‘bergelot’ dengan
lembaga ini. Kedua, segala hal yang birokratis da-
lam penyelesaian kasus warga negara (untuk me-
lindungi warga negara) harus dikikis. Ombudsman
harus menjadilembaga yang berbeda dengan lem-
baga hukum yang telah ada, agar pendiriannya ti-
dak sia-sia.

Ombudsman Mengawal
Hak dan Kewajiban'
Idy Muzzayad?

ealitas obyektif saat ini menunjukkan adanya

kesenjangan antara pemerintah dengan ma-
syarakat atau rakyat. Fenomena ini terjadi antara
lain lantaran ada kesenjangan dalam pelaksanaan
hak dan kewajiban keduanya. Pemerintah Jebih se-
ring menekan kewajiban daripada hak, sedang rak-
yat kadangkala tak kalah sengit menuntut hak de-
ngan melalaikan kewajiban. Padahal, pada ke-
duanya sama-sama melekat hak dan kewajiban da-
lam waktu vang bersamaan.

Pemcrintah mempunyai fungsi utama sebagai
penyelenggara melalui kebijakan-kebijakan yang
ditelorkannya. Namun yang harus diingat d: sini,
pemerintah tidak mengabdi kepada negara yang
diselengarakannya, tetapi kepada masyarakat sela-
ku warga negara. Karenanya, segala kebijakan
yang dikeluarkannya diorientasikan bagi kepen-
tingan rakyat.

t Tulizan telah dimuzt di Harian Radar Yogya, 14
Agustus 2003
! [dy Muzzayad adalah wartawan Hatian Bernas,
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Pelayanan publik merupakan aspek ikutan la-
in dari peneloran kebijakan yang berorientasi ke-
rakyatan ini. Keberadaan pemerintah, dengan se-
genap retek-bengek birokrasinya memiliki kewajiban
untuk memnberikan service kepada masyarakat me-
ngenai apa-apa yang mereka dibutubkan. Service
di sini bukan dalam muru ala kadatmya tetapi se-
rnaksimal mungkin. Bukan karena apa-apa, tetapi
memang untuk itulah bagi aparat pemerintah dite-
rapkan hak-hak, termasuok gafi.

Sayang, idealisme ini belum tampak pada wa-
jah pemerintah kita. Secara umum, pemerintzh le-
bih sering menjadi tian bagi rakvat atau daiam ba-
hasa agamanya sayyidul ummak ketimbang menija-
di pelayan masvarakat (ehadimul ummah). Birokrasi
pemerintah lebih asyik dan disibukkan dengan din-
nva sendiri, ketimbang berpayah-payah melaksa-
nakan urusan publik yang seharusnya menjadi
tanggung jawabnya.

Belum lagi tuntutan untuk menyelenggarakan
pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa di-
gjukan, untuk sekedar bisa melaksanakan tugas de-
ngan cukup baik saja, birokrasi pemerintahan kita
sudah ketereran. Akibatnya, berbagai keresahan dan
keluhan bermunculan di tengah masyarakat. Pe-
merintah dianggap kurang responsif terhadap ke-
butuhan dan kepentingan mereka, mulai dan hal
yang besar sampai hal vang sederhana.

Analoginya, birokrasi diciptakan untuk me-
munculkan kemudahan urusan. Melalui birokrasi,
urusan akan dipermudah denpan parameter efek-
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tif dan efisien, yakni dilakukan administras: yang
tidak berbelit sekaligus tidak menyita waktu yang
terlalu lama, plus tak membuat isi kantong ban-
yak berkurang. Tetapi birokrasi Indonesia sering-
kali masih berlaku sebaliknya, senang mempersu-
lit dan memperlama urusan yang sehenarnya gam-
pang saja dilakukan. Akibatnya, banyak orang
yang merasa enggan berurusan dengan birckras:.
Bahkan sebagian lagi ada yang merasa alergf keti-
ka mendengar istilah birokasi.

Pola Lama

Era reformasi ternyata beium juga membawa
angin perubahan yang siginifikan bagi perbaikan
paradigma penyelenggaraan negara oleh pemerin-
tah kita. Masih saja terdapat pola pikir lama di
kalangan pejabat dan birokrat, sehingga perilaku
dan kebijakan yang dikeluarkan pun ‘tidak jauh-
jauh amat’ bedanya ketimbang era sebelumnya.

Hal ini disebabkan beberapa hal. Pertama, sis-
tem yang digunakan masih sistem lama. Kalanpun
ada perubahan itu, perubahan itu masih cenderung
dilakukan secara parsial, tidak integral. Meski se-
ringkali dikatakan sistem pemerintahan yang di-
jalankan saat ini memiliki semangat yang berbeda
dengan sistem sebelumnya, namun dalam prak-
tiknya belum banyak berubah ke arah yvang lebih
baik.

Kedua, menyangkut orang. Mereka yang
duduk di jajaran pernerintahan sekarang, sebagai
besar adalah wajah-wajah lama. Kalaupun di jen-
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jang puncaknya ada pergantian figur, namun tdak
diikuti oleh jajaran di bawahnya. Sehingpa tidak-
lah mengherankan bila pola lama yang telah terta-
nam sekian tahnn sulit sekali diubah dalam waktu
relatif sinpkat.

Inilah yang sering disebut banyak pengamat
sebagai reformast semu, atau oleh para aktivis ja-
!anan dikatakan reformasi setengah hati, Karena
itu banyak pihak yang menginginkan revolusi, by-
kfm sekedar reformasi, kalaupun tetap mau dengan
pithan reformasi maka pilthannya adalah reforma-
sl total.

Kalaun ditanya, bagaimana pola pemerintahan
harus dilakukan, apakah dengan perubahan sistem
atau pergantian ecrang, maka jawaban idealnya
adalah dengan dua-duanya. Selain sistem pemerin-
tzhan yang terlalu birokratis dibenahi, juga dilaku-
kan penyegaran di kalangan pelakunya, baik de-
ngan mengpanti orang lama dengan orang bary
afau setidaknya mengubah mentalitas orang lama
agar memiliki mentalitas baru.

Di luar itu, diperfukan kontrol dari semua ele-
men masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM), organisasi sosial kemasyarakatan dan lem-
baga-lembaga pemberdayaan masyarakat lainnya.
Kalangan media pun mempunyai peran yang cu-
kup efektif dalam hal ini. Kontrol ini diarahkan
pada advokasi kebijakan publik dari para penye-
lenggara negara. Dimana ada penyimpan gan, di
situ langsung dilakukan advokasi bersama, tentu-
nya dilatari dengan persepsi vang sama pula.
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Dalam sebuah kesempatan, pengamat huknm
dan politik Indonesia Daniel S. Lev menyatakan,
“Terbukti sudah bahwa reformasi ito tidak segam-
pang yang dibayangkan. Hasil baik perubahan itu
mau tidak mau tergantung bukan saja pada kebi-
jaksanaan dan strategi politik, tetapi mungkin lebih
banyak lagi pada kapasitas lembaga-lembaga di lu-
ar pemenntahan untuk mendesakkan pembaharu-
an yang bermanlfaat bagi seluruh masvarakat.”

Drar sini dapat ditarik kesimpulan bahwa lem-

baga di luar pemerintahlah yang mempunyat po-
tensi untuk mendorong perubahan. Akan tetapi,
kesadaran ini belum begitu membumni di purani
sermua rnasyarakat. Mungkin kalangan L5M dan
organisasi masyarakat {Ormas) sudah mengarah
ke sana, namun ringkat kesadaran masyarakat
akan pentingnya konirol oleh mereka demi terca-
painya perubahan, masih relatif rendah. Apatis-
e masih sering muncul, sungguhpun terhadap
persoalan yang merugikan kepentingan mereka.

Impian Supremasi Hukum

Reformasi total seharusnya dibarengi dengan
penegakan supremasi hukam. Di sind hukum se-
harusnya bisa menjadi sarana dan alat bagi ma-
syarakat untuk mencapai keadilan, namun kenya-
taannya peradilan yang bersih dan berwibawa se-
bapai garda depan hukum hanya menjadi damba-
an yang tak kunjung tercalisasikan. Bahkan sering-
kali terdengar pandangan sinis terhadap semua je-
nis lembaga peradilan yang ada di Indonesia.
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Saking parahnya kondisi pengadilan yang su-
dah tidak bisa dijadikan pegangan hukum, pada
scbuah kesempatan diskusi pengamat dan prakti-
si hukum Todung Mulya Lubis menyatakan,
“...seandainya telepon genggam bisa bicara berapa
banyak percakapan dan SMS (short message service-
—Red.) yang bisa mengungkapan KKi¥ di wbuh
pengadilan kita.”

Ibarat kentut? Begitulah KKN di pengadilan
yang sulit dibuktikan. Semua orang merasakan ke-
busukannya tetapi jarang ada yang bisa mengung-
kapkannya secara tuntas, Maka bau busuk it se-
makin lama semakin menyengat, sekaligus pada
saat yang sama orang akan terbiasa. Pafing-paling
muncul pernyataan, ‘“Ya memang seperti itu, kok,
habis mau apa lagi...?"

KEebusukan proses peradilan dilatari adanya
penyakit yang bernama mafia peradilan. Mafia ini
merupakan ingkaran setan yang mengganjal pene-
gakan hukum di Indonesia, Karena berupa ling-
karan, maka ia tidak beraksi sendin membobrok-
kan peradilan, tetapi merangkum semua penegak
hukum, mulai dan polisi, jaksa, pengacara dan
hakim. Keempat unsur ini melakukan kolaboerasi
yang harmonis dalam melakuekan kejahatan per-
adilan.

Pengadilan yang independen dan bersih
merupakan impian setiap pencar keadilan. Na-
mun sekarang ini lembaga itu sudah jatuh pada ti-
tik paling nadir. Kebanyakan orang menganggap
berurusan dengan pengadilan berarti memerlukan
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banyak nang. Masyarakat seakan sudah bisa me-
mastikan, tanpa sejumnlah uang proses peradilan
tidak zkan memihak kepadanya.

Wajah buruk pengadilan ini, selain membi-
ngungkan masyarakat yang mencari keadilan, juga
menimbulkan ketidakpuasan. Akibat salah satu-
nya, pengadilan jalanan banyak bermunculan. Di
sinilah pemantavan dan pengawasan perlu dilaku-
kan oleh siapapun untuk mengembalikan pengadil-
an pada fungsi semula. Dalam hal ini, pers me-
punyai peran yang signifikan, kecuali bila waich dog
ini pun sudah menjadi rantai kelima dalam ling-
karan setan mafia pengadilan.

Ombudsman

Melihat berbagai ketimpangan dan kejanggal-
an tersebut, yakni satu sisi pemerintah kerap tidak
berperan sebagaimana mestinya, bahkan sering
melakukan mal-administrasi (kesalahan adminis-
trasi) yang jelas merugikan, ditambah birokrasi
vang mbulet, serta pada sisi yang lain buruknya Xi-
nerja lembaga pengadilan semakin memperparah
keadaan, maka diperlukan sebuah upaya konkret
untuk melakukan pembenahan, khususnya berka-
itan dengan kebijakan publik yang menyangkut ke-
pentingan masyarakat banyak. Di titik inilah pem-
bentukan lembaga yang konsisten menjadi pen-

ting diwnjudkan.
Persbentukan Ombudsman hingga tingkat
daerah, terutama seiring dengan era desentralisasi
sebagai konsekuensi pemberlakukan ctonomi dae-
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rah merupakan pilihan yang tepat, Lembaga yang
secara mandini dapat menerima dan melakukan
penyelidikan ruduhan-tuduhan kesalahan admin-
istrasi merupakan alternatif pilihan yang logis dan
relevan melihat realitas mutakhir yang ber-
kembang di masyarakat,
Saat ada kebijakan pemerintah vang dianggap
tidak memihak kepentingan publik sehingga me-
nimbulkan protes dan reaksi, Ombudsman tampil
ke depan sebagai fasilitator. Di hadapan pemerin-
tah, komisi ini bisa berperan sebagai wakil dari
publik yang merasa dirugikan. Sementara di de-
pan publik, komisi ini bisa berperan unruk men-
jelaskan secara proporsional tentang scbuah kebi-
jakan, termasuk dengan memberikan kesempatan
kepada pejabat pemerintah yang bersangkutan un-
tuk melakukan klarifikasi secara gamblang,
Walhasil, ‘komunikasi jarak jauh’ antara
pemerintah dan masyarakat yang selama ini ter-
bukii kurang efleetif dan menimbuikan mis-persep-
s1, bisa diubah dengan komunikasi ‘jarak dekat’,
Harapannya, apa yang menjadi wewenang peme-
rintah bisa berjalan sesuai keinginan masyarakat,
dan kewenangan masyarakat tidak berseberangan
pula dengan keinginan pemerintah. Tentunya, ke-
duanya diatur dalam mekanisme yang transparan
dan akuntabel, dengan pertanggungjawaban dan
konsekuensi yang harus diemban secara elegan
cleh pihak manapun yang menyzlahinya.
Dengan demikian, syarat mutlak bahwa Ko-
misi Ombudsman harus mampu menjaga inde-
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pendensi, baik secara kelembagaan maupun perso-
nal orang-orang yang ada di dalamnya. Indepen-
densi ini merupakan jaminan agar upaya-upaya
Ombudsman dalam mengawal terfaksananya hak
dan kewajiban tiap-tiap pihak, yakni pcmr:rinFah
dan masyarakat, bisa dilakukan secara obyektif.
Di samping itu, independensi juga merupakan
jaminan bagt terciptanya kepmayaap {nas;-rarakat
dan pemerintah terhadap lembaga ini. Maksud-
nya, pemerintah dan masyarakat percaya bahwsf
-Ombudsman dapat menjadi sparing partner bagi
keduanya dalam menelorkan dan mcnja!ankan
kebijakan. Tanpa kepercayaan yang terus dipupuk
ini, pembentukan Ombudsman tidak akan menye-
lesaikan masalah, tetapi malah menjadi masalah
baru yang akan merepotkan masyarakat, yang su-
dah susah dengan multi-Krisis berkcpanjangarf.
Maka sebaikmya, mari kita mulai dengan hati-hati!
Sebelum rakyat yang sudah kepeper dengafn I:I}c.rba~
gai perscalan hidup, terpaksa mcngaplbﬂ pilihan
di antara dua sikap: apatis atau reaksioner.
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dan Satu Tinjanan Lapangan



Hasi! Studi pada
Komisi Ombudsman Nasional

ada 16-18 April 2003, satu tim studi dari Pus-
ham UII melakukan kunjungan sekaligus tu-

kar pikiran dengan Komisi Ombudsman Nasional
di Jakarta. Tim diketuai oleh Busyro Mugqodas,
SH.MH. dan beranggotakan Saiman Luthan, SH.
MH., Nur Ismanto, SH. M8i., serta Suparman
Marzuki, SH. MSi. Berikut ini sedikit catatan hasil
studi tersebut, ditulis cleh Salman Luthan, SH.
MH.

Ombudsman adalah lembaga negara bersifat
independen vang berfungsi melakukan penga-
wasan terhadap institusi dan aparatur peme-
rintah. Keberadaan Ombudsman tidak tum-
pang-tindih dengan lembaga-lembaga penga-
wasarn yang sudah dimiliki pernerintah seperti
Badan Pengawasan Keuangan dan Pemba-
ngunan (BPKF) dan Inspektorat Jenderal (Ir-
ien)} yang terdapat di tiap-tiap departemett.
BPKF dan Irjen adalah lembaga pengawasan
internal {sektoral}, sedangkan Ombudsman
adalah lembaga pengawasan eksternal.
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Ombudsman adalah institusionalisasi dari
hak-hak sipil (hak-hak hukym) yang dimiliki
oleh senap warga negara untuk mendapatian
pelayanan yang baik dari institusi pemerintah,
Dengan demikian, Ombudsman adalah lem-
baga yang memperjuangkan hak-hak sipil
warga negara dalam berhubungan dengan
pemerintah, karcna pemerintah bertanggung
Jawab untuk merealisasikan hak-hak warga
negara tersebut.
Fungsi Ombudsman adalah melakukan peng-
awasan independen terhadap institusi negara,
khususnya institusi pemerintah, mengenai
pelayanan publik (public services) kepada ma-
syarakat. Fokus pelayanan tersebut berkaitan
dengan pelayanan administratif yang dilaku-
kan oleh institusi pemerintah, apakah proses
administrasi dilakukan dengan baik ataun tidak,
atau apakah institusi pemerintah melakukan
pelayanan kepada masyarakat.
Fungsi Ombudsman pada dasarnya adalah
fungsi mediasi antara pihak pelapor (anggota
masyarakat) dan terlaper (aparatur negara dan
aparatur pemenntah} Agar fungsi ini dapat
berjalan dengan baik, maka setiap instansi pe-
merintah harus mempunyai prosedur dan alur
administratif pelayanan publik dan aturan
tingkah laku (code of conduct) aparatur negara
di lingkungan pekerjazn masing-masing.
Dalam upaya meningkatkan pelayanan terha-
dap masyarakat dan pengawasan terhadap

Hasil Studi pada Komisi Ombudsman Nasianal

aparatur negara dan aparatur pemerintah, pe-
merintah mendirikan *Komisi Ombudsman
Nasional' (KON) berdasarkan pada Keputus-
an Presiden (Keppres) pada masa pemerintah-
an Presiden Abdurrahman Wahid tahun 2001,
KON berkedudukan di Jakarta dan mempu-
nyai 5 anggota, yaitu Antonius Sujata, Sunar-
yati Hartono, Teten Masduki, Masdar F.
Mas'udi, dan A. Rachman.
Struktur KON terdin dari ketua, wakil ketua,
dan 3 bidang, vaitu bidang kerjasama, bidang
program, dan bidang investigasi, serta perwa-
kilan di daerah-daerah. Bidang investigasi
yang menangani pengaduan masyarakat ke
KON dibantu oleh tim asistensi yang berjum-
lah 6 orang.
Kompelensi pengawasan yang menfadi bidang
tugas KON meliputi institusi dan aparatur fie-
gara, serta institusi dan aparatur pemerintzh
yang bekerja di eksekutif dan yudikatif. Kormn-
petensi yang dimiliki KON lebih luas dari
kompetensi Ombudsman di berbagai negara
yang hanya terbatas pada lembaga dan apa-
ratur eksekutif. Pengawasan yang dilakukan
oleh Ombudsman bukan pengawasan substan-
tif, tapi pengawasan administratif.
KON scbagai institusi Ombudsman mermiliki
karakteristik; 1) pelayanan, 2) imparsial (tidak
memihak), 3) tanpa biaya, dan 4) independen.
KON melayani masyarakat yang dirugikan
oleh institust dan aparatur pemerintah serta
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institusi dan aparatur peradilan, Imparsial arti-
nya tidak memihak, dan mendengarkan dua
pihak yang bersengketa. KON tidak akan
membuat judgenent untuk menetapkan reko-
mendasi penyelesaian senpketa sebelum
mendengar kedua pihak. Tanpa hiaya mak-
suzdnya tidak ada pungutan biaya (administra-
tif dan penanganan kasns) oleh KON terha-
dap klien vang melaparkan kasus atau keluh-
annya. Independens: Cmbudsmman meliputi
independensi struktural, fungsional, dan indi-
vidual.
Kualifikasi angota Ombudsman meliputi: 13
usia minimal 40 tahun; (2) secara ekonomis
mapan (tidak tergantung pada gaji); dan 3) bu-
kan pensiunan, bukan Pegawai Negeri Sipil
(PNS}, kecuali pengajar.
Pada awal pendiriannya, KON tidak mempu-
nyai anggaran dan kantor sehingga anggaran
untuk adrinistrast dan pengadaan perkantor-
an (awal) ditanggung oleh anggota, terutama
oleh Antonius Sujata.
Prosedur penanganan laporan KON setiap
tahun berubah, namun alur pelaporan yang
ada sekarang terdiri dari 3 tahap, Pertama, se-
leksi administratif dan substantif dilakukan
oleh staf sekretariat (satpam). Kedua, hasil se-
leksi administratif dan substantif dilaporkan
kepada ketua, dan kermudian ketua mendispoe-
sisi laporan tersebut kepada asisten dengan ti-
ga kemungkinan kebijakan: {1} dibuat reko-

Hasil Stud| pada Komisi Ombudsman Nasianal

mendasi; (2) menyurati pelapor jika bukan
kompetensi Ombudsman; dan (3) klarifikasi
kepada institusi/aparatur yang dilaporkan;
serta (4) investigasi ke lapangan, Pilihan kebi-
jakan itu bisa juga merupakan kombinasi dani
keempat pilihan tersebut. Ketiga, penetapan
rekomendasi untuk penyelesaian laporan,
yang bisa dibuat secara individual dan ber-
dasarkan rapat. Operasionalisasi tugas-tugas
Cmbudsman terutama dilakukan oleh para
asistett.
Laporan tentang adanya kasus pelayanan pub-
lik dapat disampaikan secara langsung ke kan-
tor KON, juga melalui surat, fzksimili, dan
email. Pelapor harus menyertakan identitas di-
ri karena KON tidak melayani laporan tanpa
identitas pelapor yang jelas (surat kaleng).
identitas pelapor disembunyikan demi
melindungi si pelapor.
Terhadap laporan yang masuk, Ombudsman
tidak mempublikasikan laporan tersebut ke
media. Tapi klien boleh mengundang warta-
wan untuk menyampaikan keluh-kesahnya se-
hingga kasus itu dipublikasikan media. Reke-
mendasi untuk penyelesaian suatu kasus boleh
dipublikasikan.
Pembuatan rekomendasi dilakukan secara
langsung oleh para asisten dan ada pula yang
dibuat berdasarkan keputusan rapat, namun
surat keluar tetap melalui satu pintu, yaitu ke-
tuz Ombudsman. Rekomendasi bersifat raha-
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sia, kecuali yang menyangkut kepentingan
masyarakat banyak.

Rekomendasi Ombudsman untuk penyelesai-
an sengketa tidak mengikat secara yuridis, tapi
mempunyai dampak moral dan psikologis.
Oleh karena itu keberhasilan Ombudsman
dalam menjalankan fungsinya sangat tergan-
tung kepada kerjasama (hubungan baik) dan
pendekatan persuasif terhadap institusi dan
aparatur pemerintah. T4 samping itu, penam-
pilan anpgota Ombudsman harus lew profife,
yang dalam bahasa jawanya empar papan, lihat
waktu dan tempat,

Meskipun rekomendasi Ombudsman tidak
mengikat, tapi rekomendasi Ombudsman di-
perhatikan oleh instansi yang dituju, misalnya
BPPN. Faktor yang menyebabkan rekomen-
dasi itu diperhatikan adalah karena integritas
anggota Ombudsman, pelayanan gratis, dan
rekomendasi Ombudsman ditujukan kepada
atasan dan aparatur yang punya kasus.
Manfaat dari adanya KON yaitu: 1) masyara-
kat bisa menclong diri sendiri (self hefp); 2)
penggunaan proses sebagai acuan pengawasan
(obyektify; 3) mencegah Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKINY}; dan 4) pembelaan hak-hak
sipil. Untuk memperoleh manfazr tersebut,
maka Crmbudsman harus tahu proses dan alur
pelayanan publik yang ada di setiap instansi
pernerintah. Standar proses pelayanan publik
dan alur pelayanan publik di daerah tidak ada,

Hasit Sludl pada Kemisi Ombudsman Nagional

yang tahu hanya pemerintah saja, masyarakat
buta akan hal itu.

Kasus-kasus yang masuk ke KON kebanyakan
adalah kasus yang berkaitan dengan penepak-
an hulcumn (polisi, jaksa, dan hakim), pertanah-
an, dan perburnhan.

KON sangat mendukung tertbentuknya Lem-
baga Ombudsman Daerah karena beberapa
alasan. Pertama, relevan dengan prinsip de-
sencralisasi. Kedua, memungkinkan penga-
wasan dan pemenuhan hak-hak sipil masyara-
kat melalul Ombudsman lebih efekuf. Ketiga,
sudah merupakan rekomendasi dari lokakarya
Ombudsman Nasional di Bali tahun 2002,
Kompetensi Ombudsman Daerah sebaiknya
dibatasi hanya pada aparatur negara, Badan
1Jsaha Milik Nepara (BUUMN), Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD), dan Badan Hukumn
Milik Negara (BHMN). Memasukkan sektor
swasta sebagai kompetenst Ombudsman tidak
tepat karena swasta tidak punya kewajiban
melaksanakan hak-hak sipil. Di samping itu,
kompetensi Ombudsman Daerah menjadi ter-
lalu luas. Meskipun swasta bukan kompeten-
si Ombudsman, tapi swasta dapat mengikat-
kan diri dengan Ombudsman, swasta bisa teri-
kat karena swasta mempunyai standar peri-
lalu.

Tempat Ombudsman Daerah masih dikaji ka-
rena belum ada standar yangbaku. Bali meng-
inginkan Ombudsman Daerah ada di tingkat
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propinsi karena dari segi budaya ada ketaatan
kepada propinsi. Ombudsman daerah meru-
pakan institusi yang independen, bukan bagi-
an dari KON,

Menuju Ombudsman Daerah:
Suatu Tinjauan Lapangan di DIY

ada April hingga Juni 2003, Pusham UTI me-

lakukan riset lapangan di wilayah Daerah Is-
timewa Yogyakarta (DIY) dengan maksud untuk
mengetahui kualitas pelayanan publik oleh peme-
rntah di mata masyarakat. Selain menginventaris
layanan-layanan publik apa saja yang menjadi ke-
luhan masyarakat, riget ini juga berusaha menemu-
kan faktor-fakior penyebab munculnya perscalan-
persoalan tersebut. Lebih javhnya, dengan menge-
tahui dan memaparkan keluhan dan keinginan ma-
syarakat, hasil penelitian in: ditawarkan sebagai pi-
jakan bagi pemerintah DIY untuk membentuk
Ombudsman Daerah,

I. Kerangka Teori

Sebenarnya negeri ini tidak kekurangan hu-
kum untuk mewujudian pemenintahan yang baik
{good governance) serta bebas dani praktek-praktek
Kohusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Kita telah
memiliki Undang-undang No. 28 rahun 1999 ten-
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tang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Be-
bas dari Kolusi, Kerupsi dan Nepotisme, Undang-
undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantas-
an Tindak Pidana Korupsi, dan seperangkat per-
aturan perundang-undangan yang lainnya, serta ti-
dak ketinggalan ancaman hukuman yang sangat
berat bagi pelaku-pelaku KKN. Bahkan, dalam
Undang-undang No. 28 tahun 1999 tersebut dike-
mukakan pula asas-asas umum penyelenggaraan
negara untuk mewujudkan pemerintahan yang
baik dan bebas dari KKN tersebut, yaitu:
1.Asas Kepastian Hukum; adalah asas dalam
negara hukum yang mengutamakan landasan
peraturan perondang-undangan, kepatutan,
dan keadilan dalam setiap kebijakan penye-
lenggaraan negara.
2.Asas Tertib Penyelengparaan Negara: adalah
asas yang menjadi landasan keteraturan, kese-
rastan, dan keseimbangan dalam pengendalian
penyelenggara negara.
3.Asas Kepentingan Umum; adalzh asas yang
mendahulukan kesejahteraan umum dengan
carg yang aspiratif, akomodatif, dan selektif,
4.Asas Keterbukaan; adalah asas yang membuka
diri terhadap hak masyarakat untuk memper-
oleh informasi yang benar, jujur, dan tidak dis-
kriminatif tentang penyelenggaraan negara de-
ngan tetap memperhatikan perlindungan atas
hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara,
3.Asas Proporsionalitas; adalah asas yang meng-
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utamakan keseimbangan antara hak dan kewa-
jiban penyelenggara negara.
6.Asas Profesionalitas; adalah asas yang meng-
utamakan keahlian yang berlandaskan kode
etik dan ketentuan peraturan perundang-un-
dangan yang berlaku.
7.4sas Akuntabilitas, adalah asas yang menentu-
kan bahwa setiap kegiatan dan basil akhir dari
kegiatan penyelcnggara negara harus dapat di-
pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi
nepara sesuai dengan ketentuan peraturan per-
undang-undangan yang berlaku.
Di samping itu, kita juga sebenarnya tidak ke-

kurangan lembaga-lembaga yang berfungsi atan
memfungsikan diri sebagai lembaga-lembaga ur-
tuk mengawasi dan mengawal tersjudnya peme-
tintahan yang baik serta bebas dari prakiek-praktek

KKN. Begitu banyaknya lembaga-lembaga penga-
wasan itu, mungkin inilah yang mendorong Paulus
Effendi Lotulung (1993) untuk memetakan ma-
cam-macam lembaga-lembaga pengawasan terse-
but, yaitu:
1.Ditinjan dari segi kedudukan dan badan/or-
gan yang melaksanakan kontrol, dapat dibeda-
kan atas:
a. Kontrol Intern
Kontrol intern berarti pengawasan dilaku-
kan oleh suatu badan/organ yang secara of-
ganisasi/struktural masih termasuk dalam
lingkungan pemerintah sendiri. Kontrol ini
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disebut juga built in control, Misalnya, peng-
awasan oleh pejabar atasan terhadap bawah-
annya atav pengawasan yang dilakukan oleh
suatu tim verifikasi yang biasanya dibentuk
secara insidental,

b. Kentrol Ekstern

Kontrol ekstern adalzh pengawasan yang di-
lakukan oleh organ atau lembaga-lembaga
yang secara organisasi/struktural berada di
luar pemerintah dalam arti eksekutif. Misal-
nya, kontrol kevangan yang dilakukan oleh
BPK, konirol sosial yang dilakukan oleh pers
dan L5M, atau kontrol politik yang dilaku-
kan oleh DPR. Juga termasuk kontrol segi
hukum yang dilakukan oleh pengadilan (u-
dicial control).

Menupu Ombudsman Dasrah

nya keputusan atau ketetapan pemenintah

atau sesudah terjadinya tindakan/perbuatan

pemerintah. Kontrol ini dititikberatizan pada

tujuan yang bersifat korektif dan memulih-

kan suatu tindakan/perbuatan yang keliru.

3 Drtinjan dan segi obyek yang diawasi suzatu
kontrol dapat dibedakan atas:

a. Kontrol segi Hukum (rechematigheidtoetsing)
Kontrol segt hukum: hanya dimaksudkan un-
tuk reenilai segi-segi pertimbangan yang
bersifat hukum saja (segi legalitas) dari per-
buatan pemerintzh. Misalnya, kontre! yang
dilakukan oleh badan peradilan.

b. Kontrol segi Kernanfaatan (doetmatigheidroet-
sing}

Konirol segi kemanfzatan adalah untuk meni-

2.Ditinran dar segi waklt'uf saat dilaksanakannya lai benar-tidaknya perbuatan pemerintah i ditin-
suatu kontrol d‘apat dibedakan atas: jau dari segi pertimbangan kemanfaatannya.
a. Kontro!l a priori Sedangkan Muchsan (1997) melakukan pem-

FL

Kontrol a priori adalah bilamana pengawas-
an itu dilakukan sebelum dikeluarkannya su-
atu keputusan atau ketetapan pemerintah
atau peraturan lainnya, yang pengeluaran-
nya memang menjadi wewenang pemerin-
tah. Kontrol ini tujuannya adalah unruk
menghindari atau mencegah terjadinya ke-
keliruan (preventif,

. Kontrol a posteriori

Kontrol a posteriori adalah bilamana peng-
awasan itu baru terjadi sesudah dikeluarkan-

bagian pengawasan yang mencakup pengawasan
secara administratif dan pengawasan yang dilaku-
kan cleh kekuasaan kehakiman. Pengawasan ad-
rministratif dibagi menjadi pengawasan melekat
dan pengawasan fungsional.
1.Pengawasan Melekat {Waskat)
Menurut Instruksi Presiden: No. 1 tahun 1989
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
Melekat vang dimaksud dengan pengawasan
melekat adalah serangkaian kegiatan yang ber-
sifat sebagai pengendalian yang terus-menerus
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dilakukan oleh atasan langsung terhadap ba-
wahannya secara preventif atau represif agar
pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan
secara efekrif dan efisien sesuai dengan renca-
na kegiatan atau peraturan perundang-undang-
an vang berlaku.

Selanjutnya dalam Pasal 3 angka 2 Instruksi

Presiden No. 15 tabun 1983 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengawasan disebutkan bahwa

pengawasan melekat dilakukan:

a. melalui penggarisan strukiur crganisasi yang
jelas dengan pembagian nigas dan fungsi be-
serta uraiannya yang jelas pula;

b, melalui perincian kebijaksanaan pelaksana-
an yang dituangkan secara tertulis yang da-
pat menjadi pegangan dalam pelaksanaan
oleh bawahan yang menerima pelimpahan
wewenang dari atasan,

¢. melalui rencana kerja yang menggambarkan
kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk
hubungan kerja antar kegiatan temsebut, dan
hubungan antara berbagai kegiatan beserta
gasaran yang harus dicapainya;

d. melzalui prosedur kerja yang merupakan pe-
tunjuk pelaksanaan vang jelas dari atasan ke-
pada bawahan;

€. melalui pencatatan hasil kerja serta pelapor-
an yang merupakan alat bagi atasan untuk
mendapatkan informasi yang dipetlukan ba-
gl pengambilan keputusan serta penyusunan
pertanggungjawaban, baik mengenai pelak-

enuju Ombudsman Dagrah

sanaan tugas maupun mengenai pengelo-
laan keuvangan;

f. melalui pembinaan personil yang terus-me-

nerus agar para pelaksana menjadi uvasur
yang marapu melaksanakan dengan baik tu-
gas yang menjadi tanggung jawabnya danti-
dak melakukan tindakan yang bertentangan
dengan maksud serta kepentingan ugasnya.

2.Pengawasan Fungsional

Menurut Instruksi Presiden No. 1 tahun 1989
yang dimaksud dengan pengawasan fungsion-
al adalah pengawasan yang dilakukan oleh
aparat pengawasan secara fungsional ba:ik in-
tern pemerintah maupun ektern pemerintah,
yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas
umum pemerintah dan pembangunan agar
sesual dengan rencana dan peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan pengawasan oleh aparat penga-
wasan fungsional berdasarkan Pasal 4 angka
4 [nstruksi Presiden No. 15 tahun 1983, dilaku-
kan cleh:

a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pemba-

ngunan (BPKP}, yang bertugas:

i. merumuskan rencana dan program pe-
laksanaan pengawasan bag seluruh apa-
rat pengawasan pemerintah pusat dan
pemerintzh daerah sesuai dengan keten-
tuan,
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it. melakukan koordinasi teknis pelaksana-
an pengawasan yang diselenggarakan
oleh aparat pengawasan di Departernen,
Lembaga Pemerintah Non-Departemen,
dan Instansi Pemerintah lainnya baik pu-
sat rmaupun di daerah sesvai dengan ren-
cana dan program dimaksud dalam ang-
ka1,

iii. melakukan sendif pengawasan dan pe-
meriksaan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

b. Inspektorat Jenderal Departemen, Aparat
Pengawasan I.embaga Pemerintah Non-De-
partemen/Instansi Pemerintah lainnya vang
melakukan pengawasan terhadap kegiatan
umuin pemerintahan dan pembangunan da-
lam lingkungan Departemen/Lembaga Pe-
merintah Non-Departemen/Instansi Perne-
rintah yang bersangkutan,

c. Inspektorat Wilayah Propinsi yang melakuy-
kan pengawasan umum atas jalannya peme-
rintahan daerah, baik yang bersifat rutin
mauvpun pembangunan;

d. Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kotama-
dya yang melakukan pengawasan atas jalan-
nya pemerintzhan daerah, baik vang bersi-
fat rutin maupun pembangunan.

3.Pengawasan oieh Kekuasaan Kehakiman
Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan un-
tuk mengadili. Berdasarkan Undang-undang
No. 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Ke-
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kuasaan Kehakiman, maka kekuasaan keha-

kiman dilaksanakan oleh lembagai peradilan

yang berpuncak kepada Mahkamah Agung

{(MA). Secara teoritik untuk adanya suatu per-

adilan diperlukan adanya unsur-unsur scbagai

berikut:

a. Adanya sengketa yang konkret;

b. Yang bersengketa sekurang-kurangnya ter-
diri dari dua pihak;

¢. Adanya suatu aturan hukum yang abstrak
vang dapat diterapkan terhadap sengketa
tersebut;

d. Adanya aparatur peradilan yang mempu-
nyai kewenangan memutus sengketa hulum
tersebut.

Kita telah memiliki seperangkat hukum yang
mernberikan ancaman hukuman yang sangat berat
bagi para pelaku KKN dan begitu banyak lembaga-
lernbaga yang mengawasi dan mengawal lerwujud-
nya pemetrintahan yang baik serta bebas dan prak-
tek-praktek KXN. Namun kenyataannya praktek-
praktek KKN bukannya semakin berkurang baik
secara kualitas maupun secara kuantitas, tetapi se-
baliknya semakin tidak terkendali. Bukan hanya
hukumnya saja yang dirasakan menjadi mandui
dan penerapannya sangat dipengaruhi oleh faktor
sintert dan pinten. Hal yang sangat memprihatinkan
sekaligus menjadi menggelikan adalah lembaga-
lembaga itu justru dalam perjalanannya menjadi
salah satu sumber yang menambah kempleksitas
masalah KKN itu sendin.
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Perberlakuan Hukum Yang Diskriminatif

Pada hakikatnya pelayanan publik dirancang
dan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat. Dengan membangun kinerja pelavan-
an publik yang baik, maka sesungguhnya pemerin-
tah dapat membangun hubungan yang harmonis
dan sekaligus dapat memperkuat legitimasinya di
mata masyarakat.

Faktor yang mempengaruhi buruknya perila-
ku birokrasi dan birckrat di dalam pelayanan pub-
lik yaitu: {1) Budaya paternalisme; yaitu snatu bu-
daya yang memandang atasan sebagai pihak yang
harus dihormati oleh bawahannya, sedangkan di
sisi lain, bawahan hanya dipandang sebagai alar
untuk menjalankan perintah atasannya. Dengan
kata lain, budaya paternalisme meneimpatkan pe-
mimpin sebagai prioritas utamna yang harus dila-

yani, bukan kepentingan masyarakat; {2} Lemah-
nya diskresi; diskresi adalah kebebasan mengam-
bil keputusan sendiri di setiap situas: yang diha-
dapi. Pertimbangan melakukan diskresi adalah
aglanya realitas bahwa suatu kebijakan dan pera-
turan tidak mungkin mampu menjawab semua per-
soalan akibat adanya keterbatasan prediksi dalatn
proses perumusan kebijakan dan peraturan perun-
dang-undangan. Diskrest dalam birckrasi meliputi
serangkaian tindakan yang dilakukan aparat pela-
yanan yang mempresentasikan adanya pelayanan
yang berdasarkan pada inisiatif, kreativitas, dan ke-
mampuan aparat dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat secara efisien, sehingga tidak
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perlu terlalu bersandar pada aturan formal ({ufe
drivern), petunjuk pelaksanaan {fukiak), pen.‘m]u‘.-:
teknis (jwknis) secara kaku, menunggu perintah
atau petunjuk dari atasan, dan wbagamya. Bahkan
yang banyak terjadi, perintah dari atasan dapat
mengesampingkan peraturan formal, karena sang
bawahan menganggap bahwa pekerjaannya E:lda—
lah pemberian atasannya, schingga kalau ia tidak
loyal, maka atasannya akan dengan mudah dapat
memecatnya. Maka menjadi lebih jelas bahwa
lemahnya diskresi sangat mermungkinkan muncul-
nya diskriminasi dalam pelayanan publik dan pe-
negakan hukum (faw enforcement), karena St?mua
tergantung kepada pimpinan; (3) Lemahnya sistem
insentif dan disinsentif: maksudnya adalah kurang—l
nya penghargaan yang diberikan kepada pegawal
yang memiliki disiplin dan kinerja yang baik.
Perilaku birokrasi dan birokrat dalam melaku-

* kan pelayanan publik yang tidak prima dan tidak

berorientasi kepada kepuasan masyarakat {custorner
oriented) rersebut discbabkan oleh beberapa faktor:

1. Belum adanya client’s charter

Ciient’s charter adalah pedoman bagi birokrat
dalam menjalankan tugasnya yaig berisikan l:jak—
hak yang dimiliki oleh masyarakat sehlagai pihak
pengguna jasa pelayanan publik, sepert: persyarat-
an pelayanan, kejelasan waktu yang d‘iperlukan
untuk menyelesaikan suatu urusan, biaya yang
akan dikeluarkan, dan mekanisme pengaduan jika
tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana dijan-
jikan. Dengan tidak adanya client’s charther mem-
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buat posisi masyarakat sebagai pibak pengguna ja-
sa pelayanan publik menjadi sangat lernah. Masya-
rakat dapat diperlakukan seenaknya oleh pihak
aparat birckrasi tanpa dapat berbuat apa-apa dan
harus menerima apa adanya, kendati pelayanan
yang diterima berbelit-belit dan tidak mempunyai
kejelasan baik darni segi waktn, apakah urusannya
akan berhasil atan tidak, dan berapa besar biaya
yang harus dikeluarkan. Dengan adanya chent's
charter, maka sekaligus dapat melakuian ‘pember-

dayaan masyarakat’. Masyarakat dapat melakukan

konirol terhadap pelayanan publik yang dilakukan
oleh birokrasi dan birokrat, karena masyarakat te-
lah mengetahui hak-haknya.

2. Kualitas surnberdaya

manusia yang masih rendah

Buruknya pelayanan publik dapat diakibatkan
oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia
(SDM) aparat birokrasi. Melalui kebijakan studi
lamut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, se-
perti sarjana S1, 52, atau bahkan sampai 53, atau
mengikutscrtakan para pegawai pada program-
program pelatthan mengenai dasar-dasar manaje-
nen orgamsasi, kepemimpinan, dan sebagainya,
maka diharapkan aparat birokrasi itu dapat me-
ningkatkan penpuasaan mereka akan konsep-kon-
sep pelayanan publik yang prima.

3. Belum jelasnya sistem insentif dan disinsentif

Rendahnya gaji yang diterima oleh pegawai di
satu sisi, dan tantutan atas peningkatan standar ke-
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hidupan di sisi lain, mendorong aparat hin?k.rasi
mencari sumber penghasilan tambahan di }uar
pendapatan resmi dengan melegatkan biaya l:fdak
resmi menjadi biaya resmi. Dengan nrmnbenkan
penghatgaan kepada aparat birokrasi yang telah
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat
pengguna jasa (public service innovation aw?.rfi',‘-, ma-
ka birokrasi akan terus dapat memperbaiki kua%l-
tas pelayanan serta kepuasan pelangpgan (quality
assurance System) Yang Menjamin semua pengeuna
pelayanan diperlakukan sama, Penghargaan dapat
berupa kenaikan pangkat, sejurmniah uang, [:fmgam,
prioritas uatuk studi lanjut atau mengkun berba-
gai pelatihan, dan sebagainya. Sebal:kn;:fa. pega-
wai yang tidak memiliki disiplin yang baik dan ti-
dak memiliki kinerja yang baik mendapatkan hL'E-
kuman yang setimpal. Hukuman {punishment) t1-
dak selamanya harus berupa skorsing, denda, pe-
nurunan pangkat, mutasi, atau pemecatan. Sr:u.:la—
pat mungkin hukuman yang diberikan dapat dila-
kukan berupa pembinaan terlebih dahulu.,

Kebijakan yang Tidak Populis

Sebagaimana dikemukakan oleh Da\ridl f;}s?
born dan Peter Plastrik (1997} bahwa strateg! 10l
(the core strategy) tidaklah dimaksudkan uqu me-
fiata suatu strategi yang mentransformasikan sis-
tern dan organisasi birokratis menjadi sistem dan
organisasi yang bersifat wirausaha. Oleh karen;
ir, strategi inti di dalam reinventing government ti-
daklah identik dengan privatisasi yang sekedar
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menggeser kepemilikan (moncpoli) pemerintah
kepada kepemilikan swasta. Tetapt lebih ditujukan
kepada mentransformasikan spirit swasta di dalam
memberikan pelayanan konsumen atau pelanggan-
nya yang berorientasi kepada custorer oriented. Th
samping itu, ujeannya tidak hanya efisiensi, tetapi
Jjuga yang ridak kalah pentingnya adalah efekesi-
tas. Apa gunanya membuat birokrasi menjadi le-
bih eftsien, jika sepenuhnya menjadi tidak efekrif?
Di dalam suatu negara demokratis, maka warga
masyarakat tidak hanya menuntut pemerintaban
yang lebih murah, tetapi juga vang jauh lebih pen-
ting adalah pemerintahan yang berjalan dengan
baik.

Berangkat dari pemahaman di atas, maka
dapat dikatakan bahwa perilaku lembaga ekseku-
tif dan lembaga legislatif, khususnya di Daerah Is-
timewa Yogyakarta (DY) belum mencerminkan
the core strasegy. Lembaga Ekselautif 1ebih berorien-
tas1 kepada penggalian sumber-sumber pendapat-
an daerah yang sebesar-besarnya yang hidak ditkuti
dengan kebijakan untuk meningkatkan mutu pe-
layanan kepada masvarakat.

Pelayanan Publik yang Tidak Prima/Handal

Dengan semakin meningkatnya kesadaran
masyarakat akan hak-haknya, maka perilaku orpa-
nisast birokrasi semakin dituntut untuk dapat me-
nyelenggarakan pelayanan publik yang handal/
prima. Namun, untuk dapat menyelenggarakan
pelayanan publik yang handal /prima it, tidaklah
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semudah membalikkan telapak tangan. Dalam ke-
nyataannya, terdapat berbagai faktor yang mem-
pengaruhi dapat terselenggara atau tidakl_iya I{reIa-
yanan publik yang handal/prima itu. Pta]mg ndalr::
ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhinya, ?rahu
faktor internal dan faktor eksternal. Faktor mter-
nal adalah faktor yang terdapat di dalam tubuh bi-
rokrasi itu sendiri, seperti kepemnimpinan, sumber-
daya manusia (SDM), motivasi, dan sarana dan
prasarana. Sedangkan faktor eksternal a!ie.nlah Fak:
tor yang berada di luar birokrasiitu sendin, seperti
budaya masyarakat.

1. Faktor Internal

Faktor kepemimpinan dapat me mpengaruhi
penyelenggaraan pelayanan publik yang ha1.1da]f
prima, apabila model kepemimpinan yang dikem-
bangkan adalah model kepemimpinan yang ber-
moral, kapabilitas, akuntabilitas, transparan, dc
mokratis, komunikatif, dan visioner. Dewasa 1111,
untuk mendapatkan sosok pemimpin seperti itw,
telah dikembangkan suatu model yang dikenal po-
puler dengan sebutan fif and proper test. Sebaliknya,
kepemimpinan yang tidak bermoral akan cende-
rung meiahirkan pemerintahan yang korup, se-
hingga tidak akan dapat menyelengarakan pela-
yanan publik yang handal/prima.

Rendahnya kualites SOM birokrasi akan mem-
pengaruhi kualitas aparatur dalam penyelenggara-
an pelayanan publik. Faktor utama yang menyc-
babkan rendabnya kualitas SOM birokrasi itu ada-
lah sistem rekruitmen pegawai yang sarat dengar
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KKN, sehingga banyak pegawai yang bekerja tidak
sesuai dengan bidang atau kermampuannya. Sete-
lah ditetrma menjadi pegawai, maka yang ada da-
lam benaknya adalah bagaimana secepatnya dapat
mengembalikan ‘uang ekstra’ yang jumlahnya ti-
dak sedikit yang telah dikeluarkan untuk melo-
loskannya menjadi pegawal itu. Bukan sebaliknya,
bagaimana memberikan pelayanan yang sebaiknya
kepada masyarakat.

Faktor motivasi sangat terkait dengan ‘sistem in-
sentif” dan *disinsentif” yang diterima para pega-
wal dalam menyelenggarakan pelayanan publik.
FJengan rendahnya gaji dan tidak jelasnya sistem
insentif dan disinsentif, maka mengakibatkan mu-
tu pelayanan publik menjadi tidak baik. Para pega-
wai kehilangan motivasi untuk meningkatkan ki-
nerjanya, karena tidak akan ada imbalan atau
san}csi yang bakal mereka peroleh. Implikasi lebih
lanjut adalah tidak terbangunnya sistern kompetisi
yang sehat di antara mereka. Dalam kondisi sepertt
ini, justru yang kemungkinan besar dapat tumbuh
subur adalah budaya rente di dalam penyelengga-
tzan pelayanan publik.

Faktor sarana dan prasarana juga tidak dapat di-
abatkan begitu safa dalam membicarakan penye-
lenggaraan pelayanan publik yang handal/prima.
Dengan tidak tersedianya sarana dan prasarana,
maka sulit diharapkan birokrast mampu menye-
lenggarakan pelayanan publik yang handal/prima
itu. Pelayanan pubiik yang handal dan prima tidak
saja menyangkut ‘kejelasan prosedur’ dan *keaku-
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ratarr’, tetapi juga yang jauh lebih penting adalah
‘tepat waktu', sehingga masyarakat sebagal peng-
guna jasa pelayanan publik mendapatkan kepasti-
an. Untuk mengantisipasi atau mencegah penya-
lahgunaan berbagai sarana dan prasarana yang
ada, maka diperlukan pengaturan yang jelas, se-
hingga sarana dan prasarana itu betul-betul diguna-
kan untuk menyelenggarakan pelayanan publik bu-
kan yntuk kepentingan pribadi, misalnya pemantfa-
atan mobil dinas.

2. Faktor Eksternal

Budaya masyarakar sering sekali dijadikan
kambing hitam faktor yang mempengaruhi um-
buh dan berkembangnya KKN dalam penyeleng-
garaan pelayanan publik. Pada awalnyz, ‘imbalar’
yang diberikan oleh masyarakat pengguna jasa
pelayanan publik kepada aparat adalah sebagai
manifestasi ‘ucapan terima kasih’, karena merasa
telah dibantu. Namun, dalam perkembangannya
imbalan itu telah berubah menjadi candu bagi
aparat, sehingga masyarakat yang telah mendapat
pelayanan dianggap sudah sewajarnya harus mem-
berikan imbalan.

Solusi yang dapat ditawarkan untuk keluar
dari kernelut itu adalah memperbaiki berbagai fak-
tor internal sebagaimana yang telah disebutkan di
atas, karena bagaimanapun juga tumbuh dan
berkembangnya faktor eksternal itu tidak dapat di-
lepaskan begitu saja dari buruknya faktor internal.
Dengan memperbaiki faktor-faktor internal yang
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mempengaruhi buruknya pelayanan publik di atas,
akan dapat memperbaiki faktor eksternal. Dengan
demikian akan terbangun perilaku organisasi bi-
rokrasi yang berorientasi kepada pelayanan pub-
lik yang handal/prima.

Ombudsman Daerah sebagai Pengawas Pelayanan
Pemezintah Dagrah

A. Berbagai Model Cmbudsman

Pada umumnya Ombudsman yang berkemn-
bang di berbagai negara merupakan Ombudsman
vang mengkhususkan diri pada isu-isu spesifik
yang berkembang di masyarakat. Ia merupakan
wujud dari tanggapan secara kelembagaan terha-
dap persoalan yang muncul darl urusan pelayanan
pemerintah terhadap masyarakat. Di Amerika, di
negara bagian tertentu Ombudsman merupakan
petupas legislatf vang berfungsi untuk menyelidi-
ki keluhan yang mmneul dari pelayanan publik
yang diberikan oleh badan eksekutif,! Ombudsman
bisa juga pejabat pemerintah yang bertugas mem-
bantu mengatasi persoalan yang timbul karena
adanya penundaan, ketidakadilan atau pelayanan
yang kurang manusiawi’? Sementara di negara
bagian lain, Ombudsman merupakan scbuah ba-
dan pemermtahan mandin yang bermyjuan me-

! Office of the Ombudsman, State of Hawaii, herp://
www.ombudsman,state hi.os/about_us./about_us him

* Minnesota Ofce of the Ombudsman for Mental
Health and Mental Betardation, http://
wwwombudsman state mmn.us /s
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ningkatkan pelayanan pemerintah kepada publik
{Arizona).} _

Model Ombudsman dengan demikian ber-
variasi tergantung pada kebutuhan daerah masing-
masing. Isu yang menjadi perhatian sangat bera-
gam mulai dari pelayanan publik, masalah kes_c-
hatan mental, pendidikan, hingga pedagang kecil.
Akan tetapi, secara keseluruhan Ombudsman sa-
ngat dibutubkan pemerintah karena dapat mem-
bantu memonitor kualitas pelayanan pemerintah
terhadap publik. 1

Fungsi utama Ombudsman adalah menerima
keluhan dari masyarakat dan melakukan penyeli-
dikan tentang kebenaran persoalan yang dike-
fuhkan tethadap badan pemerintzh bersangkutan.
Fungsi Ombudsman pada dasarnya Eerbatfis pada
penyelidikan atas pelayanan admimstralm peme-
rintah. Oleh karena itu, Ombudsman tidak ber-
wenang, melakukan penyelidikan atas pﬂjai.:ra.t-
pejabat pemerintah di eksekutif, legislatif, gudl}cw
tif, maupun secara yniversal, ataupun atas msur_u-

si pendidikan, person atau organisasi swasta lain.

Wewenang Ombudsman terbatas pada penye-
lidikan persoalan pelayanan publik dan membe_na
Yan rekomendasi kepada pemerintah atau menja-
di pencegah atas konflik yang terjadi antara pul}.
ik dan pemerintah. Ombudsman dapat memberi

! Ombudsman Educational Servive, Lglurberq.rvﬂle.
Tlicnis, hitp:/ /www.mackinac.org/ 1338, Arizona
Ombudsman-Citizens' Aide, hitp:/ wrwrwcazleg state.az.us/
ombuds/about.hitm
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saran, pendapat, usulan, nasehat baik kepada pi-
hak pemerintah atau pihak yang dirugikan. Bah-
kan Ombudsman yang bergerak dalam bidang pen-
didikan dapat langsung memberikan pelayanan da-
lam bentuk pendidikan atau pelatihan yang murzh
dan dapat dijangkau publik serta memiliki kualitas
yang setara dengan lembaga pendidikan formal
yang lebth mahal.

Jika Ombudsman tak dapat memberikan solu-
siatas perscalan tersebut dalam bentuk laporan res-
mi kepada badan legislatif, eksekutif dan kepada
publik untuk diketahui secara luas. Dengan demi-
kian, Ombudsman tidak dapat mengambil tin-
dakan hukum yang dapat bersifat mengikat,

B. Ruang Lingkup Kegiatan Ombudsman

Ruang lingkup kegiatan Ombudsman terbatas
pada persoalan-persozlan pelayanan publik yang
diatur oleh peraturan daerah setempat. Persoalan-
persoalan yang masuk ke dalam kategon bidang
kegiatan Ombudsman antara lain: (1) pelayanan
kepada publik yang berlawanan dengan hukum
yang berlaku; (2) pelayanan yang diberikan perne-
nintah yang dirasa sebagai tindakan yang tidak adil,
tidak layak, bahkan mungkin dapat dikateporikan
sebagai tindakan sewenang-wenang, (3) tindakan
administrasi yang diambi] pemerintah tidak berda-
sarkan fzkta yang ada; dan (4) tindakan administra-
sidilakukan dengan cara yang tidak efisien sehing-
ga menimbulkan keluhan publik.

Akan tetapi tidak semua keluhan dari publik
dapat ditindaklanfuti oleh Ombudsman. Pertama,

&
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permintaan jasa penyelidikan dari publik dapat di-
tolak bila ternyata telah ada jalan keluar untuk_ l::a-
sus yang sama sehingga tidak dipcrlulfan Ilag.l in-
vestigasi oleh Ombudsman. Kedua, blsal jadi ke-
tuhan yang diajukan penduduk berada di tuar kr::
wenangan Ombudsman bersangkutan. Sebagai
contoh, keluhan dari pedagang kecil tidak mung-
kin diajukan kepada Ombudsman yang bergl.at
dalam bidang pendidikan. Akan lebih tepat bila
pedagang kecil mengajukan perscalannya tr:{sr:but
kepada Ombudsman yang bergerak dalam b1d-:1n:g
pedagang kecil (small frading Ombudsmany). Ketga,
keluhan yang terlalu sederhana hingga dapat dika-
tagotikan mengada-ada dapat ditolak oleh Om-
budsman. Keempat, Ombudsman tidak perlu me-
nanggapi keluhan dari orang yang sedang men-
jalani masa tahanan. Kelima, bila Ombudsman
tidak memiliki sumberdaya yang diperlukan untuk
melaknkan penyelidikan atas kasus yang diajukan
publik maka kasus tersebut dapat ditolak karena
alasan ketiadaan sumberdaya.

C. Rekruitmen

Rekruitmen anggota Ombudsman adalah ba-
gian penting lain yang perlu mendapat rpe;hatian.
Kegiatan ini menunjukkan betapa kuat jalinan an-
tara pemerintah, badan legislatif, dan Ombud-
sman. Kerjasama ketiganya menjadi kunci §ukses
bagi terbentuknya pemerintahan yang bersth dan
berwibawa. Ombudsman direkrut oleh sebuah ko-
misi yang khusus dibentuk oleh gabungan antara
gubernur dan badan legislatif. Selanjutnya keten-
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tuan ini harus diatur dengan peraturan daerah se-
tempat. Pada badan legislatif daerah yang bersi-
fat bicameral murni, dalam mana Senat (Majelis
Tinggi) berbeda secara subtansial dari DPRD
(Majelis Rendah), maka Ketua Senat dan Ketua
DPRD berwenang menentukan anggotanya yang
dapat diangkat sebagai anggota Komisi Pemilihan
Ombudsman (KPQ). Sudah tentu wakil dari badan
legislatif bersangkutan. Separvh dari anggota Cm-
budsman dipilih oleh Gubenur dari pegawai dan
dan perorangan.
Selanjutnya KPO akan menerima lamaran da-
ri publik, melakukan tes tertulis, melakukan wa-
wancara dan memilih dari calon-calon tersebut.
Para calon pada umumnya adalah warga setempat
atau teiah ringpal di wilayah tersebut selama satu
periode tertentu (yang diatur dengan undang-un.
dang), memiliki kemampuan dan berpengalaman
dalam bidang managemen dan penvyelidikan, dan
bukan pejabat yang dipilih oleh rakyat. Pada um-
umnya anggota Ombudsman adalah orang-
orang yang sangat berpengalaman dalam berbagai
bidang keahlian khususnya pelayanan pubiik dan
bersedia untuk bekerja full-time. Persyaratan ini
penting karena Ombudsman akan menerima gaji
dari pemerintah sebagai pejabat publik yang beker-
ja melayani masyarakat.

li. Rumusan Masalah

Melihat perkembangan-perkembangan vang
telah dipaparkan sebelumnya maka sebuah riset so-
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siclogis tentang kebutuhan berdirinya Komisi Om-
budsman ini hendak menjawab sejumlah masalah,
di antaranya:

1. Apa yang sesungguhnya mendasari tidak
transparannya birokrasi pemerintahan, sehingga
timbul kesulitan-kesulitan dalam pengurusan per-
izinan seperti IMB (Izin Mendirikan Bangunan),
dli. Para perangkat di dalamnya sebenarnya menge-
tahui bahwa masyarakat berhak mengstahui stan-
dar-standar kepengurusan perizinan, akan tetapi
meteka sering memilih membiarkan. Begitu pula
masyarakat yang juga tahu bahwa mengefuarkan
‘hiaya siluman’ secara tidak langsung akan turut
memperkuat kultur dan manajemen yang buruk
ini. Pertanyaan ini hendak menjawab kekuasaan
seperti apa yang mampu menciptakan ‘hegemoni’
schingga telah melumpuhkan kesadaran ‘loitis’ di
institusi pemerintah dan swasta, terutama masya-
rakat sebagai korban.

2. Secara umum riset ini juga ingin menelisik
‘model’ Ombudsman seperti apa yang cocok ber-
dasar pada bentuk permasalahan masyarakat keti-
ka berhadapan dengan instansi-instansi dan yang
mampu menyelesaikan sembari membenkan ‘tera-
pi’ pada institusi terkait, Juga bagaimana sistemn
rekruitmen dijalankan sehingga ketika kemisi ini
didirikan ia mendapat kepercayaan dari masyara-
kat atas kerja-kerja yang dilakukan oleh orang-

orang di dalamnya. Dengan menggali ‘usulan atau
harapar’ masyarakat maka riset ini diharapkan da-
pat memberi semacam kerangka aksi bagi peme-
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rintah tentang pembentukan Ombudsman di
wilayah DIY.

ill. Metodelogi Penelitian

Penelitian yang mengambil sampel sejumlah

anggota masyarakat DIY ini menggunakan meto-
de partisipatoris. Metode inf dipilih dengan harap-
an hasilnya dapat member perubahan terhadap si-
tuasi yang ada, dan yang terpenting mendorong
turnbuhnya kesadaran krtis sejumlah kalangan,
untuk dapat melihat dan mau mengadakan peru-
bahan-perubahan pada tingkatan kebijakan. Di
samping itu, metode ind sengaja dipilih dengan per-
timbangan, bahwa semua jenis riset sosial yang sa-
sarannya adalah masyarakat, akan mengandaikan
sejumlah ciri-cirf sebagal berikut: (1) mnset sosial
adalah suatu studi mengenai individu-individu, ke-
lompok-kelompok dan organisasi-organisasi da-
lain masyarakat; {2} peneliti adalah sesama manu-
sia bagt individu-individu dalam masyarakat yang
dipelajarinya, dan (3) kepiatan penelitian itu diha-
rapkan menghasilkan beberapa dampak atas sis-
temn sosial vang dipelajari. Ketiga cirt inilah vang
merabuat riset sosial jelas sangat berbeda dengan
riset untuk pengetahuan alam. Kalau ilmu pengeta-
huan alam hanya sebatas pengetahuan dan tam-
bahnya pemahaman kalau riset sosial tidak ‘cukup’
hanya dengan itu. Secara lebih rinci bagaimana
riset partisipatoris ini didefinisikan mungkin ada
perlunya untuk melihat tabel di bawah ini.

henuju Ombudsman Dagrah

Ciri dari Riset Partisipatoris

Langkah | Kata Risst Partisipatoris
Riset Kunci
= Pilihan ditentukan atas
Pilihan Apa | dasar permasalahan yang

Masalah langsung dirasakan

Bersama para akior dan
penaliti profesional
Desain riset berdasar
flihan konsensus, pemacfaaian
E‘:Ltnde APA | instrumen empatik, metode
analisis kompleks
Barsama para aktor dan
pengiitl profesicnal
Perubahan situasi,
- peningkatan pengetahuan
Pilihan Apa | dan kemampuan para aktor
Masalan untuk methat dan
mengubah situasi meraka
: Bersama para aklor dan
Siapa | peneliti profesionat
Sumber, Riset Farlisipatoris, Risel Pembsebasan
{1953}, PT Gramedia Pustaka Utama
dengan Yayasan Karti Sarana, Jakarta.

Siapa

Siapa

Pertanyaannya kemudian dampak apa yang
diinginkan dari sebuah riset yang men ggunakan
metode partisipatoris? Dampak yang, hendak ditga
ju dari riset ini adalah adanya perubahan pola ketja
atau kultur dan struktur sehingga tercipta sebuah}
kerja-kerja yang transparan dan efektif. Jelas qan
apa yang telah dinyatakan, pendekatan partisipa-
toris tidaklah netral, melainkan secara ideologis
memihak masyarakat yang secara struktural mut-
lak bergantung pada banyak produk instansi peme-
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rintahan. Pendekatan ini ditempuh mengingat riset
yang dilakukan cleh Pusham UII ini memang
berorientasi pada perlindungan dan pembelaan
atas masyarakat yang menjadi korban. Dimensi
korban yang selama ini cenderung diabaikan dan
kurang memperoleh perhatian, melalui riset in3,
coba hendak diatasi. Mengapa harus korban?
Dalam studi HAM, korban mendapat perhatian
besar terutama jika ditilik dari sejumlah kovenan
yang telah dikeluarkan oleh PBB yang menyangkut
mengenai kedudukan korban.

Deldarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi
Korban Kejahatan dan Penyalzhgunaan Kekua-
szan { Declaration of Basic Principles of Justice for Vic-
timsof Crime and Abuse of Fower) menyatakan bahwa
“korban berarti orang yang secara perorangan atau
kelompok mendenita kerugian, termasuk cedera fi-
sik atan mental, penderitaan emosional, kerugian
ckonomi atan perampasan nyata terthadap hak da-
sar mereka™. Deklarasi ini juga menyatakan ™. .is-
tilah korban juga termasuk-sejauh dipandang te-
pat-keluarga langsung atau orang vang secara lang-
sung berada di bawah tanggungan para korban dan
orang-orang vang telah mengaiami penderitaan
dalam mertbantu para korban yang sengsara atau
dalam mencegah orang-orang agar tidak memjadi
korban.” Karenanya, Deklarasi itu juga mengan-
dung sejumlah ketentuan-ketentvan sebagai beri-
kut: (1) para korban berhak untuk mendapatkan
penggantian segera atas kerugian yang mereka de-
rita; {2) mereka harus diberitahu tentang hak mere-

9%

Menuju Ormbudsman Daarah

ka untuk mendapatkan ganti rugl; (3) para pelak
atau pihak ketiga harus memberi restitusi yang adil
bagi para korban, keluarga dan tanggungan mere-
ka; (4} bitamana kompensasi tidak sepenuhnya di-
dapat dari pelaku atau sumber-sumber lainnya, ne-
gara harus berusaha menyediakan kompensasi ke-
uangan; dan (5) para korban harus mendapat du-
kungan dan bantuan material, pengobatan psikelo-
gis dan sosial vang diperiukan.*

Sedangkan pilihan metode wawancara dituju-
kan untuk: (1) memperoleh gambaran mendalam
mengenai titik-titik persoalan birckrasi yang dia-
lami masyarakat, organisasi, ataupun instansi
swasta ketika berhadapan depan birckrasi peme-
rintah, beserta sejumlah faktor yang melatarbela-
kanginya; (2) mendapatkan opini dan analisis yang
lebih tajam mengenai posisi dan peran korban ketika
dihadapkan pada persoalan birokrasi; (3) menggali
gagasan dan usulan dari sejumlah responden ter-
utama menyangkut bentuk dan model bagi pem-
bentukan Ombudsman.

DM samping wawancara, {im riset juga memarn-
faztkan metode penggalian informasi melalui beri-
ta-berita yang dimuat di media massa, radio, dan
TV. Menurut pertimbangan tim riset, kekuatan
medizlah yang terkadang memiliki kemampuan
dalam membentuk sebuah opini. Karenanya, bu-
kan hal aneh jika “perilaku politik yang demokra-

1 Theo Yan Boven (2002), Mereks yang Menjadi Korban,
Hak Fovban atas Restitusi, Kompensast dan Rehebifitasi, ELSAM.
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tis (atau tidak demokratis) secara nasional maupun
internasional makin tergantung pada media,™
Melalui riset ini akan dickspiorasi pela-pola penya-
lahgunaan mandat rakyat yang kerapkali terjadi,
kemudian bagzimana korban memberikan reaksi
dan apa peran yang dapat dimainkan oleh kalang-
an intelektual dan media, khususnya vang ada di
Yopyakarta. Pengamatan yang memang tidak bet-
jalan lama (kurang-lebih riset ini menghabiskan
waktu selama 3 bulan) sesungguhnya cenderung
untuk menggunakan pendekatan advokasi.® Amat
berbeda dengan riset akademis, riset advokasi yang
memanfaatkan metode partisipatoris dengan pem-
buktian bukan melalui ‘kebenaran ilmiah’ melain-
kan lewat sejumlah ‘kasus atau kejadian’ yang di-
dapatkan di lapangan atau media massa.
Dengan demikian, riset ini memiliki manfaat
ganda, pada sam sisi adanya dorongan dan dukung-
an dari masyarakat untuk terlibat dalam pemba-
ngunan sebuah birokrasi yang ‘bersih’. Sedangkan
pada tingkatan pelaksana, tim lapangan memang
sejak awal mengambil posisi ‘ideoprafis’ {justm
subyektif, harus memihak terutama pada kerban
dan tentu kaidah bakunya tergantung pada situasi
yang ada ketika turun ke lapangan). Irulah meng-
apa tim [apangan agak ‘campuran’, dalarm arti, ter-
jadi pelibatan sejumlah anggota masyarakat untuk

* Lih Krisna Sen dan David T, Hill {2000}, Afedia,
Budaya & Polink df fndonzsia, Jakarta, [SAT

* Lih Roem Topatimasang dit., eds. (2001}, Merubah
Kebijakan Publik, Yogyakarta, INSIST Press.
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menjadi ‘penunjuk’ dan sekaligus ‘responden’.
Sedang tim inti tetap terkoordinasi pada Pusham
un.

V. Tinjauan & Temuan Lapangan Kualitas
Pelayanan Birgkrasi Daerab

Dialam riset lapangan, tim Pusham U mene-
mukan berbagai kasus yang menunjukkan bagai-
mana sesungguhnya kualitas pelayanan aparat
publik selama ini. Ternuan ini didasarkan pada se-
jumlah fakta yang menunjukkan bagaimana bu-
ruknya kualitas pelayanan publik. Pelayanan pub-
ik di sini menyangkut bagaimana mekanisme peri-
zinan, penegakan disiplin, dan pelayanan kesehat-
an dan perlindungan kepada kelompok minoritas.
Kelompok minoritas di sini menyanghkut kalangan
perempuan, anak dan kaum difabel. Kelompok ini
patut mendapat perhatian khusus karena memang
memerlukan perlakuan khusus dan spesifik. Ka-
sus-kasus vang tertera di bawzh ini merupakan
rangkuman dari wawancara dengan sejumiah res-
ponden yang diikuti dengan investigasi atas sejutm-
lah berita yang dimuat di media massa lokal. Iden-
tifikasi atas pelayanan publik ini diharapkan akan
memperjelas bagaimana siklus dan hambatan pe-
layanan publik selama ini berjalan.

Ctonomi daerah sebagai hasil regulasi perun-
dang-undangan cukup membawa dampak dalam
pemantauan pelayanan pemerintah daerah, Perta-
ma, otonomi daerah telah melenvapkan garis hi-
rarki antara daerah propinsi dengan kabupaten. Saat
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tim terjun ke lapangan banyak kesulitan ‘adminis-
tratif” dialami, mulai dari perizinan hingga pencari-
an data di kabupaten maupun propinsi. Keduanya
memiliki kewenangan yang luas dan terkadang mm-
pang-tindih. Kedua, luasnya wewenang DPRD
ternyata mernbawa dampak dalam hubungan ekse-
kutif dan legislatif. Apalagi luasnya wewena ng
kontrol tidak disertai dengan ketrampilan yang me-
madai untuk melakukan kontrol. Bahkan dalam
termman tim, ‘praktek vang’ juga menyelimuti ling-
kungan DPRD. Ketiga, Aparat Pengawasan Intern
Pernerintah (APIP) di kabupaten maupun kota pu-
nya independensi yang amat terbatas. Sehingga
setiap temuan bisa dimentahkan karena pelaku-
nya dilindungi olch kepala daerah. Keempat, in-
tensitas pengawasan oleh kalangan eksternal sa-
ngat rendah, bahkan BPKP (Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan) hanya melakukan
pemeriksaan terhadap kasus-kasus KKN atas per-
mintaan pemerintzh kabupaten/kota.

Sisi pengawasan yang sesungguhnya jauk le-
bif penting adalah bagaimana pengawasan dituju-
kan untuk mengatasi setiap konflik yang terjadi an-
tara masyarakat dan pemerintah sebagai agen pe-
layanan publik. Kerapkali masyarakat lebih merni-
lik untuk menuntaskan im melalui reja peradilan.
Masyarakat yang tidak setuju atas kepumsan pe-
mermntah menyangkut kebijakan publik menggu-
gat lewat PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara).

Artinya, Ombudsman menjadi hal baru bagi
masyarakat. Dikatakan hal baru, karena saat tim
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riset terjun ke lapisan masyarakat, pertanyaan yang
selalu muncul “Sesungguhnya ‘binatang' apakah
Ombudsman itu?" Setelah memahami fungsi
Ombudsman, masyarakat sebagian besar berharap
agar Ombudsman menjadi medium yang bisa
menyelesaikan konflik jika terjadi komplain atas
pelayanan publik. Masyarakat memang tidak bisa
mengandalkan peran pengadilan semata-mata,
karena hal ini akan menghabiskan biaya yang be-
sar dengan waktu yang relatif panjang. Hanya
memang sebelum dibentuk Komisi Ombudsman,
ada baiknya untuk meneliti, bentuk-bentuk pela-
yanan apa saja yang bermasalah. Identifikasi ini
penting, sebab melaluinyz akan tergali berbagai
faktor strukrural maupun kultural yang menyeli-
muti persoalan pelayanan publik. Riset ini men-
gambil sampel pelayanan pemerintah daerah yang
mengurusi soal perizinan, rumah sakit, dan Ke-
polisian. Beberapa bagian pelayanan—seperti hasil
temuan tim—yang bermasaizh terletak pada:

1. Perizinan

Dhiihat dari sisi kewenangan, perizinan me-
mang berada di bawzh kewenangan Pemkot. Ba-
hasan responden dalam hal {im terutama menyang-
kut perizinan untuk mendirikan bangunan {IMB)
yang selalu bermasalah dalam soal waktu pengu-
rusan. Beberapa anppota masyarakat yvang diwa-
wancarai nrengatakan bagaimana lamanya wak-
ta untuk mengurus IMB jika diurus sendirian.
Sehingga sejumlah anggota masyarakat lebih
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memilih untuk niengurus IMB melalui jasa nota-
ris; lebih cepat meskipun biavanya mahal. Dalam
scal gambar bangunan, kalangan pemerintah me-
nyediakan gambar dan angpota masyarakat yang
mengajukan gambar lain bisa-bisa ditolak. Gam-
bar bangunan yang disetujui adalah gambar yang
dibuat oieh Pemmkot. Proses i semua berakibat
pada pembengkakan biaya yang harus ditanggung
oleh masyarakat.

Perscalan in: dialami pula oleh responden
yang kebetulan berprofesi notaris. Ketika mereka
sedang menguruskan IMB biasanya tidak pernah
jelas berapa biaya yang secara ‘resmi' harus dike-
Inarkan. Biaya yang tidak jelas ini ujung-ujungnya
diselesaikan di bawah meja. Apalag jika itu me-
nyangkut IMB pembangunan perumahan, biasa-
nya izin ketika sedang diproses kontrakior sudah
membangun tapi kemudian kena tilang Satpol PP,
Penilangan ini kadang tidak berujung ke pengadil-
an tapi cukup dengan penyelesaian lewat perun-
dingan. Denda inilah yang disesalkan oleh res-
ponden yang kebetulan menjadi notaris, dengan
mengatakan kalau sedang diproses izin hendak-
nya jangan dikenai denda,

Beberapa pejabat publik bahkan kadang se-
cara terang-terangan melakukan pemerasan de-
nganmeminta ‘persenan’. Kalau tidak melakukan
pemerasan, kadang sejumlah oknum pejabat pub-
lik membuat ‘pelayanan jasa’ sendir yang khusus
untuk pengurusan. Praktek ini, dalam kisah se-
orang responden yang notaris, dinyatakan dalam

102

Manuju Ombieisman Cagrah

kalimat: “Sengaja masyarakat digambarkan kesu-
litan kalau mengurus sendiri, dan melalui jasa X
sermma urusan dapat lancar dan beres.” Siklus ko-
rupsi yang bergerak seperti sebuah spiral int men-
dapat perlindungan dan dukungan dari berbagai
pibak. Meskipun prosesnya sudah ‘satu atap' tapi
pada dasarnya tetap dengan cara pemerasan. Ke-
adaan menjadi makin kronis kalau vang meminta
izin adalah “non-pribumi’, mereka harus mermba-
yar dengan harga khusus.

Menuryt responden, keadaan yang penuh de-
ngan bau korupsi ini terjadi, pertama, karena ting-
kat penghasilan rendah yang ditunjang cleh me-
kanisme pengawasan yang minim. Korupsi mem-
bengkak memadi kultur yang tidak bisa diubah.
Hal ini dalam kalimat secrang pejabat tinggi dae-
rah ‘perhu diawali dard pemimpin’. Keduoa, vang
memohon izin biasanya memang kalangan vang
scjak awal tabu kalau akan diperas. Mereka me-
nyiapkan ‘dana cadangan’ untuk nrusan heginian.
Artinya dalam mekanisme perizinan, korupsi
merupakan perbuatan yang sebenarnya tahu sama
tahu (TST). Jika tidak memberi, ujung-ujungnya
proses keluarnya izin akan diperlambat.? Sebab

! Dalam temuan lain dikatakan kalau praktek pembe.
rian uang ckstra ini dipengaruhi cich kesamaan motivasi sc-
cara ckonomis. Fada sisi aparat birokrast, pecocrimaan vang
pelayanan ckstra diartikan sebagai bagian dan 'ucapan teri.
ma kasih' dari penpguna jasa atas pelzyanan vang diperaleb-
nya. Aparat birokrasi telah memberi pelayanan kepada peng-
guna jasa sehingea wajar apabila pengguna jasa itt membe-
rikan 'tips’ atas kinerja pelayanan aparat. Dian masyarakat
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lainmya adalah koalisi yang dijalin antara pejabat
tinggi dengan para pengnsaba yang pada moment
kegiatan-kegiatan terteniu melangsungkan perun-
dingan, sehingga hal mengenai perizinan diselesai-
kan di sini *

Belum lag:, persoalan pelayanan ini kerapkali
dipengaruhi afiliasi sosial kemasyarakatan. Se-
orang pejabat birckrasi, mantan kepala desa (Ka-
des), lurah, atau mantan pejabat tinggi biasanya
lebih mudah dalam mengakses pelayanan berbagai
perigurusan surat maupun dokumen lainnya. Hal
ini karena biasanyz mantan pejabat itu sudah ke-
nal batk dengan aparat birokrasi yang masih aktif
bertugas. Karena posisi itulah maka seorang res-
ponden lebib memilb menyelesaikan urusan per-
izinan itu pada seorang mantan pejabat yang su-
dah kenal seluk-beluk birokrasi yang ada di ling-
kungannva.

2. Transparansi yang rendah

Kasus tidak adanya transparansi ini menyang-
kut Peraturan Draerah No. 6 tahun 1995 tentang
persarapahan. Talam Perda ito, disebutkan secara

pengEuna jasa sekedar memberi respon atas aspirasi yang ber-
kembang di lingkungan pemerintah daerah. [nilah yang di-
namai dengan fenomena renre. Lih Apus Dwiyanto dkk.
{2002, Reformast Birokrase Publik, Yopyakarta, PSE UGM,

® Salah satu kisah yanp disampaikan oleh pejabat inggi
mengungkap bahwa kesebelasan scpakbola menjadi ‘arena’
pertemuan antara pejabat dengan penguszha di Yogyakarta.
Ferbincangan soal perizinan hingga pembelian tznah ber-
langsung ‘melalui’ perserikatan sepakbola yang sama-sama
mereka sponsorn.
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tegas bahwa setiap rurnah tangga, orang ataw ba-
dan yang menjalankan usaha baik yang berorien-
tasi profit dan aon-profit diwajibkan mentbayar re-
tribusi sampah setizp bulannya. Semestinya retri-
busi sampah iru diganakan untuk mengatasi masa-
lah sampah berikut dampaknya. Namun kenyata-
annvya, hasil dari pemongotan retribusi sampah itu
tidak transparan penggunaannya. Belum lagi, mi-
nimnya TPS {tempat pembuangan sampah semen-
tara) yang disedizkan oleh pemerintah kota beraki-
bat banyaknya masyarakat yang membuang sam-
pah tidak pada tempatnya, sechingga sunga: yang
dijadikan sasaran pembuangan. Sedang pada saat
yang bersamaan, setiap tahun pemerintah kota ha-
rus menganggarkan sejumlah dana dalam APBD
yang dialokasikan untuk prokasib (proyek kali
bersih).

Transparansi yang rendah ini juga berakibat
pada tingginya angka korupsi di kalangan anggota
Dewan. Anggota Dewan disibukkan oleh upaya
menaikkan vang pesangon dari 10 juta/tahun
menjadi 25 juta/tahun, dimana angka ini merupa-
kan kenaikan sebesar [50%. Padahal tak pernah di-
ketahui apa nyjuan sebenarmya dari vang pesangon.
Kenaikan 150% sangat tidak sebanding dengan
kenaikan anggaran permbangunan yang mengatarmi
kenaikan hanya sekitar 44,06%. Sebagaimana peng-
amatan berbagai kalangan, peningkatan kese-
jahteraanlah yang kerapkali memadi titk berat per-
hatian kalangan Dewan. Karena itulah banyak se-
kali perkara korupsi menyelimut: kalangan De-
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wan, di antaranya Jogja Exhibition Centre (JEC)
dan Asuransigate. Dua masalah itu telah menjadi
isu nasional yang makin menyudutkan kalangan
Dewan.

Transparansi itu tampaknya dipengaruhi pula
oleh budaya feodalisme yang teriadi di Yogyakarta.
Beberapa kasus penyimpangan yang terjadi di pe-
merintzhan propinsi, dimana 50 Sultan berposist
sebagai gubernur, tidak dapat dibuka ke publik.
Meski persoalan pemilithan kepala daerah yang
ditetapkan melalui pemilu atau penetapan sudah
selesai, tapi konflik pemilihan ini memicu diguna-
kannya pcjabat publik sebagai kendaraan politik.
Masih banyak pegawal pemerintahan, seperti di
Kabupaten Bantul, yang melakukan aksi untuk
mendukung keberadaan gurbenur. Kejadian ini
meryadi kontroversi karena aksi ini menelan biaya
dan dari mana biaya itu sesungguhnya?

Dralam kerangka teoritis, kualitas pemberian
pelayanan kepada publik belum sepenuhnya
mengembangkan prinsip kompetensi, yakni ke-
mampuan aparat birckrasi untuk mengetahui dan
memenuhi proses pelayanan yang dibutuhkan
pengguna jasa. Ada sato kasus tentang seorang
pengguna jasa yang sedang mengurus pelayanan
peningkatan hak rumah, dart hak guna bangunan
menjadi hak milik. Pengguna jasa tersebut mena-
nyakan kepada salah seorang aparat pelayanan
tentang status penyelesaian sertifikat rumahnya
dan jawaban yang diterima, sungguh mengsjutkan:
semua aparat di bagian tersebut tidak mengetahui-
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nya. Pertanyaan balik dizjukan ke pengguna jasa:
siapa yang duolu pertama kali diserahi dokumen
tersebut. [ni menunjukkan, pengurusan sertifikasi
tanah tanpa pernah tahu siapa yang melayani per-
tama bisa membuat dockumen itu hilang dalam
tumpukan arsip yang pendckumentasiannya am-
buradul. Kualitas pelayanan yang ada dalam ka-
sus ini memperlihatkan betapa tidak efisiennya
pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah se-
tempat.

3. Pelayanan kesehatan yang tidak manusiawi

Sisi pelayanan keschatan yang disorot banyak
menimbulkan masalah adalah ongkos pelayanan.
Perbedaan ongkos pelayanan ternyata berpenga-
ruh pada kualitas pelavanan, sehingga yang selalu
dirugikan adalah mereka yang berada di kelas eko-
nomi rendah. Dalam wawancara dengan salah sa-
tut pasien rumah sakit negen, dikatakan bahwa ‘ke-
las ekonerni’ perawatan pasien seperti kelas untuk
pelatihan. 'Dokter’ yang memberikan perawatan
biasanya adalah mahasiswa akhir yang sedang
menempuh ‘praktek pelatihan’. Keadaan ini diper-
parah lagi dengan tidak diberikannya informasi
yang memadai kepada pasien atau keluarganya,
mengenai penyakit apa yang didenta dan berapa
lama waktu yang dihabiskan dalam perawatan.

Dalam pelayanan kesehatan, pasien terkadang
tidak diberi informasi yang mencukupi mengenai
obat yang bisa diberikan. Obat-obat itu sering ha-
rus ditebus dengan biaya mahal dan berasal dart
pabrik farmasi tertentu. Bahkan obat semakin
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mahal dan pelayanan semakin berongkos tinggi
terutama unwuk penyakit khusus, seperti kanker.
Penyakit seperti ind memerlukan penanganan khu-
sus dan 'biaya khusus’. Peluang untuk menggu-
nakan ‘surat tidak mampu’ sangat sulit dan kalau-
pun ada dibenturkan oleh birokrasi yang berbelit-
belit. Khusus Puskesmas, hal ini tidak terjadi, kare-
na untuk Puskesmas pelayanan maupun obat bisa
ditebus dengan harga yang murah. Umumnya alas-
an yang dikermukakan rumah sakit karena sarana
terbatas, sehingga semua perawatan yang mema-
kan biaya itu dibebankan pada pasien.

Pelayanan keschatan yang terjadi di rumah
sakit negeri memang dihadapkan pada teknik
pelayanan yang kadangkala tidak humanis. Pena-
nganan yang lamban dan sikap yang kurang ramah
menjadi keluhan berbagai responden. Beberapa ka-
li responden mengeluh karena sikap perawat atau
dokter yang tidak ramah ketika berhubungan de-
ngan pasien. Ada pengalaman responden yang ber-
pindah ke rumah sakit swasta saat itv juga karena
perawat tidak cepat melakukan penanganan.

Di Yogvakarta ada satu rumah sakit negeri
yang sangat besar dan beberapa rumah sakit
swasta, Beberapa responden sudah memiliki pan-
dangan sterotipe bahwa rumah sakit negeri terke-
san ‘murah tapi buruk pelayanan'. Sterctipe ini
tumbuh dari obrolan-obrolan ringan hingga be-
rangsur-angsur menjadi kepercayaan publik, se-
hingga kebanyakan responden memilib untuk dira-
wat di rumah sakit swasta. Apalagi bagi pasien
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vang memiliki ikatan orpanisasi maupun idealis-
me yang sama dengan rumah sakit tertentu, seperti
PKU Muhammadyah.

4. Rendahnya akuntabilitas
dan mahalnya berurusan dengan Polisi

Dalam berhubungan dengan Polisi sebagian
besar responden memberi keluhan yang sama:
mahal dan berbelit-belit. Mahal ini hampir di se-
mua urusan, mulai dari lapor ketika terjadi kasus
maupun saat mengurus SIM (Surat Izin Menge-
mudi). Mekanisme pengurusan SIM ini kebanya-
kan respenden menganggap tidak pernah transpa-
ran baik jalur maupun prosedurnya. Kebanyakan
responden lebih baik menempuh dengan cara nem-
bak, yakni memakai birc jasa pengorus SIM. Se-
dang dalam hal pelaporan kasus, Polisi terkadang
tidak pernah memberitahukan bagaimana pena-
nganan atas kasus itu. Progrees report polisi dalam
melakukan penanganan kasus tertentu tidak per-
nah disampaikan ke publik.

Di sisi lain, keluhan Polisi akan keterbatasan
dan minimnya biaya tidak diimbangi denpan trans-
paransi dalam pengelolaan dana, Seorang respon-
den yang berasal dari kalanpan Kepolisian membe-
ritahukan bahwa mereka kerapkali harus menan-
datangani kwitansi yang ‘angkanya’ berbeda de-
ngan uang yang diterima, ketika mendapat ‘jatah
bulanan’ untuk biaya Polsek. Minimnya biaya ini
tidak pernah dibuka ke publik, Kalangan Kepolisi-
an khawatir kalau ‘dibuka’ akan mengancam po-
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sisinya. Artinya, di lingkungan internal Kepolisian
sendiri memang budaya keterbukaan belum ber-
langsung. Kondisi demikian inilzh yang mendo-
rong tersebar-luasnya segala bentuk KKN.

Salah satu wujud KKN lain adalah adanya ang-
gota Kepolisizn yang ‘memalak’ tempat-tempat ter-
tenitu, seperti hotel atan ‘warung-warung’ Khusus.
Respenden yang pernah menjadi korban tidak be-
rani melaporkan okanun Polisi yang melakukannya,
karena anggapannya hal ini sudah lazim.

Selanjutnya, tindakan yang paling sering di-
lakukan Polisi adalah razia di beberapa ruas jalan
yang padat lalu-lintasnya. Razia ini bahkan dilaku-
kan dengan cara—mengikuti istilah responden—
‘kucing-kucingan’, dimana Polisi bersernbunyi di
tempat tertentu dan ‘menjebak’ para pengendara
yang lengah. Kegiatan ini menjadi keluban ramai
masyarakat. Kalangan Polisi selalu beralasan bah-
wa razia itu dilakukan sebagai cara untuk memnn-
nimalisir angka pencurian kendaraan bermotor.
Padahal belum ada kajian yang serius mengenai
kaitan antara kemampuan dalam menyelesaikan
kasus curanmor dengan ‘kegigihan’ melakukan
razia.

Beberapa responden juga menyinggung ‘pe-
merasan’ yang dilakukan oleh kalangan Kepolisian
dalam melakukan peranganan atas tindak kejahat-
an tertentu. Responden yang dituduh sebagai pena-
dah mengatakan kalau Polisi kerapkali memperu-
mit kasus yang sebenarnya sudah jelas posisinya.
Dengan ancaman zkan dikenai sejumiah pasal
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tertentu serta kewenangannya melakukan pena-
hanan, sering digunakan Polisi sebagai cara untuk
melakukan pemerasan. Responden ada yang dike-
nai denda sebesar Rp 1 juta hanya karena dituduh
sebagai penadah barang curian, padahal kasus be-
lum diusut secara akurat. Ketakutan dalam beru-
rusan dengan Polisi membuat masyarakat enggan
melaporkan jika ada persoalan keamanan, juga
tidak mau untuk menjadi saksi kasus apapun.
Dari sisi inilah maka Kepolisian memang ber-
ada dalam taraf 'kepercayaan publik’ yang cukup
rendah. Kepercayaan yang rendah ini disebabkan
oleh beberapa sebab, pertama, adalah kualitas ker-
ja Kepolisian yang memang masih mengede-
pankan pendekatan yang kurang hurnanis dan ku-
rang menghargai hak masyarakat sebagai kon-
sumen, kedua, adalah tidak transparannya Polisi
dalam menjalankan semua aktivitas. Dalam soal
pelaporan memang Pelisi masih lamban, bahkan
vntuk sejumlah kasus seperti togel atau tempat per-
judian kerapkali kalangan Kepolisian kurang
memberikan respon aktf. Tuduhan Polisi berseku-
tu dengan pelaku perjudian seringkali dilontarkan,
bahkan oleh kalangan pejabat tinggi di DIY. Keti-
ga, transparansi ini juga menyangkut pengangkat-
an Kapolsek, Kapoliabes maupun Kapelda yang
melalui jalur internal tidak melibatkan kepala dae-
rah setempat atau badan perwakilan daerah setem-
pat.? Padahal Polisi sudah lepas dari institusi Mili-

" Dalzm salzh satu wawancara, seorang pejabat tinggl
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ter maka semestinya posisi sebagai aparat sipil me-
nuntutnya untuk melakukan koordinasi dengan
aparat sipil yang lain.

Sejumlah kasus-kasus ini menunjukkan bagai-
mana masih rendzhnya kualitas pelayanan publik
yang dilakukan aparat tethadap masyarakat konsu-
men. Harapan masyarakat akan perbaikan kinerja
pemierintahan selain perlu didukung oleh penga-
wasan aktif kalangan masyarakart juga perlu perba-
tkan kultur yang ada di lingkungan pemerintah
sengliri. Etos masa lalu yang menyatakan ‘birokrasi
harus dilayani' sudah tidak lagi memadai dan etos
birckrasi sebagai pelayan ini yang mestinya dikede-
pankan. Kenvataan bahwa masyarakat masih me-
rasa sebagat cbyek pemerasan dalam soal pelayan-
an publik melahirkan untutan unuk melakokan
perubahan yang lebih mendasar, di antaranya me-
nyangkut transparansi dan akuntabilitas di tingkat-
an publik penting untuk dijadikan agenda pemba-
haruan.

Disisi lain, ternyata yang tak kalah signifikan
adalah keberadaan Ombudsman, yang oleh sebagi-
an responden dipandang sebagai bagian penting
dari pembaharuan tata pemerintahan. Dari para
responden memang muncul kekuatiran mengenai
cara pemilihan anggota. Sejumlah responden sepa-

DY menceritakan bagaimana dalam pengangkatan dan
pemutasian kepalz tnpei Kepolisian, kalangan pejabat sulit
unhik memberikan masukan. Akibamya, saat ada pejabat Po-
Lisi yang berzih tapt dimutasi mendadak, kalangan pemerintah
daerah tidak dapat berbuar apa-apa.
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kat mengajukan bahwa kalangan DPRD perlu tet-
libat dan bahkan jika perlu masyarakat berhak
untuk mengajukan calonnya. Kekhawatiran lain
yang menghantui responden adalah Ombudsman
nantinya kurang memiliki daya jangkau yang luas.
Itulah mengapa posisi dan kedudukan Ombuds-
man harus kuat. Kekuatan ini selzin akan mem-
pengaruhi lembaga yang sudah ada, juga dapat
menumbuhkan legitimasi dari masyarakat. Legi-
timast ini penting mengingat dengan dukungan
dan masyarakat luas, Ombudsman dapat menja-
di salah satu pengawal tata pemerintahan yang
baik.

V. Kesimpulan

Citra Ombudsman Nasional yang dapat me-
respon dan menyelesaikan berbagai masalah dan
keluhan masyarakat yang berhubungan dengan bi-
rokrasi, adalah salah satu faktor yang dapat kita
jadikan pemicu perlunya pembentukan Ombuds-
man Daerah, baik di propinsi maupun di kota/
kabupaten. Komist Ombudsman Nasional hadir di
tengah-tengah krisis kepercayaan masyarakat ter-
hadap lembaga-lembaga yang ada. Semua ini ten-
tu tidak lepas dari personil-personil yang duduk di
Komisi tersebut, yang sebelumnya sudah dikenal
masyarakat [uas sebagat tokoh-tokoh yang bersih
dan berwibawa,

Sebagal konsekuensi pencitraan Komisi Om-
budsman Nasicnal tersebur, sekarang mulai dira-
sakan bahwa kuantitas pengaduan masyarakat
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kepada Komisi Ombudsman dari hari ke hari se-
makin hanyak, bahkan scbagian besar datangnya
dari daerah. Atas dasarinilah, kehadiran Ombuds-
man Daerah menjadi suatu kebutuhan yang telah
ditunggu-tunggu. Di samping itu, sejak di-
berlakukannya otonomi, praktek KKN di daerah-
daerah secara kualitas dan kuantitas sermakin men-
jadijadi, pelayanan publik semakin tidak jelas,
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik
dan bebas dari praktek-prakiek KKN semakin jauh
panggang dart apr.

Meskipun demikian, pembentukan Ombud-
sman Daerah tidak begitu saja dapat membonceng
keberhasilan Ombudsman Nasional. Pembentuk-
an Ombudsman Daerah paling tidak harus *satn
paket’ dengan sizpa tokoh-tokch yang duduk da-
lam komisi nasional tersebut. Paling tidak, kapahi-
litas anggota Ombudsman Daerah seperti tokoh-
tokoh yang duduk di Ombudsman Nasional, yakni
mereka yang telah dikenal masyarakat daerah yang
memiliki integritas tinggi dalam meniperjcangkan
hak-hak masyarakat, bersih dari sejarah KKN, ber-
wibgwa, dan dapat diterima paling tidak oleh seba-
gian besar masyarakat. Jika tidak, maka pemben-
tukan Komisi Ombudsman Daerah bukan saja akan
bernasib sama seperti lembaga-lembaga peng-
awasan lainnya, tetapi juga pada gilirannya dapat
mempengaruhi citra Komisi Ombudsman secara
nasionai.
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Sebuah Ringkasan Pendek
Mengenai Relevansi Pembentukan
Ombudsman Daerah

Prafikno?

Dasar Pemikiran

- Pembentukan Ombudsman Daerah dianggap
relevan jika memberikan kontribusi secara sig-
nifikan kepada perbaikan kinerja pemerinta-
han yang berkeadilan dan mengabdi kepada
kepentingan publik dengan mengoptimalkan
sumber daya.

. Oleh karena ity, Ombudsman Daerah tidak
perlu dibentuk apabila secara meyakinkan bisa
diduga bahwa.

a. Ombudsman Daerah tidak akan bisa ber-
fungsi efeknf,

b. Fungsi yang akan dijalankannya telah di-
ialankan oleh institusi yang lain.

! Pratikno adalah dosen Fakultas Isipol UGM,
Yogyakarta,
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Belajar dari Kiner]a‘ Komisi Ombudsman Nasional:

2000-2002 _ Selama bekerja selama 2000-2002, kinerja

Ombudsman Nasional scbagai berikut:

- Komisi Ombudsman Nasional dibentuk ber- a. Dalam polemik pengangkatan Ketua Mah-

dasarkan Keppres No. 44/2000 tentang Komisi : kamah Agung (MA)

Ombudsman Nasional. Rekomendasi: Kepada Presiden, agar Presi-
- Dalam Keppres ini dinyatakan bahwa Komist den menentukan salah satu nama dari dua

Ombudsman Nasional adalah: calon usulan DPR.

a. Lembaga pengawasan masyarakat, Hasil: Presiden mengangkat Bagir Manan

b. Bersifat mandin. sebagai Ketua MA.

<. Berwenang melakukan klarifikasi, monitor- b. Dugaan kolusi dalam perkara perdata yang

ng atau pemerniksaan atas laporan masyara-
kat tentang penyelenggaraan negara, khu-
susnya pelaksanaan oleh aparatur pemerin-

melibatkan staf bagian perdata MA
Rekomendasi: Kepada MA, agar MA mem-
perhatikan laporan, melakukan pemeriksa-

tah termasuk lembaga peradilan, terutama
dalam memberikan pelayanan ke masyara- dap mereka yang terlibat. Kepada Ketua
kat. MA, agar mengawasi proses pemeriksaan
d. Anggota sebanyak-banyaknya 9 orang. ini.
e. Pemilihan anggota dan ketua Qmbudsman Hasil: Karyawan MA tersebut diperiksa dan
untuk pertama kalinya ditetapkan Keppres dijatubi hukuman disiplin.
{dalam lampirannya). Proses pemilihannya c. Kejanggalan-kejanggalan/putusan tidak
adalah DPR yang mengangkat Ketua, lalu adil [kasus di Pengadilan Tinggi (PT) DKI
Ketua mengajukan beberapa nama kepada Jakarta]
DPR, lalu DPR memilih 8 anggotanya, Rekomendasi: Kepada Ketuz PT, agar Ke-
- Dalam Keppres tersebut susunan organisasi- tuz PT melakukan pemeriksaan khususnya

an dan mengambil tindakan hukum terha-

nya mencakup: tentang pemberian sejumlah uang oleh pe-
2. rapat paripurna lapor kepada Ketua Majelss.

b. sub komisi Hasil: Ketuz PT mengakui terjadinya kasus
¢. sekretariat itu dan memberi hukuman disiplin berupa
d. tim asistensi dan staf administrasi ‘teguran lisan’

d. Konflik kepentingan/larangan rangkap ja-
batan (Hakim Pengadilan Agama Sukabu-
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h. Kejanggalan persidangan
Rekomendasi: Meminta Ketua Pengadilan
untuk mempettimbangkan permintaan pe-
lapor dan memberitahukan hasilnya ke Om-
budsman
Hasil: Putusan pengadilan batal

mi {elah bertindak sebagai pengacara/kuasa
hukum tergugat)

Rekomendasi: Kepada Ketua MA, agar Ke-
tuz MA meiakukan penelitian serta membe-
ri penjelasan apakah seorang hakim boleh

menjadi kuasa hukum sebuah perkara
Hasil: Ketua MA memberi penjelasan ke i. Dugaan kolusi yang mengakibatkan Penga-

Ombudsman bahwa hal itu benar terjadi dan dilan Tinggt Jember tidak melaksanakan ek-

bahwa hakim yang bersangkutan telah men- sekusi Putusan MA
dapat teguran tertulis Rekomendasi: Kepada Ketua Pengadilan,

e. Konflik kepentingan/larangan rangkap ja- agar Ketna Pengadilan memperhatikan sub-
batan (seorang pegawai Pengadilan Agama stansi dan mengambil tindakan sesuai hu-

Jakarta Utara bertindak sebagai pengacara kurn
Hasil: Kerua Pengadian dicopot

prakiek)
Rekomendasi: Meminta penjelasan dari Ke- j. Pelayanan buruk (Panitera Pengpganti MA
tua Pengadilan meminta uang sejumlah 200 juta untuk

memproses perkara)

Rekomendasi: Meminta Kepala Kepolisian
K1 untuk menindaklanjuti perkara ini
Hasil: Selama dalam proses pemeriksaan,
Ketua Panitera yang bersanghkutan ¢h non-

Hasil: Terlapor mendapatkan hukuman pe-
nundaan kenaikan gaji berkala selama satu
tahun

f. Peradilan curang berkaitan dengan keputus-
an MA yang mengakibatkan hilangnya hak

atas tanah pelapor aktif-kan dari jabatan

Rekomendasi: Meminta klarifikasi kepada k. Penanganan yang lambat oleh Kepolisian

MA terhadap kasus sengketa kontrak sewa ge-

Hasil: Tanah dikembalikan dung yang melibatkan pengerahan preman
g Ketidakadilan/penundaan berlarut-larut Rekomendasi: Meminta Kepolisian untuk

(dalam kasus tanah) melanfutkan proses pemerikszan

Rekomendasi: Meminta Ketua MA untuk Hasil: Permasalahan sclesa

menjamin kepastian hukum }. Penyalahgunaan diskresi Kejaksaan Agung

Hasil: Rekomendasi Ombudsman dilampir- _ Rekomendasi: Memninta Jaksa Agung mela-

kan dalam berkas perkara Peninjauan Kerm- kukan pemerikszan

bali (PK)
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Hasil: Berkas perkara dilimpahkan ke Pen-
gadilan

m.Ketidakadilan akibat maladministrasi (kasus
di Kejaksaan Tinggi)
Rekomendasi: Meminta Kepala Kejaksaan
Tinggi untuk melakukan penelitian terhadap
hal tersebut dan meminta tindakan nyata
Hasil: Ditindakianjuti sesuai prosedur dan
*i‘{ang bersangkutan dijatahi hukuman disip-
in

Relevansi Ombudsman:
Ombudsman Seperti Apa?

- Apabila Ombudsman yang akan dibentuk

adalah Ombudsman seperti dalam Keppres
yang bekerja selama 2000-2002, Ombudsman
tidak bisa bekerja optimal. Oleh karena itu,
Ombudsman hanya akan relevan dibentuk
apabila Ombudsman hadir dalam kewenangan
dan format kelembagaan yang baru danlebih
efektif.
Peluang pembentukan Cmbudsman baru ini
telah diamanahkan oleh TAP MPR No, VII1/
MPR /2001 yang merekomendasikan perumnmus-
an UU tentang Ombudsman. Selengkapnya,
TAP MPR ini meminta peraturan pelaksana-
annya untuk pencegahan korupsi yang muat-
annya meliputi:
a. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Ko-
mpsi
b. Perlindungan Saksi dan Korban

Relevansi Pembentukan Ombudsman Dhasvah

. Kejahatan Terorganisasi

d. Kebebasan Mendapatkan 1nformasi
¢. Etika Pemerintahan

f. Kejahatan Pencucian Uang

g Ombudsman

- Format Ombudsman yang baru ini sudah mu-

lai nampak dalam RUU inisiatif DPR versi
September 2003.

- Dalam RUUJ versi ini, Ombudsman RI:

a. Merupakan Lembaga Negara untuk menga-
wasi penyelenggaraan tugas pelayanan nega-
ra di pusat dan daerah kepada masyarakat.

b. Pelayanan negara yang diawasi yang dilaku-
kan oleh aparat penyelenggara negara,
BUMN, BUMD, BHMN.

¢. Ombudsman RI atau Ombudsman terdini
dari Ombudsman Nasional dan Ombud-
sman Daerah.

- Ombudsman Nasional:

2. Berkedudukan di thukota negara.

b. Menangani tindakan maladministrasi di se-
Juruh wilayah RI.

- Qmbudsman Daerah:

a. Lembaga Daerah

b. Diadakan untuk mengawasi penyelenggaraan
tugas pelayanan Pemda kepada masyarakat
propinsi dan/atau daerah kabupaten/kota.

- Ombudsman R1, sifat:

a. Mandiri

b. Tidak memiliki hubungan organik dengan
lembaga negara, daerah maupun lembaga
lainnya.
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¢. Bebas dari campur tangan keknasaan lain-
nya.
- Tentang tempat kedudukan {pasal 6):
a. Ombudsman RI terdiri dari:
I. Ombudsman Masional
2. Perwakilan Ombudsman Nasional di
Daerah
3. Ombudsman Daerah

b. Ketua Ombudsman Nasional dapat mendi-
rikan kantor perwakilan Ombudsman

c. Ombudsman Nasicnal di ibukota propinsi
bila perlu.

d. Di tiap kabupaten/kota dibentuk Ombud-
sman Daerah.

e. DPRD dapat membentuk Ombudsman
Kabupaten atau Kota sesuai kebutuhan, bila
dipandang perlu.

f. Tata cara pembentukan, susunan dan hu-
pungan Ombudsman Dagrah dengan Om-
budsman Nasional diatur lebih lanjut de-
ngan Peraturan Pemerintah,

- Keanggotaan:

a. Ketua dan Wakil Ombudsman Nasional
dipilik oleh DPR, diresntikan pengangkatan-
nya oleh Presiden untuk masa jabatan 6 ta-
hun,

b. Anggata Ombudsman diangkat oleh Presi-
den atas usul dan Ketua dengan pertimbang-
an DPR untuk masa 6 tahon.

¢. Ketua, Wakil, Anggota dapat dipilib lagi un-
tuk | kali masa jabatan benkutnya.
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- Ombudsman Daerah:

a. DPRD Propinsi, Kabupaten/Kota dapat
membentuk Ombudsman Daerah.

b. Ombudsman Daerah terdiri dan:
1. Ketua Ombudsman Daerah
2. Wakil Ketua
3. Beberapa Anggota

¢. Ombudsman Daerah dilengkapi dengan se-
buah sekretariat yang dipimpin Kepala Sek-
retatiat Ombudsman daerah.

d. Pembentukan dan tata cara pengangkatan-
nya dengan Perda.

e. Anggaran Qmbudsman Daerah diambilkan
dari APBD.

- Hubungan Ombudsman Nasional dan Daerah:

a. Ombudsman Propinsi bersifat mandiri, bu-
kan bagian Ombudsman Nasional.

b. Ombudsman Kabupaten/Kota juga man-
diri.

c. Pelaksanaan tugas Ombudsman Daerah bi-
sa disesuaikan dengan tata cara pelaksanaan
Ombudsman Nasional, kecuali yang me-.
nyangkut Badan Peradilan.

d. Untuk pengawasan terhadap penyelenggara-
an tugas negara yang dilakukan oleh Badan
Penpadilan di daerah tetap menjadi kewe-
nangan Ombudsman Nasional.

- Ombudsman Nasional tidak bertanggung ja-

wab kepada DPR tapi wajib memben laporan
berkala dan tabunan sebagai bentuk pertang-
gungjawaban pada masyarakat.
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Bagaimana Dmbu:isman versi AUL dalam Konteks
Komparatit?

- Di dunia sekarang terdapat lebih dari 100

Ombudsman Nasional.
- Jenis-Jenis Ombudsman:
a. Ombudsman Parlernenter

Dipilih parlemen/kepala negara tapi ber-

tanggung jawab pada parlemen.
b. Ombudsman Eksekutif

Diangkat oleh Kepala Negara dan bertang-
gung jawab pada Kepala Negara (Indonesia

saat ini, Pakistan, dil).

- Hubungan Ombudsman Klasik dengan Komi-

si-Kormust HAM:

a. Ombudsman generasi pertaina: Ombud-
sman vang diber tanggung jawab atas admi-
nistrasl negara, sedangkan Komisi HAM

menangani masalah HAM.

b. Ombudsman generasi keduva: Gabungan
fungsi memeriksa tindakan-tindakan mal-
administrasi penyelenggaraan pemenntahan

dan pelangparan HAM.

- DM beberapa negara, wewenang Ombudsman
berkembang sampai ke penyelidikan dan me-
nuntut perbuatan dan praktek korupsi (di Fili-
pina berhasil menjatuhkan Presiden Joseph Es-

trada}.
- Pembagian jenis Ombudsman lainnya:
a. Ombudsman Supranasional
Contoh: Uni Eropa
b. Ombudsman Nasional
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¢. Qmbudsman Wilayah
d. Ombudsman Daerah

- Ombudsman di Swedia

a. Swedia merupakan tanah kelahiran Qm-
budsman Modern {berdiri tahun 1809) atau
sekitar 200 tahun sebelum Kejaksaan Mo-
dern dibentuk di Perancis dan Polisi Modern
di Inggris.

b. Merupakan Ombudsman Parlementer.

¢. Tugasnya melakukan pengawasan terhadap
pengadilan dan administrasi publik untuk
kepentingan para individu, bekerja secara in-
dependen dari pemerintah atas nama Rik-
sdag (parlemen).

d. Mencakup semua lembaga peradilan, peme-
rintahan, pejabat eksekutif, pejabat publik,
namun tidak mengawasi anggota Riksdag.

e. Rancangan anggaran disusun sendiri dan di-
setujui DPR.

f. Konon Ombudsman di negara ini sangat
mandiri, epas dari pengaruh eksekutiflegis-
latif.

g. Hubungannya dengan lembaga peradilan:
Ombudsman menghindan masaiak substan-
tif keputusan dari Pengadilan Umum dan
Pengadilan Tata Usaha Negara dan hanya
mengerjakan masalah-masalah prosedural.

h. Punya wewenang sntuk menuntut dan me-
lakukan investigasi terhadap para pejabat bi-
rokrasi dan pegawai pemerintah, militer dan
hakim.
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i. Jumlah anggota 4 orang, Ketua dipilih cleh
DFPER.

i- Masa jabatan anggota 4 tahun, Wakil Ketua
2 tahun.

k. Bila Ombudsman melakukan penyimpang-
an, yang berwenang mengadili adalah MA.

I. Ombudsman (dalam bahasa Swedia berarti
orbud = wakil) sangat populer. Organisasi
buruh, Organisasi Politik, bahkan Perusaha-
an Publik dan Swasta memilild Ombudsman
sendini-sendiri.

- Ombudsman di Belanda

a. Ombudsman diatur dalam konstitusi,

b. Masz jabatan 6 tahun dan bisa dipilih lagi.

¢. Angota dipilih oleh Majelis Rendah Parie-
men atas rekomendasi Wakil Ketua Dewan
Negara, Ketua MA dan Ketva Badan Peme-
riksa Keuangan.

d. Tidak boleh merangkap jabatan.

€. Rekomendasi Ombudsman tidak bersifat
n"lengikat sehingga tergantung otoritas admi-
nistrasi pemernintah.

Ombudsman di Australia

a. Didirikan atas rekomendasi dari Konmite
Pembaharuan Pemerintah Federal sebagai
Komisi Pengaduan (tahun 1971).

b. Saat ini setiap negara bagian dan wilayah te-
ritorial Australia memiliki Cmbudsman,

¢. Tugas Ombudsman Federal: mengawasi ku-
alitas pelayvanan publik.

Relevansi Pambentukan Qrbedsman Dagrah

d. Wewenangnya adalah melakukan investi-
gasi dan rekomendasi tentang:
1. sistem dan struktur organisasi pemerintah
2. tindak pidana korupsi pegawai negeri

e. Bila rekomendasi ini tidak direspon, Om-
budsman bisa mengirimkan laporan kepada
Perdana Menteri dan Parlemen.

- Orobudsman di Selandia Baru

a. Ombudsman dibentuk berdasar rekomenda-
si DPR.

b. Anggota tidak boleh merangkap jabatar.

¢. Masa jabatan sama dengan masa jabatan
DPR dan hanya bisa dicopot oleh Gubernur
Jenderal.

d. Tnvestigasi mencakup: segala bhal yang ber-
kaitan dengan tindakan menyimpang/ mela-
laikan kewajiban dari aparat pemerintah.

Ombudsman di Perancis

Wewcenangnya melakukan investipasi dan
mediasi antara pihak pelapor dan terlapor.
Sementara itu ada beberapa negara yang
tidak memiliki Ombudsman Nasional tapi
memiliki Ombudsman Daerah, seperti
Swiss, Italia, AS, Kanada, dsb.

Cmbudsman Daerah:
Yogyakarta Bagaimana?

- Dengan otonomi daerah terfadi pemindahan
berbagai fungsi dan tanggung jawab dalam
pemberian pelayanan umum kepada daerah,
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sehingga fungsi dan pengawasan perlu diopti-
malkan.
- Dalarn praktek penyelenggaraan pemerintahan
ada banyak potensi penyimpangan di daerah.
- Selama ini fungsi kontrol terhadap pemerintah
dilakukan oleh:
a DPRD
b. Civil Soctery
- Fungsi kontrol selama ini tidak cukup efektif.
- Apakah fungsi tersebut menjadi lebih efektif
kalau dibentuk Ombudsman?
- Bagaimana kedudukan Ombudsman Daerah
dalam perangkat pemerintah daerah?
- Bagaimana dukungan politik terhadap pem-
bentukan Ombudsman Yogyakarta?
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Ombudsman dalam Perspekeif
Hukum Tata Negara:
Beberapa Catatan
Satya Arinanto’

vod governance telah menjadi salah satu isu

penting di dunia dewasa ini.* Menurut Trans-
parency International, suatu lembaga yang banyak
meneliti dan mempublikasikan masalab-masalah
yang berkaitan dengan hal ini, indikator good gov-
ernance mencakup sekurang-kurangnya 21 bidang
sebagai berikut:’ (1) Legisfature, (2) Executive, (3)
Judiciary, {4) Ombudsman, (5) Anti-corruption Agen-
cies, (6) Public Service, (7) Loca! Government, (8)
Media, (9) Civif Society, (10) Private Sector, (11) In-

' Sarya Arinanto adalah pengajar dan Wakil Dekan
Bidang Pendayagunaan Sistem [nformas Hukum Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, )

! Sarya Arinanto, ‘Legal Aspects of Good Public
Crovernance in indonesia’, papet dipresentasikan da]l,am_.T oint
Seminaron 'Living in Plural Societes yang diorganisasl olgh
Pernuda Muhamadiyah dan the British Council di Jakarta,
21-22 Februari 2002,

31 ihat Jeremy Pope, ed. (2000, Transparency [nter-
national Source Book 2000, Confronting Corruphions: The
Elements of a National Integrity System, Berlin: Transpa-
rency International. Buku imi juga dapat diakses mclalui situs
hiip:/ A Www ransparancy.org/ sourcebook index. hitml,
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ternational Ageneies, (12) Elections, (13) Administra-

oive Law, {14) Public Service Ethnics, (15) Conflict of
Interests, (1&) Public Procirement, (17) Good Finan-

cial Management, (18) Access to fnformation, (19 Cit-

izens Voice, (20) Competititon Policy, dan (21) Fight-

ing Corruption,

Khusus yang berkaitan dengan ombudsman,
lembaga tersebut menyebutkan beberapa indika-
tor unruk mengakses Kantor Ombudsman sebagai
salah satu pilar integritas sebagai berikur:?

1.Is there an Office of the Cmbudsman or a com-
parable institution?
2.Is the public generally aware of the existence
of any such Office? If 5o, is the Office respect-
2d by the commumnity?
3.Does the Office have adequate budget and is it
adequately staffed?
4 Is the appointment of an COmbudsman made
in a non-partisan manner?
5.Is the office-holder protected from arbitrary
removal from office by the government of the
day?
6.Does the Executive respect and act on the re-
ports of the Office?
1.1s there ease of access for complaints?
8.Can complainants complain anonymously
where they believe they might suffer reprisals
if their identity is known?
Dalam studi hukuim tata negara, khususnya
vang berkaitan dengan masalah struktur pemerin-

1 Thid.
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tahan, dikenal adanya pembahasan tentang ﬁ@
of bureaucratic accouniability. Pembahasan dalam blj
dang tersebut dibagi menjadi dua bagian, yakm
mengenai internal comtrols dan externa! serutiny. In-
ternai controls dilakukan melalui mimisterial direction,
formal regulation, competition between departments,
dan professional standards. Sedangkan external scrit-
tiny dilakukan oleh fegislature and judicfary, om-
Budmsmen, dan interest groups and the mass media *
Apa yang dimaksud dengan exrernal scruliny
adalah periuasan dari fungsi pertanggung) awlfaban
para pegawai (negeri) yang bergerak dalam l:'udang
pelayanan umum. Secara tradisional, para birckrat
dapat melarikan diri dari pemeriksaan, baik secara
politis maupuz publik, ketika, sebagaimana -:111 Ing-
gris, para menteri sendiri yang bertanggung jawab
terhadap parlemen atas tindakan-tindakan para pe-
jabatnya. Para pegawai negeri dapat berlindung d{
balik baju menterinya. Untungnya, sistem sepertl
di Inggris ini tidak diterapkan di negara-negara de-
mokrasi liberal lainnya.®
Di Amerika Serikat, para birokrat lebih ba-
nyak datang dalam kaitan dengan pe n_ampila_m_
kongresionalnya. Tetapi bahkan di Inggris sendiri
Kerunculan semacam kemite pemeriksaan telah
memberikan suatu dimensi baru bagi akuntabilitas
para birokrat. Secara perlahan-lahan, para pejabat

' Rod Hague dan Martin Harrop [2001), Compararive
Governeent and Politics: An Introdicion, New York: Palgrave,
Hal. 262,

¢ Tpid., hal, 263,
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publik kemudian menjadi bersedia untuk memper-
tanggungrawabkan kepada publik hasil-hasil peker-
jaannya.’

Suatu perkembangan bara dalam mekanisme
dari pengawasan eksternal ialah Ombudsman.
Ombudsman dapat didefinisikan sebagai " ... g
prblic official who investigates allggations of maeledmin-
tstration in the public sector”” ! Lembaga ini pertama
kali diperkenalkan di Swedia, dan kemudian ber-
usaha untuk disamai oleh Selandia Baru, dan ke-
inudian ditkuti oleh negara-negara Eropa lainnya.
Dewasa ini, institusi semacamnt ini juga terdapat di
berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Di Indonesia, kehadiran institusi Ombudsman
muncul hampir bersamaan dengan beberapa lem-
baga mandiri lainnya. Dalam stud: hukum tata ne-
para, timbul permasalahan tentang di manakah se-
harusnya ia diatur. Beberapa pihak — termasuk pe-
nulis - telah mengupayakan pengaturannya dalam
Perubahan Ketiga UUD 1945, Namun demikian,
hingga Perubahan Keempat UTUUD 1945 disahkan,
belum ada satu pasal pun yang mengatur mengenai
hal ini.

Hal inilah antara lain yang harus kita perju-
angkan. Dalam konteks yang lebih jauh, persoal-
an imjuga harus diartikan secara lebih luas, yakni
perlunya upaya untuk membentuk lembaga-lem-
baga semacam Komisi Ombudsman Nasional di
tingkat daerah.

' [bid.
* [bid.

™

Sebuah Ringkasan Pendek
mengenai Ombudsman
Antonius Sujata’

1. Fakta-fakta sejarah Ombudsman

- Ombudsman pertama kali dikenal di Swedia
(1809).

. Ombudsman berkembang di negara-negara
Skandinavia dan Fropa lainnya serta negara-
negara commonwedlih.

- Pada 1983 terdapat 21 Ombudsman di level na-
sional dan 6 Ombudsman daerah.

- Pada 2003 lembaga Ombudsman telah berdir:
di lebib dari 130 negara di dunia.

- Ombudsman 55 negara di antaranya telah dia-
tur dalam konstitusi.

- Ombudsman-ombudsman baru berdiri me-
nandai proses perturnbuhan demokrasi di ne-
gara-negara tersebut.

- Ombudsman dikenal sebagai kekuasaan baru
(pengawasan) selain kekuasaan legislatif, ek-
sekutif dan yudikacf,

| Antonius Sujata adalah anggota Komisi Ombuodsman
Masional, Jakarta.
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- Terjadi perkemf:angan vartan Ombudsman,
misalnya Ombudsman untuk sektor swasta
(private).

II. Karaltteristik universal Ombudsman

- Sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap
pelayanan umum pemerintzh

- Independen

- Rekomendasinya bersifat non fegally binding

- Ruang lingkupnya berada pada hukurn pubhik
{hukum administrasi negara)

- Mempunyai subpoera power

- Bertugas mengeliminasi tindakan maladminis-
trasi dan praktek keruptif

III. Cmbudsman dikenal dengan berbagai nama,
di antaranya

- Defensor del Pueblo, untuk sejumlzh negara-
negara berbahasa Spanyol (seperti Spanyol,
Argentina, Peru dan Kolombia)

- Parliamentary Commissioner for Administra-
tion {seperti 5ri Lanka dan Inggris Raya)

- Mediateur de la Republique (seperti Prancis,
Gabon, Mauritania, Sinegal)

- Public Protcctor {Afrika Selatan)

- Protecteur du Citoyen (Quebec)

- Yolksantwaltschaft (Austria)

- Public Camplaints Commision (Nigeria)

- Provedor de Justica {Portugal)

- Difensore Civico (Italia)
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- Investigator-General (Zambia)
- Citizen's Aide (lowa)

- Wafaqi Mchtasib (Pakistan)

- Lok Ayukta (India)

1V. Ombudsman di Indonesia
A_Landasan yuridis

- Pasal 2 TAP MPR No. VIII/MPR/2001 ten-
tang rekomendasi arah kebijakan negara yang
bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme

. UU No. 25 tahun 2000 tentang Propenas
(ditetapkannya Ombudsman Nasional meru-
pakan indikator kerja kebijakan pembangunan
hukum 1999-2004)

- Keppres No. 44 tahun 2000 tentang Komisi
Ombudsman Nasicnal

B. Urgensi lembaga Ombudsman di Indonesia

- Adanya praktek KKN yang merajalela di ber-
bagai sektor

- Selama ini belum ada lembaga negara di In-
donesia yang khusus melakukan pengawasan
terhadap pelayanan umum di Indonesia

- Pengawasan pelayanan umum merupakan en-
try point terhadap upaya pemberantasan prak-
tek koruptif

- Telah lebih dari 130 negara menggunakan in-
stitusi pengawasan melalui lembaga Ombud-
sman, 50 di antaranya telah dimasvkkan peng-
aturannya dalam konstitusi

- Adanya pofitical wilf dari unsur eksekutif, legi-
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slatif maupun yudikatif nyangkut wilayah Ombudsman Daerah
- Adanya dukungan dari masyarakat : - Kerjasama dalam penyusunan standar kerja,
' struktur organisasi, dan kerjasama yang lain-
V. Ombudsman Daerah nya
- Dapat dibentuk di wilayah propinsi, kota atau ! - Merumuskan isu-isu strategis bersama dalam
kabupaten . upaya mewujudkan good governance
- Jurisdiksinya meliputi badan atau instinisi atau |
daerah | VII. Muatan Perda QOmbudsman Daerah
- Dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah _ Perda tentang Ombudsman Daerah setidak-
(Perda) | tidaknya harus meliputi:
- Memperﬁatikan asas umiversal Ombudsman | - Tujuan dasar dan urgensi didinkannya Om-
- Tata kerja rmutantis murandis dengan Ombud- budsman
skman MNasional | ! - Asas dan nilai-nilai yang menjad: dasar ke-
. dicg;.t; dlan wakil ketua thdsrqan Dae‘rah beradaan Ombudsman
pilih o eh ]Z.)PRD setelah dlsc]cksdi f'ﬂf]aful se- - Kewenangan dan jurisdiksi
buah panitia lndfpfl}d:ﬁn yang terdiri dari Pem- ; - Organisasi Ombudsman
da, [.)PRD,Iakaderms: dan unsur masyarakat ' . Cara pemilihan syarat-syarat untuk menjadi
- SeTf:ad{n}'a tidak berbentuk kemisi jadi, vang di- Ombudsman
pl].ll:l gdalah kctua r:ilan wakil ketua saja - Periodesasi kerja Ombudsman
- Aktivitas sehari-hari akan dibantu oleh asisten _ - Pemberhentian sebagai Ombudsman
f:lmhudsman yang direkrut secara profesional - Previlege/hak-hak sebagai Ombudsman
independen cleh ketua Cmbudsman Daerah - Kewenangan dan jurisdiksi Ombudsman
- Kadaluwarsa laporan
¥1. Hubungan Ombudsman Daerak: dengan Om- - Tata cara pemeriksaan laporan
budsman Nasional - Hubungan Ombudsman dengan pelapor dan
- Koordinatif bukan hirarkis terlapor
- Penanganan laporan bersama bila melibatkan - Sekretariat
instansi pusat dan daerah - Sumber kenangan
- Ombudsman Daerah dapat menerima mandat - Laporan tahunan
dari Ombudsman Nasional untuk melakukan - Hubungan dengan patlemen
mvestigasi laporan bila laporan tersebut me-
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Teten Masduki

mbudsman merupakan salah satu kelem-

bagaan anti-korupsi yang direkomendasikan
Ketetapan (TAP) MPR Nomor VilI tahun 2001
tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Negara
yang Bersih dan Bebas KKN. Lembaga anti-korup-
silain, yang juga direkomendasikan dibentuk per-
undang-undangannya meliputi Komisi Anti-ko-
rupsi, Pencucian Uang, Perlindungan Saksi, Kebe-
basan Memperoleh Informasi, dan sebagainya. Se-
sungguhnya Rancangan Undang-undang {RUU}
Komist Anti-korupsi dan Pencucian Uang kini te-
ngah dibahas di DPR RI. Sementara Komisi Om-
budsman Nasional (KON) pada masa pemerintah-
an Abdurrahman Wahid sudah dibentuk melalui
Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 tahun
2000, dan sekarang berarti eksekutif Ombudsman
ity mau ditingkatkan menjadi Farliementary Om-
Budsman dengan landasan hukum (constitutional

1Teten Masduki adalah anggota Komisi Ombudsman
Masicnat, Jakarta.
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basis) yang lebih tinggi untuk memberi kelehzasan
Jurisdiksi, wewenang dan kedudukan yang kokoh
dan independen,

Di masyarakat awam Ombudsman belum
begitu banyak dikenal. Bahkan di kalangan prak-
tisi hukum, DPR dan pemerintah, masih banyak
yang menolak pembentukan Cmbudsman dengan
berbagai alasan. Umumnya mereka berpandangan
lebth bajk membenahi kelembagaan pengawasan
yang telah ada, dan memberdayakan Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN). Sekedar analog, di
negeri Belanda perdebatan signifikansi pembentuk-
an Ombudsman berlangsung hampir 20 tahun se-
belum akhirnya pada 1981 diakomodasi di dalam
konstitusi mereka, meskipun di sana sistem peradil-
an dan institusi demokrasi lainnya telzh berjalan
relatif sempurna. Hal yang sama fuga terjadi di
Perancis. Pada mulanya mereka menentang pem-
bentukan Cmbudsman karena menganggap
PTUN mereka paling efektif di dunia, meski ke-
mudian pada 1973 Ombudsman didirikan.

Apa yang sekarang relevan diperdebatkan
barangkali bukan lagi periu tidaknya Ombudsman,
Tapi prasyarat-prasyarat apa yang diperlukan da-
lam pembentukan Ombudsman, sehingga kehadir-
annya betul-beiul dapat menjadi lubrikasi bagi ke-
lancaran sistem birokrasi atau sistern peradilan gu-
na meningkatkan mutu pelayanan urum sebagai-
mana andil Ombudsman di negara-negara maju.
Pertanyaan ini perlu diajukan, sebab belajar dari
pengalaman sejauh ini patut dikuatirkan agenda
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reformasi hukum dan kelembagaan nasiocnal ha‘-
nya bersifat seremonial politik atau latah, tanpa lfil-
landasi piat untuk menyempurnakan tata pemerin-
tahan yang baik (geod governance).

Maladministrasi Publik

Kendati kata ‘ombudsman’ (waki] sah sese-
orang) berasal dari Skandinavia, tap: sesunggul?-
nya lembaga semacam Ombudsman pernah di-
praktikkan di Cina sekitar 20() tahun lalul seiama
Dinasti Han dan di Korea pada era Dinast Ch{)svf:'-
on. Saat itu Ombudsman ibarat seseorang yang ‘,11_
percayai rakyat dan didengar naschatnya oleh 1aja,
sehingga dapat memainkan peran dalam menjem-
batani penyelesaian masalah keraj aan dengan rak-
vamnya atau sebaliknya. Adalah Swedia yang perta-
ma kali mendirikan lembaga Qmbudsman klasik
(Justice Ombudsmanj pada 1809. Lembaga Farlia-
mentary Ombudsman (Folketingets Ormbudsman) yang
lebih modern rmulai didirkan di Denmark pada
1955 dan kemudian Selandia Baru pada_ 1?!52.
Hingga sekarang lembaga Ombudsman sed@tnya
telah ada di 107 negara termasuk Indc-nema,‘ ku?
rang-lebih 50 di antaranya berlandaskan kﬂnsntus.n
dan lainnya diatur oleh undang-undang tersendi-
ri. Umumnya tetap menggunakan nama {'Jmiimd-
sman, reskipun di sejumlah negara memakai pe-
naraan lain, seperti Public Protector (Afrika Sela-
tan), Wafaki Mohtasib (Pakistan}, Lok Ayukta {In-

dia).
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Uimurnnya QOmbudsman dik i

]a:anlﬂ:lraga independen yang mﬁnerimsf EL i:iigaj
lidiki keluhan-keluhan masyarakat yang menj:f;i
kﬂrb:an kesaiahan administrasi (maladminisiration)
publik. D_a]am hal ini meliputi keputusan-keputus-
an atau tindakan pejabat publik yang ganiil (irap-
propriate), menyimpang (deviate), sewenang-
wenang {arbitrary), melanggar ketentuan (irregular/
iHegitimate), penyalahgunaan kekuasaan (2buse of
power), keterlambatan yang tidak perlu (undue de-
lay) atau pelanggaran kepatutan (equity). Tetapi, se-
sungguhnya Ombudsman tidak sekedar sebuah’sis-
tem untuk menyelesaikan keluhan masyarakat ka-
sus derm kasus, namun yang vtama adalah meng-
ambil inisiatif untuk mengkhususkan perbaikan
administratif atau sistemik dalam upaya mening-
katkan mutu pelayanan masyarzkat.

Padz perkembangannya tidak saja Stete Om-
bucimmnl yang mengurusi maladministrasi publik
tl.‘:rphuh Juga Ornbudsman yang dibentuk ka]angar;
civil mr::'eg' dengan wilayah kerja yang lebih khu-
sus. i [nggris dan Australia, misalnya, selain ada
.S'{a:e Ombudsmar, juga marak Ombudsman indus-
tr seperti uniuk sektor perbankan, telekomunikasi
p\::rumahan. rumah sakit, dan sebagainya. Di Swe—'
dia Gmbudsman pers yang dibentuk oleh asosiasi
wartawan dan industri pers sangat efektif mena.
ngani keluhan-keluhan masyarakat yang dirugikan

uIeh_pemheritaan media massa. Di tanah air, pe-
netbit pers yang telah memiliki Ombudsman m,isal—
nya Kompas dan Jawa Pos. Dewan Pers pada ting-
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kat tertentu juga telah menjalankan fungsi Onn-
budsman pers.

Dalam hal pemberantasan korupsi, Om-
budsman berbeda dengan fungsi lembaga represif
anti-korupsi seperti kejaksaan dan kepolisian.
Walau begitu, dari waktu ke waktu fungsi dan
wilayah kerja Ombudsman juga mengalami per-
kembangan. Di negara-negara Amerika Latindan
Eropa Timur, Ombudsman juga melakukan peng-
awasan terhadap masalah pelanggaran Hak Asasi
Manusia (HAM). Bahkan rnisalnya di Filipina, Pa-
pua Nugini, Taiwan, atau Uganda Ombudsman
merniliki kewenangan lebih luas yaitu melakukan
penyidikan tindak pidana korupsi, layaknya Inde-
pentdent Commission Against Conuption (ICAC) atan

kejaksaan di banyak negara. Fungsi Ombudsman
Jebih tertuju pada perbaikan administrasi guna me-
mastikan bahwa sistem-sistern tersebut membatasi
korupsi sampai tingkat munimum, yakni penye-
lenggaraan administrasi yang transparan, cfisien
dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Dalam konteks good governanice, Sumbangan terbe-
sar Ombudsman melalul kewenangannya dalam
melalukan peninjauan kebijakan publik mewakili
publik adalah memberi peran langsung dalam upa-
ya memperkuat dan melembagakan partisipasi ma-
syarakat dalam mengontrol pemerintahan agar le-
bih transparan, akuntabel dan partisipatif. Hal ini
penting mengingat tata pemerintahan yang baik
hanya dimungkinkan kalau ada keseimbangan hu-
bungan yang schat antara negara, masyarakat dan
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sektor swasta, tidak boleh ada aktor kelembagaan
di dalam governance yang mempunyai kontrel yang
absolut. Korupsi tumbuh subur dalam situasi keti-
daksetmbangan hubungan tadi,

Fungsi Komisi Ombudsman Nasional di Indo-
nesia tidaklah jauh berbeda dengan Ombudsman
dr banyak negara, yaitu (1) mengakemodasi par-
tisipasi masyarakat dalam upaya memperaleh
pelayanan umum yang berkualitas dan efisien,
penyelenggaraan peradilan yang adil, tidak memj-
hak dan jujur: (2) meningkatkan perlindungan
perorangan dalam memperoleh pelayanan pubiik,
keadilan dan kesejahteraan, serta dalam memper-
tahankan hak-haknya terhadap kejanggalan tin-
dakan penyalahgunaan wewenang (abuse of power),
keterlambaran yang berlarut-larut (urdue delay),
serta diskresi yang tidak layak.

Di banyak negara, Ombudsman telah menja-
di lembaga alternatif bagi warga masyarakat un-
ek menyelesaikan keluhan atau ketidakpuasan
terhadap birokrasi pemerintah secara cepat, gratis,
tidak perlu bayar pengacara dan aman (kerahasia-
an pelapor terlindungt). Penyelesaian melahyi lem.
baga peradilan untuk masalah maiadministrasi
telah banyak ditinggalkan karena sangat lamban,
mahal dan jauh dari kemuodahan {non-user fiend.
{y). Pada 2001, di KON tercatat ada 511 pengadu-
an masyarakat, di antaranya sebanyak 45% me-
nyangkut lembaga peradilan, polisi 11%, dan in-
stansi pemerintah lainnya 7%. Bandingkan dengan
Commonwealth Ombudsman Australia yang di-
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dirikan sekitar 25 tahun lain, pada 2000-2001 me-
perima keluhan sebanyak 20.000 kasus, yang se-

bagian besar (60%) berhubungan dengan masalah
pajak. Kelihatan sekali efektifitas KON memang

masih belum seberapa, karena akses dan kepc_r-
cayaan masyarakat terhadap Dmb}ldsman rI'[laSlh
rendah. Malah Presiden Megawati, sampai seka-
rang tidak nampak ada keinginan untuk member-
dayakan KON sebagai ke]em!:nag?an governance
penting yang dapat dioptimalisasikan guna me-
ningkatkan kineria pemerintehannya.

Ombudsman Daerah {Local Ombudsman}

Untuk konteks Indonesia, dengan luas wi-

layah kepulauan dan jumlab pentliuduk yang sa-
ngat besar, barangkali tidak rnunglm? semua Imasa-
lah maladministrasi publik bisa ditangani oieh
Cmbudsman Nasional secara cepat dan_ murah.
Dan dalam konteks otonomi daerah sesual dengan
UU No. 22 tzhun 1999 tentang Pemenintah ];Jae—
tah, dimana hampar seluruh kewenangan p:fﬁﬁcad-
ministration dilimpahkan ke daerah, kecuali l::ewe-
nangan dalam lima bidang: politik tuar negen, per-
tahanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan aga-
ma. Maka harus dimungkinkan dibentuk Ombuds-
man Daecrah di tingkat propinsi, kabupaten atau

madya yang independen.

kutaBisa E;ajz jurisdiksi dan kmcnangantﬂmh?.uri-
sman Daerah itu terbatas pada bidang mﬂmadrn:en:s-
tration yang dilimpahkan daerah, sementara lima
bidang vertikal yang menjadi kewenangan pusat
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ditangani QOmbudsman Nasional. Jadi ada dua
kelembagaan Ombudsman di daerah, yaitu Om-
hud§man Daerah dan representasi Ombudsman
Nasional. Atau bisa juga di daerah hanya ada satu
Ombudsman, yaitu Ombudsman Daerah yang
Tnclakukan dua fungsi sekaligus, selain menangan-
i administrasi publik di daerah, juga berperan se-
bagai haison official Ombudsman Nasional untuk
menangani lima bidang kelembagaan vertikal tadi.

Efektifitas dan Kekuatart Ombudsman

Banyak pihak yang meragukan efektifitas
l‘:.}ml:rudsrnan mengingat teguran atau rekomenda-
si-rekomendasi Ombudsman bukan merupakan
putusan pengadilan yang mengikat secara hukum
(legal binding) sehingga tidak ada kewajiban untuk
mematuhinya, karena Ombudsman lebih merupa-
kan mahkamah pemberi pengaruh {magistratur of
frgﬂ:fence). Hal ity barangkali 2da benarsiya, apala-
g1 di tanah air, jangankan berupa anjuran moral,
putusan pengadilan yang sudah berketetapan hy-
kum tetap pun masih suiit untuk dijalankan. Tetapi

di situlah justru keluatan Cmbudsman yang me-
narik. Pendekatan yang ingin dibawa Cmbudsman
adalah ‘menyentub kesadaran dan komitmen po-
badi dar pejabat publik untuk mau menaati asas
hukum, prosedur, dan sistem, serta mcngﬂreksi
sepala penyimpangan demi meningkatkan mutu
pelayanan kepada masyarakat seadil-adilnya’.
Tal_'lpa ada kesadaran itu, sekarismatik dan sepia-
wal apapun person Ombudsman-nya dalam hal
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mediasi dan negosiasi, atau sehebat apapun bobot
rekomendasinya, Ombudsman tidak akan pernah
efekiif. Seperti tadi, pulusan pengadilan yang
mengikat pun tidak banyak artinya kalau tidak ada
ketulusan untuk mematuhinya. Karena itu pra-
syarat dasar pembentukan Ombudsman harus
dimulai oleh suatu hasrat luhur dari bangsa ini
untuk memperbaiki dir, menaati asas, hukum, dan
sistern, serta menghormati HAM untuk memini-
malkan pelbagai bentuk penyimpangan kekuasaan
atau maladministrasi guna meningkatkan kese-
jahteraan masyarakat. Tanpa dilandasi prinsip itu
pembentukan Ombudsman hanya akan sia-sia.
Kekuatan Ombudsman yang lain terletak
pada kepercayaan semua pihak atas pertimbangan-
pertimbangannya yang kredibel dan tidak berpibak
(fmpartial), sehingga tidak boieh ada pihak-pihak
atau institusi yang bisa mempengaruhi atan meng-
intervensi Ombudsman dalam menjalankan we-
wenangnya (independent), dalarn hal ini menyang-
xut independensi kelembagaan, personal, mavpu
fungsional. Karena itu sedikitnya ada beberapa
prasyarat utama yang perlu mendapat jaminan
hukum.
Prasyarat secara kelembagaan, yaitu:

i Ombudsman harus bersifat mandiri dan tidak
memiliki hubungan organik dengan lembaga-
jembapa lain atau disubordinast atau diawasi
oleh kekuasaan negara, meskipun Ombuds-
man dipilih DPR dan diangkat Presiden serta
harus memberikan laporan pertanggungjawab-
an kepada yang memilihnya,
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2.5¢bagal ‘mahkamah pemberi pengaruh’, se-
cara kelembagaan Ombudsman harus be;‘wi-
bav:rg, sehingga perlu mendapatkan rekognisi
politik yang kuat atau diberi kedudukan hu-
kum yang tinggi (constirurional basis) satara de-
ngan lembaga konstitusi lainnya;

S,Dm!:udsman memiliki kekunasaan untuk me-

merlk_.sa, mengajukan pertanyaan-pertanyaan
tertul is dan mernaksa untuk meminta jawaban
memiliki keleluasaan untuk mengakses dnku'
men dan memaksa crang atau instansi untuk
menyerahkan dokumen dan bukti-bukti yang
relevan, memiliki hak inisiatif dan diskresi un-
tnk m_eiakukan penyelidikan dan mengajukan
pﬁl’hﬂl]faﬂ sistenik, dan menyampaikan hasil
pt:?n}'i:hdikan, penilaian dan rekomendasi yang
diusulkan kepada publik.

4.1 banyak negara, efektifitas Ombudsman da-
lain melakukan investigasi atau klarifikasi atas
keluhan-keluhan masyarakat banvak ditentu-
kan oleh sejauh mana pengakuan hak rakyat
untuk mengakses informast dan mendapat in-
formasi publik yang benar, yang diatur di da-
lam Undang-undang Kebebasan Memperoleh
Informasi Pemnerintah (Freedom of Information
Act). Bahkan ada sejumizh Ombudsman yang
%m‘-ldasan hukumnya UU tersebut. Dalam hal
ini fda semacam government liability yang ‘me-
wajibkan' pejabat publik agar mematuhi tegur-
an atau permintaan klarifikasi keluhan masya-
rakat yang pada dasarnya bersifat sukarela;
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5 Dalam menialankan wewenangnya, Ombud-
¢man harus dibenikan kecukupan dana, du-
kungan manajerial dan administrasi;

6.0mbudsman memiliki kekebalan {imunitas)
dari berbagai tunrutan dan gugatan di pengadil-
an atas tindakan-tindakan dalam menjalankan
kewenangannya,

7.0Ombudsman dapat diakses oleh sermua lapisan
masyarakat, schingga Orbudsman tidak me-
layani atau dinikmati oleh segelintir orang.

Prasyarat secara personal, yaitu:
1.Person-person Ombudsman harus mendapat ke-
percayaan publik, non-partisan, kompeten, me-
miliki kejujuran yang tinggi dan kedudukan-
nya harus kuat, dan tidak mudah dipecat oleh
pihak yang mengangkatnya. Karenanya, pemi-
lihan person Ombudsman harus melalui satu
proses yang ketat dan terbuka bagi uji publik
serta kewenangan dan syarat-syarat pember-
heptian Ombudsman harus diatut secara jelas
dan hanya atas dasar alasan yang terbatas.

2 [Carena tidak bisa memaksa, person Ombud-
srnan harus mermliki kemampuan persuasi (in-
Sfluencer), negosiasi, mediasi {arbiter), agvokasi,
lobbying, intermediasi (jembatan kepentingan
publik dan negara), conflict resofver, dan advisor;

3. Persont Qmbudsman memiliki kepercayaan diri

dan keberanian dalam menjalankan kewe-

nanganmnya.
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alam Seminar dan Lokakarya ‘Pembentukan

Lembaga Ombudsman Daerah di Daerah Is-
timewa Yogyakarta' di Yogyakarta, 23 Oktober
2003, delapanpuluhan orang peserta , terdiri dari
berbagai komponen masyarakat dan instansi
pemerintah DY dan Komisi Ombudsman Na-
sional Jakarta, memberikan respon yang beragam
atas wacana Ombudsman,

Tanggapan yang muncul terhadap
Ombudsman secara umum:

Polda DIY

- Sebaiknya komisi ini tidak mandul karena
hanya memberikan rekomendasi, untuk ita
pertu juga ada tugas tambahan yaitu melaku-
kan tuntutan.

. Iika lembaga Ombudsman melakukan run-
tutan, maka harus diubah sistem yang ada
datam Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) karena menyangkut
aparatur penegak hukum.
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Kejaksaan Tinggi DIY

- Keberadaan Ombudsman ini perlu ditinjau
ulang karena keberadaannya tidak jelas. Fungsi
dan tugas lembaga ini hanya didasarkan pada
Keppres yang statusnya lebih rendah dari UTJ
padahal jangkauan kerjanya mengontrol ]e:n:
baga negara yang didasarkan pada UU.

- Tentang moralitas yang tidak ada dalam lem-
!}aga-lcmbaga negara, perlu ada ukuran moral-
itas yang jelas dalam aturan perundang-un-
dangan yang menjadi dasar pembentukannya.
;(alau Ombudsman ini didirikan perlu ada ke-
jelasan tentang moralitas tersebut.

Pemda Bantu]

- Kalau Ombudsman itu hanya memberikan re-
komendasi semata, akan sama halnya dengan
pengawasan internal di kabupaten yang hanya
memberikan rekomendasi kepada Bupati dan
tentu tidak akan bermakna apa-apa untuk
memperbaiki pemerintahan di daerah.

- Kalau Ombudsman ini berada dalam struktur
gubernur, orang-orang yang duduk di dalam-
nya harus dipilih secara selektif, jangan hanya
men_;adi pembisik-pembisik szja, namun
menjalankan fungsinya secara bijak.

- Dasa_r hukum pembentukan Ombudsman ha-
rus‘dluhah jangan hanya berdasarkan Keppres
tapt harus ditingkatkan menjadi UU dan kalau
perlu langsung di dalam konstitusi,

154

Respon Para Pesena

Partai Keadilan Sejahtera Yogyakarta
. Dalam pembentukan Ombudsman ini kita ha-

rus bermula dari fungsinya terlebih dahulu, un-
tuk apa lembaga in dibentuk. Dan kalau dia
dipandang perlu untuk dibentuk, maka Omnl-
budsman ini sebaiknya hanya sebagailembaga
transisi yang sifatnya scsaat sebelum lembaga-
jembaga politik dan lembaga pemerintahan
kembali berfungsi dalam sistem politik yang
sudah ada.

Komisi Ombudsman Nasional

- Pandangan terhadap keberadaan Ombudsman
akan berbeda tiap orang, bagi mereka yang
menjadi korban lembaga ini sangat berguna
untuk membantu masyarakat yang memiliki
perscalan dengan lembaga-lembaga publik,
bagi yang tidak akan percurna untuk mendini-
kan lembaga ini.

. Ombudsman berbeda dengan lembaga-lem-
baga lain, karena dia berada dalam level hu-
kum administrasi negara karena itu dia men-
jadi kekuatan pengawas yang ketiga selain ek-
sekutif dan legislatif.

. Rekomendasi Ombudsman dimaksudkan un-
ruk membedakan dengan putusan yang bisa
dieksekusi pengadilan. Justru pengalaman
kami, jika sebuah pengaduan dan rekomendast
benar maka pejabat yang bersangkutan akan
werada dalam posisi yang selalu bersalah, ke-
manapun pejabat it tidak akan bisa clean.
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mereka dalam menyelesaikan perscalannya
dengan pelayanan publik.

- Bagian terpenting dari Ombudsman inj me-
mang terletak pada orang-orang yang men-
jalankannya, karena mercka dipilih berdasar-
kan kredibilitas dan kemampuan yang sangat
baik, di samping itu tenty moralicas.

Pengacara

BFN Kulonprogo
- Lembaga kami pemmah dilaporkan ke Ombud-
sman Jakarta pada 2001 karena pelayanan ka-
mi yang kurang memuaskan. Setelah Komisi

- Dilihat dari dasar hukumnya, pemerintah juga
tidak memiliki keinginan untuk meningkatkan
status Ombudsman. Dan bila landasannya
hanya Keppres dan kemudian muncul keingin-
an membentuk di daerah, kita tidak tahy pros-
peknya di kemudian hari. Karena Yogyakarta
termasuk daetah istimewa, maka saya melihat
adz kesamaan korps di antara instansi-instans;
tersebut, dimana mereka tidak akan melaku-
kan kontro! terhadap instansi mereka sendiri.

- Kalau sampai dibentuk di Yogyakarta, baiknya
fungsionaris intinya iangan orang asli daerzh,
karena bila berhadapan dengan 5ri Sultan dia
tidak akan mampu melakukan kritik terhadap

Ombudsman menginvestigasi lembaga kami
maupun masyarakatnya, ternyata penjelasan
Ombudsman ini dapat dipahami oleh masyara-
kat.

Tanggapan yang muncul terhadap pembentukan
lembaga Ombudsman DIY:

Forum LSM DIY
- Pembentukan Ombudsman Daerah sangac

penting karena akan menjadi mitra baik bagi
pelaper mapun terlapor.

- Perlu ada kermauan politik vang jelas dari pe-

merintah pusat agar peran Ombudsman dapat
berjalan secara maksimal.

petizu. Aliansi Jurnalis Independen Yogyakarta
Recamatan Mantrijeron } - DM Yogyakarta ada persoalan kepercayaan dan
rasa realu yang ridak mmbuh pada birokrasi,
schingga pada masyarakat akan tumbuh keti-
dakpercayaan pada model penyelesaian yang
dilakukan oleh Ombudsman.
- Sesungguhnya dukungan seperti apa yang da?
pat membuat pembentukan Ombudsman di
daerah ini semakin cepat didirikan.

- Kunci dari suatu lembaga ada pada semangat-
nya bukan pada peraturannya,

- Semakin banyak yang mengawasi akan sema-
kin baik suatu lembaga itu, cuma masalahnya
bagaimana melakukan pengawasan yang ideal
dalam struktur lembaga yang baik.

- Perlu disostalisasikan, apakah masyarakat
membutuhkan lembaga ini untuk membanty
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Polda DIY

- Baik juga Ombudsman ini didirikan di Yogya-
karta, tzpi apakah crang-orang yang duduok di
dalam lembaga ini dapat bekerja secara netral
dan odak memihak.

- Perlu ada batas-batas kerja yang jelas dan bersi-
fat persnasif dalam Ombudsman untuk mence-
gah over-faping dengan lembaga-lembaga lain
sehingga nantinya kerja lermbaga im tidak kelu-
ar dari batas-batas itu.

ICM

- Saya sangat skeptis dengan munculnya Om-
budsman Dacrah ini, karena kemunculan lem-
baga mandiri ini menghancurkan tatanan hu-
kurn di Indonesia, dimana Ombudsman seba-
gai lembaga pengawas bisa mengambil atau
mendistorsi kewenangan lembaga lain, misal-
nya sampai masuk ke pengadilan,

- Harusnya instrumen hukum yang lebah tingpi
dulu yang dibasilkan, karena hila yang tinggi
belurn ada sementara Perda telah dihasilkan
akan memungkinkan pertentangan dua instru-
men hukum yang sangat besar.

Dinas Kependuduakan

- Seandainya Ombudsman Daerah ini dibentuk
tentu memerlukan biaya yang dapat membe-
bani APED {Anggaran Pendapatan dan Belan-
ja Daerah—Ed.), untuk itu perlu dipikirkan se-
cara baik agar solusinya tidak rmenyulitkan
daerah yang bersanghkutan.
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- Publik service tidak saja dilakukan oleh pemerin-
tah tapi juga dilakukan oleh masyarakat, apa-
kah Ombudsman juga melakukan pengawas-
an terhadap apa yang dilakukan oleh masyara-
kat.

Bagian Hukum Pemda Kulonproge

- Ada ruang politis yang perlu diperhatikan da-
lam pembentukan Perda tentang Ombudsman
karena ini juga berhubungan dengan legislatif
daerah. Untuk itu perlu juga legislatif diikut-
kan dalam membentuk kesepahaman untuk
pengadaan Perda ini.

- Harus ada pilihan yang tegas tentang hasil ak-
hir yang akan dilakukan oleh Ombudsman,
apakah menggunakan rekomendasi atau ekse-
kusi, karena hal ini akan berpengaruh pada ma-
syarakat, misalnya Ombudsman hanya akan
menjadi lembaga curfiar semata yang tidak
mempunyai implikasi apapun.
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Hasil Diskusi Kelompok

iskusi dalam Serninar dan Lokakarya ‘Pem-

bentukan Lembaga Cmbudsman Daerah di
Dacrah Istimewa Yogyakarta' mengambil metode
diskusi kelompok. Dua kelompok dibentuk; tukar
pikiran dilangsungkan dengan fasilitator dari Pus-
ham UTI, yakni Eko Prasetyo dan Suparman Mar-
zuki, $SH. MSi. Dalam dua sesi, masing-masing
kelompok ini membahas topik: (1) bentuk dan for-
mat Ombudsman Daerah dan (2) tugas dan tang-
gung jawab Ombudsman Daerzh. Dalam perjalan-
annya, diskusi berkembang hingga mengungkap
pemikiran-pemikiran penting lain yang relevan,
maka sub-judul tulisan ini tidak membatasi pada
topik yang telah disebutkan sebelumnya. Masing-
masing topik dan diskusi yang berkembang dipa-
parkan dalam bentuk catatan pendek.
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Bentuk dan Format Umum hingga
Landasan Legal-Formal Cmbudsman Daerah

Dalam hal ini, diskusi kelompok merumuskan
hal-hal yang perlu menjadi prioritas pemikiran:

- Sumber dana Ombudsman Daerah adalah
APBD dan sumber lain yanp tidak mengikat
dan halal

- Massa bakti kepengurusan Ombudsman

- Tugas dan wewenang

- Domisili kantor

- Jumlah staf

- Proses relautmen
Sedang langkah-langkah yang harus ditempuh

dalam pembentukan Ombudsman Daerah, yain:

1 Kepengurusan (7 orang)

2.Pengadaan kantor

3 .Kriteria pengurus
- Usia minimal 40 tahun
- Pendidikan minimal 51
- KTP Yogyakarta
- Memperhatikan pasal 16 KON

- Integritas moral dan intelektual tinggi

- Non-partisan

- Tidak terrkat dengan institusi apapun saat
terpilih

- Keterwakilan perempuan

4 Mekanisme rekratmen

- Uiji publik

- Pendaftaran dilakukan secarz transparan
(melibatkan media)

- Setiap anggota mencantumkan pernyataan
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tentang integritas di atas materet
- Muodel tes mengikuti model rekauitmen Pan-
waslu {Panitia Pengawasan Pemilu)
Beberapa lontaran dan pandangan yang dike-
mukakan para peserta adaiah sebagai bertiut:

- “Yang ingin saya ajukan adalah, apakah Sul-
tan dan Sekda setuju dengan pembentukan
Ombudsman ini, karena akan menyangkut
anggaran yang harus disetujui oleh Sultan dan
DPRD untuk dimasukkan dalam pos anggar-
an. Dan menurut saya, batknya kila merancang
dua macam Ombudsman yaitu Ombudsman
Eksekutif dan Ombudsman FParlementer.”

- “Sebenarnya kita perlu melihat Ombudsman
ini dari perspektif untuk kebutuhan siapa lem-
baga ini dibentuk. Kalav kebutuhannya berba-
sis pada masyarakat, maka kita tidak perlu re-
nungguy, apakah Gubernur atau Dewan meres-
pon pembentukan lembaga ini, karena mereka
juga termasuk dalam lembaga yang akan dia-
wasi juga oleh Ombudsman. Untuk itu saya le-
bih cenderung agar lembaga int dibentuk ber-
dasarkan Perda untuk menghindari politik sung-
kan yang ada di dalam masyarakat Yogyakarta
bila sudah berhadapan dengan Sultan.”

- *Dalam disknsi kami berpikir daiam kanteks
norma organisasi, suatu pertanggungjawaban
harus berdasarkan gans komando, nah, dengan
demikian problem utamanya adalah indepen-
densi lembaga ini natinya akan seperti apa, pa-
dahal mereka berada dalam satu garis koman-
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do. Karena itu menurut kami tidak akan ada
independensi bila telah ada pertanggungiawab-
an pada seseorang. Kemudian, menurut saya
forum ini juga harusnya mengundang anggota
Dewan karena di sini ada komitmen politik
yang harus dipikirkan juga. Terakhir, Ombud-
siman im mesti sebagai pengawas la-yanan pub-
lik yang bisa memberikan suatu pengawasan
yang benar-benar bersifat independen, terma-
suk rekomendasinya juga, dan solid dalam me-
nyelesaikan masalah, bukan hanya berkutat pa-
da pertanggungiawaban.

- “Apa yang perlu menjadi catatan kita adalah

keberadaan lembaga Ombudsman ini milik
publik, maka publik harus dilibatkan dalam
lerbaga ini. Oleh karenanya, membangun ke-
percayaan masyarzkat merupakan sarat mui-
lak yang harus dilakukan terfebih dahulu. Se-
mentara proses hukum bisa dilakukan bela-
kangan."

- “Perlu dipikirkan adanya pendanaan tetap hagi

lemmbaga Ombudsman agar kerjanya dapat
maksimal ™

- “Saya kira yang paling mendasar adalah atur-
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an yang paling cepat dan simpel yang dapat
merealisasikan secara legal lembaga Ombud-
sman ini. Apakah dengan SK (Surat Keputus-
an—Ed.) Gubernur atau Perda. Kalau misal-
nya SK Gubernur yang paling cepat mengapa
tidak, terlepas dari independensi orang-orang-
nya tersebut.

RARTELE )

Hasil Diskusi Kalompaok

- “Memurut saya Ombudsman Daerah perlu lan-

dasan legal agar bisa diterima semua pihak.
Kalau misalnya $K Gubernur yang paling ce-
pat bisa dihasilkan maka kita perlu mendorong
hal ity sambil kita mempersiapkan Perda yang
baik yang bisa mengakomodasi kepentingan
masyarakat.”

. “Menurut sava SK Gubernur akan menjadi

landasan awal untuk memberikan dasar legal,
yang merupakan jalan masuk untuk pemben-
tukan Perda nantinya.”

- “Saran saya pembentukan Ombudsman Dae-

rah agar mengacu pada Ombudsman Nasio-
nal. Kalau kemudian yang kita takutkan adalzh
intervensi, maka kitz akan melihatnya pada tu-
gas dan tanggung jawab, sehingga dalam dasar
hukumnya nanti akan kita lihat ke mana tang-
gung jawabnya, apakah ke Gubernur atau

DPRIY"

- "Saya sepakat kalau landasannya adalah Per-

da, dan di dalamnya harvs dibangun mekanis-
me kerja secara terinci.”

- “Apa yang terpenting dalam lembaga Ombud-

sman Daerah ini adalah menunjukkan komit-
mennya pada masyarakat, dengan demikian
ketika muncul landasan hukum yang berben-
tuk 5K Gubernur, Jembaga ini tidak bekerja
asal-asalan, yang dapat membahayakan lemba-
ga ini nantinya. Untuk itu komitmennya pada
masyarakat harus jelas.”

- “Harus ada kesepakatan di antara Eksekutif
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dan Legislatif agar perjalanan pembentukan

Ombudsman ini nantinya dapat terwujud se-

cara maksimal.”

Dari sedikit ungkapan-ungkapan peserta terse-
but, terlihat bahwa diskusi yang sernula dimaksuod-
kan untuk lebih fokus pada bentuk dan format
Ombudsman Daerah, pada perkembangannya le-
bih berkisar mengenai persoalan legal-formal ke-
beradaan Ombudsman Daerah. Akhirnya, disku-
si int menyimpulkan bahwa pada prinsipnya,
Ombudsman Daerah sangat penting dan petlu
dibentuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dasar
hukum untuk itu, bisa menggunakan SK Guber-

nur yang bersifat transisional untuk menuju ke
Perda.

Lebih Menilik Bentuk dan Format hingga Pengaturan
Ombudsman Daerah dalam Perda

Lskusi sesi ini cukup dapat merinci pandang-
an-pandangan peserta mengenai operasionalisasi
Ombudsman Daerzh, dengan tetap memunculkan
hal-hal yang cukup penting diperhatikan:

- "Menurut saya ada preblem yang berbeda
antara propinsi dan kabupaten, schingga kita
memerlukan kelembagaan vang melekat di ka-
bupaten. Tetapi melihar kondisi Yogyakarca
yang relatif kecil maka keberadaan Ombud-
sman Daerah di tingkat Propinsi menjadi pen-
tng. Kami juga melihat bahwa Ombudsman
adalah salah satu agen perubahan, sehinpga
perlu ada bidang kerjasama dalam lembaga
m"
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Hasil Digkusi Ketompok

“Saya kira untuk rintisan awal, baiknya di pro-

pinsi dibentuk satu model. Dan dilihat, apakah

terjadi koordinasi yang baik di ringkat propin-

si dan uptuk melakukan pemetaan problem,

serta menampakkan kewibawaan yang baik di

mata masyarakat. Untuk itu bidang kerjasama

perlu dipikirkan di tahap awal pembentukan
lembaga ini, karena akan membangun kerjasa-
ma dengan lembaga-lembaga lain dalam suatu
kemilraan yang baik. Kualifikasi orang dan
jumlah anggota Ombudsman Daerah harus
dipertimbangkan secara matang, dengan meli-
hat krusialitas persoalan di tiap kabupaten
hingga representasinya, serta independensi me-
reka. Terakhir, Kalau kita sepakat lembaga ini
otonom maka tidak ada hirarki dengan Pusat
{(KON—Ed.}"

“Saya pikir Ombudsman baiknya diadakan di
propinsi tetlebih dahulu, kalau memang dirasa
kabupaten juga perlu didirikan Ombudsman,
maka harus ada MoU (Memerandum of Un-
derstanding—Peny.) dengan propinsi agar ka-
bupaten tidak merasa di langkahi oleh propim-
si. Ova, harus ada jalinan kemitraan antara
(Ombudsman dengan lembaga-lembaga lain,
sepertt LSM.”

“Lingkup kerja Ombudsman Daerah perlu ju-
ga sampai ke lembaga yudisial, karena banyak
masalah yang dirasakan cleh masyarakat ter-
hadap lembaga ini.”
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- “Sejak adanya PP Ne. 25/2000, kewenangan
penuh otomatis berada di kabupaten/kota, se-
mentara Ombudsman ingin diadakan di pro-
pinsi. Untuk ity menurut saya perlu ada kese-
pakatan antara propinsi dengan kabupaten, ba-
ru setelah itu ada Perda.”

- “Untuk sementara Ombudsman berada di pro-
pinsi sambil menungpu kiprahnya, kalau kiner-
janya baik bisa jadi kabupaten akan mendiri-
kannya. Juga kalau bisa pendanaan untuk lem-
baga ini datang dari donor yang punya kepe-
dulian sementara APBD hanya pelengkap se-
mata untuk menghindari ketergantungan. Ber-
kaitan dengan pilihan, apakah zkan memben-
tuk Ombudsman Parlementer atau Ombud-
sman Eksekutif kita bisa melihat sisi baik dari

masing-masing lembaga Ombudsman vang’

ada di negara lain schingga kita bisa terapkan
di Yogyakarta. Dan menurut saya, kriteria yang
duduk di Ombudsman nantinya adalah: ber-
moral, beragama, peka terhadap perscalan ma-
syarzkat, bebas KKN, memiliki disiplin tmu
yang mernadai, dan pintar.”

- “Kalau pendirian Ombudsman didasarkan pa-
da Perda, jangan sampai overfap dengan kerja
BAWASDA (Badan Pengawas Daerah-Peny.)
karena tugasnya hampir sama. Untuk pendi-
riannya, ada baiknya di lakukan di tingkat
propinsi.”

- “Perlu ada kiausul khusus yang diberikan pa-
da Ombudsman untuk memanggil siapapun

16§
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Hagil Qiskusi Kelompok

dan yang tidak hadir diberi sanksi agar efektivi-
tas kerjanya terwujud. Ombudsman perlu
memberi ruang mediasi kepada pihak-pibak
yang berperkara agar tidak muncul praduga-
praduga bersalah di antara pihak-pihak terse-
but, sehingga akhirnya dapat memunculkan so-
lusi bersama.”

- “Untuk rekrutmen anggota Ombudsman, per-

lu melihat track record, moral dan komitmen
yang baik dari mereka yang mengajukan dini.”

- “Karena lembaga Ombudsman ini baru, per-

lu ada sosialisasi yang lebih jauh dan intens
agar masyarakat mengerii zakan tugas lembaga
ini. Persoml Onmbudsman perlu juga datang da-
ri kalangan akademisi yang memiliki visi dan
rmsi yang bersih,”

- “Lembaga ini perlu membuka akses yang luas

terhadap masyarakat daerah. Ruang iingkup
tugasnyz perlu dilakukan di semua lembaga,
baik Eksekuiif, Legislatif maupun Yudikatif.”

- “Untuk pembagian divisi, perlu dipertegas tu-

pasnya agar ndak mencampuri tugas lembaga-
lembaga lain. Agar lembaga Ombudsman in-
dependen, pendanaannya jangan sampai ha-
nya bertumpu pada APBD, perlu ada pendana-
an lam yang benar-benar netral.”

- “Perlu ada bidang mediasi dalam struktur Om-

budsman karena tidak sermua persoalan memer-
lukan investigasi. Akan lebih tepat jika mere-
ka yang duduk di lembaga Ombudsman mi
sccara ekonomi maparn, agar tidak terpengaruh
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dengan intimidasi uang,”

Sedang mengenal pengaturan tugas dan tang-
gung jawab Ombudsman Daerah dzlam Perda
dapat dibuat sistematikanya sebagai berikut (de-
ngan melihat aturan atas Cmbudsman Nasional):

1. Pasal 1 tentang Fungsi
2. Paszl 2 tentang Tugas
3. Pasal } tentang Wewenang
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